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KATA PENGANTAR

GradW & & A e A B oy

Puji dan Syukur kepada Allah SWT tak henti-hentinya penulis
panjatkan sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tidak terkira atas
selesainya penulisan buku yang sederhana ini, karena tanpa limpahan
pertolongan, nikmat, dan kasih sayang-Nya penulis yakin bahwa buku
ini tidak akan hadir di depan para pembaca.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada
junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya
menjadi masyarakat yang jauh dari sifat-sifat kejahiliyahan menuju
umat yang penuh dengan gemerlap ilmu pengetahuan, semoga
syafaatnya senantiasa mengalir untuk kita semua. Amin.

Buku yang sederhana ini terdiri dari enam bagian, yang
dimulai dengan pengantar seputar pengertian, ruang lingkup, tujuan
dan dasar hukum kewarisan Islam. Selanjutnya diulas secara historis
mengenai hukum kewarisan Islam sejak pra Islam sampai sekarang.
Lalu dilanjutkan dengan unsur-unsur kewarisan dan semua
persyaratan yang mengikutinya, termasuk dalam pembahasan
mengenai pengelompokan para ahli waris dari berbagai sudut pandang
yang memudahkan. Metode penghitungan kewarisan dengan berbagai
seluk beluknya juga menjadi pembahasan pada bagian selanjutnya,
disertai dengan contoh-cotoh kasus yang masih sederhana, dan pada
bagian akhir diperkenalkan juga sistem kewarisan adat yang berlaku
di beberapa daerah di Indonesia, karena kecenderungan masyarakat
untuk membagi harta peninggalannya dengan cara adat sangat tinggi.

Buku pengantar hukum kewarisan Islam ini disusun sesuai
dengan kurikulum yang ada di perguruan tinggi, penjabarannya masih
belum terlalu rinci sehingga belum sampai pada penyelesaian masalah
perhitungan warisan yang praktis, contoh-contoh kasus juga masih
sangat sedikit dan belum pada contoh praktis menghitung
penyelesaian pembagian harta yang sebenarnya. Oleh karena itu para
fasilitator dan para pembaca yang memanfaatkan buku ini sebagai
tambahan informasi, diharapkan menambahkan  penjelasan
secukupnya dan memberikan ulasan yang lebih praktis lagi untuk



memudahkan para pebelajar baik mahasiswa, siswa, dan khalayak
umum dalam menerapkan penghitungan harta waris.

Selanjutnya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang
tulus dan tiada tara kepada semua pihak yang telah banyak membantu
penyelesaian buku ini. Tak lupa penulis juga mengucapkan terima
kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar penulis yang tidak
kenal lelah memotivasi penulis untuk selesainya penelitian ini.
Mereka adalah ayahanda KH. Nawawi Mu’thi, Ibunda Hj. Zubaidah,
ayahanda mertua Drs. KH. Mu’tafi, M.Pd dan Ibunda mertua Ny. Hj.
Mamjudah Baidhawi yang senantiasa memberikan dorongan secara
material dan moral kepada penulis. Terima kasih juga kepada saudara
dan saudari kakak dan adik penulis yang juga banyak memberikan
masukan.

Begitu juga penulis juga menyampaikan terima kasih kepada
isteri tercinta Ulfatun Hasanah, S.Hum, ananda Muhammad
Althafulghazy Fawwaz (Alfa), dan ananda Arini Noura Firdausi
(Arin), tak lupa kepada yang sedang dinanti kehadirannya di dunia ini
yang masih dalam kandungan istri tercinta, semoga selamat proses
kelahirannya, amin. Mereka telah merelakan waktunya untuk
penyelesaian buku ini, semoga apa yang kalian korbankan selama ini
menjadi kebaikan dan kemanfaatan untuk kita semua, amin.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih belum
sempurna, tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan, sehingga
pembaca diharap memberikan  kritik dan  koreksi  demi
kesempurnaannya. Penulis tetap berharap semoga buku ini
memberikan manfaat bagi perjuangan Islam di masa depan, terutama
dalam menambah leteratur pemikiran hukum Islam. Amin.

Pamekasan,15 Januari 2016
Penulis,

Maimun Nawawi
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN
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Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd) caranya
dengan menuliskan coretan horisontal (macron) di atas huruf a, i, dan
u ( ¢ 5 ). Bunyi hidup dobel (dipthong) Arab dengan
menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”, seperti layyinah,
lawwamah._Untuk kata ta’ marbutlah dan berfungsi sebagai sifat
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(modifier) atau mud}a>f ilayh dengan “ah” sedangkan yang berfungsi
mud}a>f ditransliterasikan dengan “at”.



BAGIAN |
PENGANTAR HUKUM WARIS ISLAM

A. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum Islam mencakup seluruh segi kehidupan
manusia baik untuk urusan di dunia maupun di akhirat.
Ada yang mengandung sanksi dan ada juga yang tidak.
Sanksi hukum adakalanya yang langsung dirasakan di
dunia seperti layaknya sanksi pada umumnya. Namun ada
pula sanksi yang tidak dirasakan di dunia akan tetapi akan
dipertanggung jawabkan secara individu di akhirat kelak
dalam bentuk dosa dan balasannya.

Seperti telah diketahui, bahwa aturan Allah dalam
bentuk hukum Islam telah dikelompokkan oleh para ahli
menjadi dua kelompok besar. Pertama hukum ‘iba>dah,
yaitu aturan yang menyangkut hubungan lahir manusia
dengan penciptanya (h}abl min Alla>h). Kedua, Hukum
mu’amala>t, yaitu menyangkut tata hukum hubungan
antara sesama manusia dan alam sekitarnya (h}abl min al-
Na>s).!

Di antara hukum yang mengatur hubungan manusia
dengan sesama yang sudah ditetapkan Allah sebagai al-
Sha>ri’ adalah aturan tentang harta waris. Hukum
mengenai peralihan harta yang diakibatkan adanya
kematian. Keberadaan hukum waris sangatlah penting
untuk mengatur distribusi harta peninggalan tentang siapa

! Lihat dalam Abd. Shomad, Hukum Islam, Penormaan Prinsip

Syari’ah dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2010), 29.
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yang berhak menerimanya, berapa bagian masing-masing
dan bagaimana cara pembagiannya.’

Hukum waris dalam Islam diatur secara tegas dan
gamblang melalui sumber  hukum utama, yaitu al-
Qur’a>n dan hadi>th. Meskipun demikian tidak menutup
kemungkinan adanya cara pembagian, jumlah bagian,
siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan
pandangan tradisi dan kearifan lokal. Karena itu
penerapan hukum waris Islam selalu memunculkan
wacana baru yang berkelanjutan di kalangan para pemikir
hukum Islam, sehingga membutuhkan rumusan hukum
dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Dalam
konteks umat Islam di Indonesia, hukum waris sudah
menjadi hukum positif yang digunakan oleh para hakim
di pengadilan agama untuk memutuskan suatu perkara
pembagian harta warisan.’

Secara etimologis mawa>ri>th berasal dari bentuk
jamak kata mi>ra>th, yang merupakan masdar dari kata
waratha, yarithu, wira>thatan, wa mi>rathan, yang
artinya  peninggalan,* berpindahnya sesuatu  dari
individu/kelompok kepada individu/kelompok lain,
sesuatu itu bisa berupa harta, ilmu, kemuliaan dan
sebagainya.” Kata tersebut banyak digunakan dalam al-
Qur’a>n dalam bentuk kata kerja, misalnya waratha (QS.
Al-Naml: 16), yang menjelaskan tentang nabi Sulaiman

2 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana,
2004), 3.
* Ibid., 4.
* Muhammad al-Shaha>t al-Jundi>, al-Mi>ra>th fi> al-Shari>ah
al-Isla>miyyah (Kairo: da>r al-Fikr al-‘Arabi>, t.th.), 42.
® Muhammad ‘Ali> al-S}a>bu>ni>, al-Mawa>ri>th fi> al-
Shari>’ah al-Isla>miyah, Fi> D}au’i al-Kita>b wa al-Sunnah
(Kairo: Da>r al-Hadi>th, t.th.), 34.
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mewarisi kenabian nabi Daud AS. Ayat serupa juga
terdapat dalam surat al-Zumr: 74 tentang pewarisan bumi
terhadap umat manusia dan beberapa ayat lain.

Kata mawaris juga sinonim dengan kata fara>id}
yang berasal dari kata fari>d}ah yang artinya bagian-
bagian yang sudah ditentukan(al-Mafru>d}ah), kemudian
dikenal dengan ilmu fara>id}, yaitu pengetahuan tentang
pembagian harta waris. Penamaan ilmu tersebut dangan
sebutan fara>id} karena dua alasan, pertama, Allah
menyebutkan kata tersebut setelah perincian bagian
warisan dengan kalimat fari>d}atan min Alla>h,
kemudian Nabi Muhammad dalam salah satu sabdanya
tentang anjuran mempelajari ilmu ini juga menyebutkan
dengan kalimat fara>id}, yaitu “Ta’allam al-Fara>id}.
Kedua, Allah SWT menjelaskan kewajiban ibadah yang
lain seperti shalat, puasa, dengan sebutan yang global
tanpa ada perinciannya, namun khusus ilmu ini (fara>id})
dijelaskan secara terperinci termasuk bagian masing-
masing ahli waris. °

Muhammad  Ali  al-Shabuni  mendefinisikan
kewarisan secara istilah:

O elous sl athyy 1) ) o 2SN Jlisl sn &)Yl
Tage 20l Bsadt e iyl |lie of Yo g2l
(Kewarisan (al-irth) adalah perpindahan kepemilikan

dari seorang yang sudah meninggal (mayit) kepada ahli
warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut

® < Abd al-Aziz al-Muhammad al-Salma>n, al-Kunu>z al-Ma>liyyah
fi al-Fara>id} al-Jaliyyah (Riya>dh: Da>r al-Thayyibah, 2001), 3.
" al-S}a>bu>ni>, al-Mawa=>ri>th fi> al-Shari>ah al-1sla>miyah,

34.
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berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-
hak yang sesuai dengan shari>at).

Dari pengertian di atas dapat ditarik pemahaman
bahwa kewarisan merupakan proses berpindahnya
kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian.
Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap
harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak
yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan
kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih
hidup. Rumusan pengertian kewarisan yang dibuat oleh
al-Shabuni lebih menekankan pada proses perpindahan
hak kepemilikan atas suatu benda maupun non benda dari
seorang yang meninggal kepada para ahli warisnya yang
masih hidup.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan ilmu mawaris
adalah:

B i ly IS i s By By gl Aol
(Kaidah-kaidah figh dan cara perhitungan yang
dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari
harta peninggalan).

Di sini al-Zuhaili memberikan definisi kewarisan
sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Yaitu suatu
ilmu yang menjelaskan metode perhitungan harta
peninggalan untuk mengantarkan para ahli waris dapat
menerima bagian masing-masing secara benar.

Dengan definisi yang hampir sama al-Jundi
merumuskan bahwa:

S e Sl U el 8 o DLy a3l e aslss

® Wahbah al-Zuh}aili>, al-Figh al-Isla>mi> wa Adillatuh, Juz. 8
(Damaskus: Da>r al-Fikr, 1989), 243.
4



(Kewarisan adalah suatu ilmu tentang kaidah-kaidah
figh dan metode perhitungan yang dapat mengetahui
bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan).
Dengan mengaplikasikan aturan-aturan figh tersebut dan
dengan menggunakan metode perhitungan tertentu, maka
bagian masing-masing ahli waris sampai kadar bagiannya
juga menjadi jelas. Hak masing-masing individu yang
tergolong ke dalam kelompok ahli waris yang sah akan
terpenuhi secara baik sesuai dengan kondisi peninggalan
sesuai dengan tuntunan shari’at.

Ruang lingkup kajian ilmu mawaris ini antara lain
ketentuan dan aturan mengenai hal ihwal ahli waris
apakah ia sebagai penerima bagian tertentu, penerima
sisa, atau bahkan termasuk ahli waris dhawi> al-arha>m.
Begitu juga penjelasan mengenai siapa yang terhalang,
siapa yang memperoleh pengembalian (radd) serta hal-
hal yang menghalangi seseorang untuk menerima bagian.

Karena itu sebenarnya ilmu mawaris mencakup tiga
unsur penting, yaitu mengetahui siapa yang berhak dan
yang tidak berhak mendapat warisan, ketentuan mengenai
bagian-bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli
waris, serta  pengetahuan metode dan cara
menghitungnya.'

Di Indonesia ada beberapa istilah  yang
penggunaannya sepadan dengan ilmu mawaris, antara lain
ilmu faraid}, hukum kewarisan Islam, hukum waris
Islam, dan figh mawari>th. Istilah-istilah tersebut
mengarah pada pengertian yang sama dengan ilmu
mawaris yang penggunaannya dalam kehidupan

% al-Jundi>, al-Mi>ra>th fi> al-Shari>ah al-1sla>miyyah, 42
1%ihat Ahmad Rofiq, Figh Mawaris (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2002), 4.

5



masyarakat saling melengkapi sesuai dengan tradisi
masing-masing daerah.

Tujuan Hukum Kewarisan Islam

Sebagaimana hukum Islam pada umumnya,
kehadiran hukum kewarisan Islam di tengah-tengah
masyarakat tentunya bukan tanpa tujuan baik secara
umum maupun secara spesifik. Secara umum tujuan
hukum kewarisan Islam adalah untuk menciptakan
kemaslahatan hamba dalam mengelola kepemilikan
hartanya. Seperti diketahui, manusia diciptakan dan
diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah. Dalam arti
bahwa konsekwensi manusia dilahirkan ke dunia adanya
amanah yang ia emban agar dipelihara sebaik-baiknya,
yaitu amanah untuk mengelola bumi dan isinya.

Dengan diberikan kewenangan untuk mengelola
bumi dan semua isinya, manusia dibekali aturan-aturan
yang harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhandan
kemaslahatan umat manusia itu sendiri dari sudut
pandang sang pencipta, dan bukan semata-mata
kepentingan sang Maha Pencipta. Kemaslahatan umat
manusia dapat diterlaksana jika masing-masing individu
memperoleh jaminan untuk terpenuhinya kebutuhandasar
sehari-hari yang terakumulasi dalam kebutuhandasar yang
lima (al-D}aru>riya>t al-Khams), yaitu terpeliharanya
jiwa(al-Nafs), agama(al-Di>n), harta(al-Ma>l1),
keturunan(al-Nasl), dan akal (al-Agl). Kebutuhandasar
yang lima tersebut seringkali terkait satu sama lain,
sehingga ketika salah satu unsur saja tidak terpenuhi
maka bisa saja akan mengakibatkan terganggunya unsur
yang lain.

Salah satu contoh dalam realitas masyarakat, ketika
hak seseorang yang berupa kebutuhanakan harta tidak

6



terpenuhi, maka mengakibatkan terganggunya
kebutuhanjiwa (al-Nafs) mereka karena kelaparan atau
bunuh diri karena dipresi, tidak jarang juga berakibat
pada terganggunya agama (al-di>n), orang yang
hidupnya kekurangan secara ekonomi sangat mudah
terpengaruh oleh pihak-pihak yang tidak
bertangungjawab untuk menggoyahkan keimanan dan
keyakinan terhadap agamanya. Hal ini senada dengan
sabda Nabi:
148”06 o Jadl 518

(Kefakiran itu akan menjerumuskan seseorang
kepada kekafiran). Dalam beberapa penjelasan disebutkan
bahwa ketika seseorang diuji dengan kekurangan
ekonomi dalam kehidupannya dia cenderung untuk
melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum
bahkan cenderung berpaling dari ajaran-ajaran agama.

Hukum kewarisan Islam hadir dalam kehidupan
sosial kemasyarakatan bertujuan untuk mengatur dan
memelihara harta (hifd al-Ma>l) yang dimiliki seorang
hamba atau kelompok tertentu. Hukum waris Islam lebih
bersifat prefentif terhadap kemungkinan terjadinya
konflik dalam keluarga perihal pembagian harta
peninggalan, sehingga hukum waris datang dengan sangat
rigit dan rinci, siapa yang berhak mendapatkan dan yang
tidak, dan berapa bagian masing-masing sesuai dengan
ketentuan Allah. Tidak bisa ditambah dan tidak bisa pula
dikurangi sedikitpun atas bagian-bagian masing-masing,
kecuali yang dibagi secara khusus atas kasus-kasus
tertentu.

Secara lebih khusus, tujuan hukum kewarisan Islam
dapat dijabarkan sebagai berikut:



1. Mengatur hak dan kewajiban keluarga al-marhum.
Setelah seseorang meninggal dunia, maka ia tidak lagi
punya hak atas hartanya kecuali tidak lebih dari 1/3
(sepertiga). Karena itu perlu ada hukum yang
mengatur hak dan kewajiban keluarga yang
ditinggalkan baik terhadap al-marhum maupun
terhadap orang lain yang terkait.

2. Menjaga harta warisan hingga sampai kepada individu
yang berhak menerima. Harta dalam bentuknya yang
beragam, selalu menjadi buruan setiap orang, dan itu
sangat manusiawi. Namun setiap bentuk harta yang
ada di dunia ini sudah tentu ada pemiliknya yang
dapat mengatur dan memelihara. Ketika seseorang
meninggal dunia, maka ia secara otomatis terputus
dengan segala bentuk harta. Karena itu, pengelolaan
dan pengurusan harta tersebut beralih kepada keluarga
terdekat yang masih hidup. Dalam hal pengelolaan
harta peninggalan almarhum ini perlu adanya
kerangka hukum yang menjelaskan secara rinci
bagaimana pendistribusian harta tersebut sehingga
benar-benar sampai kepada masing-masing individu
yang secara legal formal berhak menerima bagiannya.
Dengan adanya hukum kewarisan Islam hak-hak
individu akan terjamin, baik anak-anak maupun
dewasa, laki-laki maupun perempuan

3. Keberlanjutan harta dalam setiap generasi
Setelah manusia menjalankan perannya sebagai
khalifah di muka bumi, lalu menghasilkan harta dan
semacamnya, maka perlu dipikirkan bagaimana
kondisi harta tersebut bisa tetap berlanjut dari generasi
ke generasi berikutnya. Kehadiran hukum waris Islam
salah  satunya untuk  memberikan  jaminan
kelangsungan (estafet) kepemilikan terhadap harta
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yang dimiliki seseorang secara sah kepada generasi
penerus agar harta tersebut tetap memberikan manfaat
untuk keberlangsungan umat manusia di masa yang
akan datang.

Secara tegas Islam sudah menganjurkan agar tidak
meninggalkan keturunan yang lemah, baik lemah
secara fisik maupun secara ekonomi. Sebagaimana
digambarkan secara umum dalam al-Qur’an Surat al-
Nisa’: (04) ayat 9 yang berbunyi:

e s Bl 55 fadls 5 VS5 3 o)l 205
e V35 Vol ohds & 1,350

Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa ayat
ini ditujukan kepada orang yang mau mendekati
ajalnya agar tidak mewasiatkan hartanya secara
berlebihan yang mengakibatkan hartanya tersisa
sedikit atau bahkan habis. Karena masih ada ahli
waris atau bahkan anak yatim yang lebih berhak
untuk menerima hartanya.**

4. Menghindari sengketa persoalan warisan

Tidak jarang terjadi kasus-kasus sengketa yang
diakibatkan perebutan harta termasuk harta warisan.
Hal itu karena sudah menjadi sifat manusia yang
selalu menuruti hawa nafsu terutama terkait dengan
kecintaannya terhadap harta. Bahkan karena sengketa
harta ini juga mengakibatkan terjadinya pertengkaran
dan permusuhan yang berkepanjangan dalam suatu
keluarga. Hal tersebut sangat memilukan dan tidak
boleh terus berlanjut.

! Fakh al-Din al-Razi, Mafatih al-Ghaib, (Maktabah Syamilah, 78)
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Dengan adanya hukum waris Islam yang sudah
mengatur siapa individu yang berhak dan tidak
berhak, serta berapa bagian masing-masing secara
sangat terperinci, maka jika aturan itu diikuti secara
sempurna berdasarkan kesadaran akal dan hati dan
penuh Kketaatan atas perintah Allah, tentunya hal-hal di
atas tidak perlu terjadi.
5. Sarana distribusi ekonomi

Manusia sebagai khalifatullah di muka bumi
mempunyai  tanggung jawab untuk  menjaga
keseimbangan alam. Gelar “khalifah” yang disandang
manusia seharusnya menjadi tantangan bagi kesiapan
dan kemampuan manusia untuk mengelola bumi dan
isinya.® Antara menjaga kelestarian alam dengan
pemanfaatan hasil bumi untuk kebutuhanhidup
manusia saat ini dan generasi yang akan datang.
Sebagai makhluk yang diberi kewenangan mengelola
semua kekayaan yang terkandung dalam alam ini,
manusia tentunya berwenang juga untuk memiliki
harta kekayaan sesuai dengan kebutuhanhidupnya.

Karena itu, Islam selaku agama yang sarat dengan
aturan hukum untuk menjamin kemaslahatan umat
manusia, juga berperan dalam hal mengatur distribusi
harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia, baik
secara perorangan maupun Kkolektif. Dalam teori
ekonomi kepemilikan harta dapat dilakukan dengan

2 A. Qodri Azizy, Membangun Fondasi Ekonomi Umat,
Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), 49.
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cara transaksi bisnis, akad tabarru’, tukar menukar,
jual beli dan cara lainnya yang halal.™

Dengan cara-cara pemerolehan yang legal dan
halal, harta yang dimiliki oleh individu maupun
kelompok tertentu dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan dirinya sendiri dengan tanpa melupakan
hak-hak orang lain. Oleh karena itu agar harta yang
dimiliki  seseorang dapat bermanfaat sesuai
kebutuhanindividu dan masyarakat, maka diperlukan
adanya perputaran harta, atau pergeseran (distribusi)
hak milik dari seorang kepada yang lainnya.

Dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa harta
kekayaan dalam bentuk apapun harus berputar sesuai
dengan kebutuhanmasyarakat tanpa mengenal kelas
dan strata ekonomi. Artinya harta tidak boleh hanya
dimiliki dan dimanfaatkan oleh orang-orang kaya saja.

(7 - ,2d) (&w ) G 43 u,&&g

Artinya: “Agar harta itu jangan hanya beredar di
antara orang-orang kaya saja di antara kamu....(al-
Hashr (59) : 7)*

Ayat di atas mengindikasikan bahwa harta
kekayaan vyang dimiliki oleh seseorang harus
terdistribusi secara teratur, dan tidak hanya berputar-
putar pada pemilik harta saja (orang kaya), sehingga
dapat diambil manfaatnya oleh semua masyarakat.

13 |smail Nawawi Uha, Isu-Isu Ekonomi Islam, Kompilasi Pemikiran
dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global,Jilid 2
(Jakarta: CV. Dwi Putra Pustaka, 2001), 637.
1 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 546.

11



Berhubungan dengan pemindahan (distribusi)
ekonomi dalam Islam, sebenarnya banyak cara yang
sudah diperintahkan secara jelas melalui al-Qur’an
maupun Hadith Nabi. Misalnya dalam bentuk perintah
menafkahkan harta di jalan Allah, perintah untuk
menunaikan zakat, sodagah, infak, dan sebagainya.

Anjuran  atau  bahkan  kewajiban  untuk
melaksanakan perintah membelanjakan sebagian harta
kekayaan seperti itu sebenarnya bertujuan untuk
melanjutkan perputaran dan pendistribusian kekayaan
antar umat manusia, agar barang dan harta kekayaan
tidak mengendap di satu tempat dan individu tertentu.
Dalam perintah zakat misalnya, terlihat jelas adanya
ajaran di mana pandangan dan komitmen sosial yang
tinggi, terutama jika dilihat dari perannya yang sangat
menyentuh  kebutuhanorang banyak dalam hal
pemenuhan kebutuhanekonomi.®

Di samping zakat, sadagah, dan lainnya, Islam
juga memiliki cara yang unik dalam hal
pendistribusian  harta  kekayaan, yaitu dengan
pendistribusian ekonomi secara ijba>ri> '° sebagai
akibat dari kematian pemilik harta. Artinya apabila
ada seseorang yang memiliki sejumlah harta dan
meninggal dunia, secara otomatis harta yang ia miliki
beralih kepemilikannya kepada orang lain. Cara
pendistribusian harta dengan kewarisan ini dipandang

5 A. Qodri Azizy, Pajak Itu Zakat, Uang Allah Untuk Kemaslahatan
Rakyat (Bandung: Mizan, 2005), 12.

16 Suatu asas dalam hukum waris Islam bahwa apabila seorang
meninggal dunia pada dasarnya harta kekayaannya beralih demi
hukum dan secara otomatis kepada ahli warisnya, serta menjadi hak
milik mereka. Lihat Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam
Kontemporer (Jakarta: RM Books, 2007), 223.
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sebagai cara yang lebih memberikan keadilan bagi
para ahli waris karena ditetapkan oleh shari>’ah
sesuai tujuan-tujuan sosio-ekonominya."’

Dalam hukum kewarisan Islam, jelas diatur
secara rinci tentang siapa yang berhak menerima,
berapa bagian harta yang berhak diterima, serta
bagaimana metode pembagiannya. Bahkan tidak ada
aturan hukum yang lebih rinci dibandingkan dengan
hukum kewarisan Islam. Karena itu, jika dilakukan
pembagian sesuai dengan ketentuan yang sudah jelas
dan rinci tersebut, dan semua ahli waris memahami
tujuan-tujuan sosio-ekonominya, maka tidak akan
memunculkan persoalan dan sengketa tentang harta
waris.

Pendistribusian harta dengan cara kewarisan juga
mempunyai keunggulan dibandingkan cara lainnya.
Hukum  kewarisan  Islam  dipandang telah
menimbulkan revolusi diam-diam bagi semua filsafat
pembagian kekayaan, dan telah memperkenalkan cara
pendistribusian baru yang sama sekali belum dikenal
sebelumnya.®

Hukum kewarisan Islam juga memiliki makna
ekonomik yang sangat luar biasa. Hukum yang
berpandangan anti kapitalis. Menjunjung tinggi hak-
hak individu, sehingga tidak seorang pun bisa
mengurangi atau melebihkan bagian masing-masing.
Dan  meskipun menekankan prinsip  keadilan
berimbang, hukum  kewarisan  Islam tidak
menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi. Dan yang

7 Uha, Isu-Isu Ekonomi Islam, 1080.
18 Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta:
Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 134.
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lebih penting, bahwa hukum kewarisan Islam juga
berkontribusi dalam mendorong partisipasi perempuan
dalam kegiatan ekonomi.*®

Dari deskripsi di atas, terlihat jelas bahwa hukum
kewarisan Islam di samping menyumbangkan model
pendistribusian kekayaan dari satu generasi ke
generasi berikutnya, juga menjadi tatanan yang
mengatur hak-hak atas kekayaan individu dengan
menawarkan konsep yang berkeadilan, tanpa
membedakan umur, jenis kelamin, dan sebagainya.

C. Urgensi Hukum Kewarisan Islam

Dalam kajian hukum Islam telah dipetakan lingkup
kajian ke dalam hukum ‘iba>dah dan hukum
mu’a>malah. Lingkup kajian hukum ‘iba>dah mencakup
seluruh  kewajiban manusia sebagai hamba untuk
beribadah kepada Allah SWT. Sehingga dalam bentuknya
yang lebih detil, lingkup hukum yang pertama ini
mencakup segala aktivitas para hamba untuk
mendekatkan diri (al-tagarrub) kepada sang penciptanya,
yaitu Allah SWT.?

Yang kedua, adalah lingkup kajian hukum
mu’a>malah dalam maknanya yang umum, yaitu aturan-
aturan hukum Allah SWT., yang ditujukan untuk
mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan
atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan
sosial kemasyarakatan, atau sSemua aturan yang
menyangkut hubungan manusia dengan manusia yang
lainnya guna memperoleh keseimbangan di dunia dan

¥ 1pid., 141-144.
2 Shomad, Hukum Islam, 29.
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akhirat, terutama berkaitan dengan  pemenuhan
kebutuhanhidupnya.?*

Selintas dapat diulas mengenai cakupan hukum
mu’a>malah. Dalam penetapan norma-norma hukumnya
banyak melibatkan nalar ijtihad, karena menyangkut
persoalan hidup manusia. Semakin banyak dinamika
kehidupan yang terjadi di masyarakat semakin banyak
pula penyelesaian hukumnya. Karena itu kajian hukum
mu’a>malah ini senantiasa terbuka pintu ijtihad agar
masyarakat bisa menemukan ketetapan yang bersifat
normatif.?

Secara  lebih  spesifik ~ Wahbah  al-Zuhaili
menempatkan perihal pembagian warisan ke dalam kajian
al-Ah}wa>| al-Shah}s}iyah yang membahas tentang
ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai ikatan
kekeluargaan mulai sejak terbentuknya sampai kepada
berbagai akibat dari terbentuknya keluarga tersebut.
Ketentuan tersebut antara lain mengenai pembagian harta
waris dan hubungannya dengan sistem kekerabatan secara
umum.?  Hukum keluarga atau al-Ah}wa>l al-
Shah}s}iyah mempunyai ciri utama mengatur ikatan
kekerabatan  yang  berdasarkan  pada  prinsip
kekeluargaan.®

Hukum keluarga dapat dimaknai sebagai aturan
mengenai hubungan manusia dengan sesama baik dalam
lingkup yang lebih kecil, seperti dalam keluarga dan
rumah tangga. Ditandai dengan adanya aturan

“ Ibid., 30.

%2 Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada, 1999), 75.

2% al-Zuhaili>, al-Figh al-Isla>mi>, Juz. 1, 19.

2 Mahmu>d Shaltu>t, al-Isla>m ‘Aqi>dah wa shari>"ah (t.t.: Da>r

al-Qala>m, 1966), 257.
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pernikahan, perceraian, dan masalah kewarisan. Maupun
dalam konteks yang lebih besar seperti hubungan antar
warga negara.”

Hukum waris Islam termasuk salah satu hukum
shari>’ah yang sangat penting, sangat tinggi
kedudukannya di sisi Allah SWT. Karena pentingnya itu,
Allah  menurunkan langsung untuk mengatur secara
terperinci bagian masing-masing yang harus diterimakan,
serta siapa-siapa yang berhak menerima bagiannya. Oleh
karena urgensitasnya tersebut kemudian Nabi Muhammad
SAW sangat memberikan perhatian besar terhadap
keberlangsungan ilmu ini dengan menganjurkan agar
dipelajari dan diajarkan kepada yang lain.

Bahkan dalam salah satu riwayat, ada kekhawatiran
dari Nabi terhadap hilangnya ilmu ini yang akan
mengakibatkan kerusakan dan kekacauan di tengah-
tengah masyarakat, sebagaimana digambarkan dalam
sabdanya yang berbunyi:

\ )° 2

dsdﬁidgwu.\}@,;\)m (.,Af\u,\}
J6 J6 5k of 2 Qn!s o 26 A B VR
' ,A\H,.J;;s;ﬁup» —okors ade Lo &) Jots

% Moh. Dja’far, “Kewarisan”, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam,
Ajaran,ed. Taufik Abdullah, et al. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van
Hoeve, 2002), 105.
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim
bin Mundzir al-Hizami, telah menceritakan kepada kami
Hafsh bin ‘Umar bin Abu al-I’thaf, telah menceritakan
kepada kami Abu Az Zinad dari al-A’raj dari Abu
Hurairah, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda”: “wahai
Abu Hurairah, belajarlah Faraidl, dan ajarkanlah, karena
sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu
akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut
dari umatku”. (HR. Ibn Majah)

Gambaran mengenai pentingnya hukum waris Islam
sebagai sebuah ilmu mandiri, juga diilustrasikan oleh
Nabi sebagai separuh dari agama Islam, separuh ilmu,
dan ilmu pertama yang akan dicabut oleh Allah dari umat
ini.”’ Beberapa sahabat yang paling ditonjolkan
pemahamannya tentang ilmu waris ini adalah Zaid bin
Thabit, Ali ibn Abi Talib, Abdullah bin Abbas, Abdullah
bin Mas’ud. Sebagaimana para sahabat yang lain
ditonjolkan kemampuannya dalam mempelajari ilmu-
ilmu  yang lainnya®  Kemudian  dilanjutkan
penyebarannya oleh para ta>bi’i>n dan ta>bi’ al-

% lihat dalam Abi> ‘Abd. Allah Muhammad bin Yazi>d al-
Qazwi>ni> Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, Juz. 2 (Kairo: Da>r
Thya>" al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.), 908.

2" Muhammad Fathi> al-Sayyid, Jadwa>| al-Mawa>ri>th (Tant}a:
Da>r al-S}ah}abah, 1995), 10.

%8 Muhammad Ahmad al-Khu>li> (ed.), al-Tahdhi>b fi> ‘ilm al-
Fara>id} wa al-Was}a>ya> (Riya>d}: Maktabah al-‘Abikan, 1995),
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ta>bi’i>n bahkan sampai masa-masa berikutnya sampai
zaman sekarang.

Anjuran Nabi agar para sahabat dan umat setelahnya
senantiasa mempelajari dan terus mengajarkan ilmu waris
karena mengingat pentingnya ilmu tersebut dalam
menjaga keuTuhan kekerabatan dan keluarga. Setidaknya
dengan adanya hukum yang mengatur tentang
permasalahan waris, maka sebagian dari urusan
pemenuhan kebutuhanmanusia yang merupakan bagian
dari kebutuhanmanusia yang lima (al-d}aru>riyya>t al-
khamsah) dapat terpenuhi, yaitu pemenuhan akan
pemeliharaan harta.

Apalagi tidak jarang dijumpai bahwa naluriyah
manusia memiliki kecenderungan materialistik, tidak adil,
serakah, mendahulukan kepentingan sendiri. Di sinilah
terletak urgensi hukum waris Islam sehingga wajib
dipelajari dan diajarkan kepada yang lain.”

Terdapat setidaknya dua hal penting terkait dengan
ilmu kewarisan Islam, pertama bahwa ilmu kewarisan
Islam merupakan ilmu yang sangat penting dalam bidang
shari’at, karena mendapat perhatian yang sangat besar
baik dari pembuat shari’at sendiri Allah SWT maupun
dari Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai risalahn-
Nya. Perhatian yang sangat besar dari al-Shari’ terhadap
hukum  kewarisan Islam dapat terlihat dalam
penyampaian dan penetapan terhadap hukum kewarisan
Islam yang berbeda dengan penetapan hukum-hukum
yang lain, bahkan terhadap hukum tentang kewajiban
shalat, zakat, haji, puasa, dan sebagainya. Allah SWT
sebagai pembuat shari’at sendiri yang telah menetapkan
kadar dan bagian masing-masing ahli  waris,

» Rofiq, Figh Mawaris, 7.
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menshari’atkan secara global (kulli) hingga yang
terperinci (juz’i) berkaitan dengan pembagian warisan. la
tidak menyerahkan kepada Nabi atau Malaikat-Nya untuk
menentukan  bagian-bagian yang sesuai  dengan
kebutuhanseseorang.

Dalam sebuah ayat Allah berfirman:

BREHEE RO L ILNEL: i Bt T

(bapak-bapakmu dan anak-anakmu tiadalah yang

kamu ketahui siapakah di antara mereka yang lebih dekat
manfaatnya kepadamu)

Potongan ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah
sematalah yang mengetahui mana yang lebih bermanfaat
untuk anak-anak dan orang tua dalam hal pembagian
warisan. Karena itu Allah membaginya sendiri sesuai
dengan iradah-Nya.

Bagai gayung bersambut, nabi Muhammad sebagai
pengantar risalahNya juga mengilustrasikan urgensi
hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari agama.
Artinya jika seseorang menggunakan hukum kewarisan
Islam dalam membagi harta peninggalan, itu cerminan
dari keberagamaan seseorang.

Sumber Hukum Kewarisan Islam

Sistem hukum waris Islam pada dasarnya
melanjutkan dan sekaligus merombak sistem hukum
waris yang sudah dikenal oleh kebanyakan masyarakat
arab pada masa jahiliyah. Artinya, masyarakat arab
jahiliyah sudah mengenal sistem hukum waris, meskipun
belum formal dan tidak berdasarkan pada aturan yang
dapat memenuhi rasa keadilan. Sebagian kalangan
memandang bahwa sistem hukum waris jahiliyah sebagai
hukum yang berlandaskan hawa nafsu karena kekuatan
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fisik dan keharusan laki-laki dan dewasa menjadi tolok
ukur utamanya.*

Ketika Islam datang dengan membawa aturan baru
mengenai sistem hukum waris, mereka merasa terganggu.
Islam datang dengan merubah beberapa sistem hukum
yang sudah dipakai secara turun temurun. Salah satunya
dengan memberikan bagian kepada ahli waris kerabat
tanpa membedakan jenis kelamin, anak-anak ataupun
dewasa. Al-Qur’an menjelaskannya sebagai berikut:

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta
peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi
perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan
kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak
mg:{lurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. Al-Nisa’:
7)

Ayat di atas dipandang sebagai ayat pertama turun
mengenai hukum waris Islam. Kandungan ayat ini secara
mendasar merubah secara fundamental sistem waris
jahiliyah yang tidak memberikan bagian sama sekali
kepada kaum perempuan. Maka dengan turunnya ayat
tersebut berarti telah ditetapkan adanya bagian warisan

%0 Dja’far, “Kewarisan”, Ensiklopedi, 106. Lihat juga dalam, Rofig,
Figh Mawaris, 8.
3! Kementerian Agama, Al-Qur’an &Terjemahnya (Jakarta: PT.
Lentera Abadi, 2011), 78.
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yang dapat diterima oleh laki-laki maupun perempuan
tanpa terkecuali. Sifat “lemah” perempuan tidak dapat
menghalangi dirinya untuk memperoleh hak bagiannya.
Justru sebaliknya, karena perempuan punya sifat lemah,
maka ia seharusnya diprioritaskan untuk mendapatkan
hak bagian dari peninggalan orang tua dan kerabatnya.
Karena ia juga mempunyai hak untuk hidup dan
karenanya ia harus dipenuhi kebutuhanhidupnya.
Dalam ayat lain yang Iebih terperinci dijelaskan:

St IR TR (I (L O
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Artinya:  Allah  mensyari’atkan  (mewajibkan)
kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-
anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama
dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu
semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua,
maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja,
maka dia memperoleh setengah (harta yang
ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian
masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan,

G

zZ .
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jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia
(yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi
oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat
sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai
beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.
(pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi
wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar)
hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,
kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih
banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah.
Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. (QS.
al-Nisa’: 11)%

Pada dasarnya ayat di atas menjelaskan bagian anak-
anak, baik laki-laki maupun perempuan. Bagian seorang
anak laki-laki sama dengan dua kali bagian seorang anak
perempuan. Anak perempuan jika sendirian mendapat
bagian separuh harta, sedangkan jika lebih dari seorang,
maka bagian anak perempuan duapertiga.

Selanjutnya, QS. al-Nisa’: 11 di atas memaparkan
bagian bapak dan ibu dalam beberapa kondisi, yaitu
kondisi ada ahli waris anak atau tidak ada mereka, yang
berimplikasi pada ketentuan bagian yang diperoleh oleh
masing-masing bapak atau ibu.

Avyat terperinci lainnya berbicara tentang ketentuan
hak bagian harta waris yang disebabkan hubungan
perkawinan, yaitu:

S8 6 A5 &L u& } 5 V.<>-\j 95 G s 55{33
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Artinya: Dan bagianmu (suami-suami) adalah
seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu,
jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-
istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat
seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah
(dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah
dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat
harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai
anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri
memperolen seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau
(dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seorang
meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang
saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing
dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika
saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka
mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu,
setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan
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setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan
(kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah, Allah
Maha mengetahui, Maha Penyantun.(QS. al-Nisa’: 12)®

Ayat di atas menjelaskan hak-hak bagian suami
(duda) ketika istrinya meninggal dunia terlebih dahulu
dengan memperhatikan kondisi yang berbeda antara sang
istri meninggalkan anak dengan tidak meninggalkan anak.
Begitu pula sebaliknya, ayat tersebut menjelaskan hak
bagian istri (janda) jika suatu ketika ditinggal mati
suaminya  yang juga memperhatikan kondisi dan
keberadaan anak-anak yang ditinggalkan.

Lebih lanjut ayat al-Qur’a>n surat al-Nisa’: 12
tersebut juga menegaskan ketentuan kala>lah. Yaitu
seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang
meninggal dalam kondisi tidak mempunyai bapak dan
tidak ada anak. Namun mempunyai saudara laki atau
perempuan seibu. Maka masing-masing untuk saudara
bagian seperenam. Dan jika saudara laki-laki atau
perempuan lebih dari seorang, maka mereka bersama-
sama memperoleh bagian sepertiga harta tanpa
membedakan jenis kelamin.

Berkaitan dengan kala>lah juga dipertegas dengan
ayat selanjutnya yang merinci pembagian bagi saudara
laki-laki dan saudara perempuan sekandung, yaitu:

U3 4 o3 s 3 o) NS & Ak B B Gt
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Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang
kalalah), katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu
tentang kalalah, (yaitu) jika seorang mati dan dia tidak
mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan,
maka bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dari
harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-
laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia
tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu
dua orang, maka bagi keduanya duapertiga dari harta
yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri
dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka
bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua
saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini)
kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha
mengetahui segala sesuatu.”(QS. al-Nisa’: 176).%*

Ayat di atas menjelaskan mengenai kala>lah, dan
bagian saudara perempuan sekandung jika sendirian,
begitu juga bagian saudara baik laki-laki maupun
perempuan dengan pembagian 2 : 1 untuk seorang
perempuan. Beberapa ayat di atas, merupakan perincian
terhadap ketentuan bagian warisan kepada para ahli waris
yang berhak menerima.

Sumber hukum waris Islam selain merujuk langsung
kepada al-Qur’a>n juga terdapat dalam beberapa hadith
nabi baik dalam bentuknya yang masih umum (global)

% 1bid., 106.
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maupun yang secara terperinci. Hadith dalam bentuknya
yang masih global tersebut antara lain adalah:
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin
Isma’il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah
menceritakan kepada kami Ibn Thawus dari ayahnya dari
Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW. bersabda: "Berikanlah
fara>id} (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada
yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki

dari keturunan laki-laki yang terdekat.” (HR. Bukhari dan
Muslim)

Hadi>th di atas menjelaskan mengenai kewarisan
anak baik laki-laki maupun perempuan, sebagai bentuk
penjelas dari al-Qur’a>n yang belum secara rinci
memberikan bagian kepada anak laki-laki. Juga diketahui
bahwa anak laki-laki berposisi sebagai penerima sisa
harta waris (‘asjabah). Mengenai perolehan anak
perempuan berpindah dari bagian yang telah ditentukan
(al-Furu>d al-Mugaddarah) menjadi memperoleh bagian
sisa (‘asjabah) jika bersama dengan anak laki-laki
dengan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan
2 : 1 setelah sebelumnya diberikan bagian-bagian tertentu

% Abi> Abd Allah Muhammad ibn Isma>i>| al-Bukha>ry>,
S}ah}i>h al-Bukha>ry>, Juz IV (Kairo: Da>r wa Mat}ba’ah al-
Sha’bi>, t.th.), 181.

26



kepada ahli waris lain yang menyertainya, misalnya
bapak atau ibu dan sebagainya.
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr
bin Abu Shaibah dan Ali bin Muhammad, keduanya
berkata: telah menceritakan kepada kami Waki’ dari
Sufyan dari Abdurrahman bin al-Harith bin ‘Ayyasi bin
Abu Rabi’ah al-Zuraqqi dari Hakim bin Hakim bin
Abbad bin Huneif al-Ansari dari Abu Umamah bin Sahl
bin Huneif, seseorang melempar seorang laki-laki lain

% Ahmad ibn ‘Ali> ibn Hajr al-Asqala>ni>, Fath al-Ba>ri> bi
Sharh S}ah}i>h al-Bukha>ry>, Juz XII (Riya>d}: Maktabah al-
Mulk Faha>d al-Wat}ani>, 2001), 12.
%7 Ibn Ma>jah, Sunan lbn Ma=>jah Juz 11, 905.
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dengan panahnya hingga membunuhnya, laki-laki ini
tidak mempunyai ahli waris kecuali saudara laki-laki
ibunya (paman), kemudian Abu ‘Ubaidah mengirim surat
kepada Umar, dan Umar membalasnya bahwa Rasulllah
SAW bersabda: “Allah dan Rasulnya adalah wali bagi
mereka yang tidak punya wali, dan saudara laki-laki ibu
(paman) menjadi ahli waris bagi yang tidak ada ahli
warisnya.”(HR. Ibn Majah)

Hadith di atas dipandang sebagai hadith S}ah}i=>h.
Kandungannya berisi tentang kewarisan dhawi> al-
arha>m. Yaitu para kerabat yang tidak termasuk dalam
ahli waris penerima sisa dan penerima bagian tertentu
berjumlah 12 rumpun.®®* Kelompok kerabat ini adalah
mereka yang berhak memperoleh warisan jika dalam
kelompok kerabat penerima furu>d} al-mugaddarah dan
penerima sisa tidak ada seorangpun yang tersisa
mespkipun di sana masih terdapat suami atau istri.
Meskipun demikian ada di antara para ulama yang
berpendapat bahwa dhawi> al-arha>m tidak berhak
menerima harta waris meskipun kelompok ahli waris lain
tidak ada sama sakali, bahkan kalaupun ada kelebihan
harta, menurut pendapat ulama ini diberikan kepada bait
al-ma>I dan bukan kepada dhawi> al-arha>m, ulama ini

%8 1) Cucu laki-laki garis perempuan, 2) Ponaan laki-laki garis
perempuan, 3) ponaan perempuan dari garis laki-laki dan
perempuan, 4) Anak laki-laki saudara seibu, 5)kakek dari garis Ibu,
6) anak perempuan paman, 7) paman seibu, 8) saudara perempuan
bapak, 9)saudara laki-laki I1bu, 10) saudara perempuan ibu, 11)
Nenek dari pihak kakek, dan 12) semua keturunan ahli waris di atas
dan seterusnya ke atas. Lihat dalam Ahmad al-‘Adawy>, Ihda>" al-
Diba>jah bi Sharh Sunan Ibn Ma>jah (Kairo: Maktabah Da>r al-
Yaqi>n, t.th.), 23.
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antara lain Zaid Ibn Tsabit dari kalangan sahabat, yang
diikuti oleh Imam Malik, al-Auza’i, al-Shafi’i dan
sebagainya.*

Adapun beberapa hadith yang secara khusus telah
memerinci ketentuan bagian bagi masing-masing ahli
waris antara sebagai berikut:

-
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% Ibid.
0 Abu> “Isa> al-Tirmi>zy>, al-Ja>mi 'u al-S}ah}i>h Juz IV (Kairo:
Must}afa> al-Ba>bi>y, 1938), 414.
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami ‘Abad bin
Humaid; telah menceritakan kepadaku Zakariya bin ‘Adi;
telah mengabarkan kepada kami ‘Ubaidullah bin ‘Amr
dari Abdullah bin Muhammad bin ‘Aqil dari Jabir bin
Abdullah RA, dia berkata: Janda (dari Sa'ad RA) datang
kepada Rasulullah SAW bersama dua orang anak
perempuannya. Lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, ini
dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah syahid pada
Perang Uhud. Paman mereka mengambil semua harta
peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa
untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta."
Nabi SAW bersabda: "Allah akan menetapkan hukum
dalam kejadian ini." Kemudian turun ayat-ayat tentang
warisan. Nabi SAW memanggil si paman dan berkata:
"Berikan duapertiga untuk dua orang anak Sa'ad,
seperdelapan untuk istri Sa'ad, dan selebihnya ambil
untukmu.” (HR. Turmidzi)
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin
Muhammad; telah menceritakan kepada kami Waki’,
telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Qais
al-Audi dari al-Huzail bin Surahbil RA, ia berkata:
“Seorang laki-laki datang menemui Abu Musa al-Asy’ari
dan Salman bin Rabi’ah al-Bahili lalu ia bertanya pada
keduanya mengenai harta warisan untuk seorang anak
perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan
sekandung?”’, Keduanya menjawab; " anak perempuan
mendapat setengah, dan sisanya untuk saudara perempuan
si mayit. Temuilah lbnu Mas'ud RA, lalu bertanya dan
memberitahukan yang dikatakan oleh kedua orang
tersebut. Abdullah berkata: aku telah sesat jika demikian,
aku bukan termasuk orang-orang yang mendapat
petunjuk, tetapi aku menetapkan hukum sesuai dengan
yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu: Anak
perempuan mendapat setengah, cucu perempuan
mendapat seperenam menyempurnakan pembagian
duapertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan Si
mayit." (HR. Ibnu Majah)
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*! Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah Juz I, 909.
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-Hasan
bin ‘Arafah; telah menceritakan kepada kami Yazid bin
Harun dari Hammam bin Yahya dari Qatadah dari al-
Hasan dari ‘Imran Hushein dia berkata: “seorang laki-laki
datang kepada Nabi SAW dan berkata: “sesungguhnya
anakku mati, berapakah bagianku dari harta warisannya?
Nabi menjawab: “Kamu mendapat seperenam”. Tatkala
dia pergi membelakangi, beliau bersabda lagi: Dan kamu
juga mendapatkan seperenam yang lain. Dan ketika dia
pergi membelakangi, Nabi berkata lagi: Sesungguhnya
seperenam yg lainnya merupakan rizki tambahan
untukmu (karena sedikitnya as}h}a>b al- furu>d}).(HR.
Al-Turmuzi)

Hadith di atas dipandang sebagai hadith yang
berkualitas h}asan s}ah}i>h, secara umum menjelaskan
kewarisan seorang kakek. Jika tidak ada bapak, kakek
memperoleh bagian seperenam. Namun di kalangan para
sahabat berkaitan dengan kedudukan kakek apakah
menempati kedudukan bapak atau tidak terjadi perbedaan
pendapat sebagaimana cucu menempati posisi anak jika ia
tidak ada. Sebagian berpendapat bahwa kakek menempati
posisi bapak jika cucunya meninggal, posisi tersebut

2 al-Tirmi>zy>, al-Ja>mi’ al-S}ah}i=>h Juz IV, 415.
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dalam perolehan sebagai seorang bapak maupun posisi
sebagai penghalang bagi ahli waris lain seperti saudara
bapak dan sebagainya. Pendapat sahabat yang lain bahwa
kakek tidak bisa menempati posisi bapak seperti cucu
menempati posisi anak dan dapat menghijab yang lainnya
termasuk anak perempuannya.®
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-
Anshari; telah menceritakan kepada kami Ma’an; telah
menceritakan kepada kami Malik bin Shihab dari ‘Usman

*% |bn al-Arabi> al-Maliki>, ‘Arid}ah al-Ahwa>dhi> bi Sharh}
S}ah}i=>h al-Tirmi>zi> (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Timiyyah, t.th.),
250-251.
* Ibid., 320.
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bin Ishaq bin Kharasyah dari Qabishah bin Dzu’ib ia
berkata: Seorang nenek mendatangi Abu Bakar untuk
bertanya mengenai bagiannya dalam harta warisan dari
cucunya, Abu Bakar menjawab: “bagianmu tidak
disebutkan di dalam al-Qur’an sedikitpun, dan tidak pula
di dalam sunnah Rasulullah SAW, pulanglah dulu, nanti
saya akan bertanya kepada orang lain terlebih dahulu
tentang hal ini”. Mughirah bin Syu’bah berkata: “saya
pernah menghadiri Nabi memberikan hak nenek
seperenam”. Abu Bakar berkata: “Apakah ada orang lain
selain kamu yang menyaksikannya”. Muhammad Bin
Maslamah berdiri dan berkata seperti yang dikatakan
Mughirah. Maka Abu Bakar akhirnya memberikan hak
warisan untuk nenek itu”. (HR. Al-Turmuzi)
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-
Humaidi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah
menceritakan kepada al-Zuhri, mengatakan: “telah
mengabarkan kepadaku Amir bin Sa’ad bin bin Abi
Wagas dari ayahnya mengatakan: “Aku pernah sakit
parah di Makkah, sehingga rasanya berada di ujung
kematian. Kemudian Rasulullah SAW menjengukku.
Maka saya bertanya: “wahai Rasulullah SAW, saya
memiliki harta yang melimpah ruah, dan tidak ada yang
mewarisiku selain anak perempuanku, bagaimana kalau
aku sedekahkan duapertiganya?.” Nabi menjawab:
“Jangan”. Saya bertanya lagi: Bagaimana kalau
separuhnya ya Rasulullah?”. Nabi menjawab: “jangan”.
Saya bertanya lagi: bagaimana kalau sepertiga? Nabi
menjawab: “sepertiga itu banyak. Sesungguhnya bila
kamu meninggalkan anakmu berkecukupan lebih baik
bagimu dari meninggalkan mereka dengan kondisi papa,
sehingga meminta-minta kepada orang lain”. Dan sekali-
kali tidaklah engkau memberi nafkah melainkan kamu
diberi pahala sampai berupa suapan yang engkau angkat
ke dalam mulut istrimu”. (HR. Bukhari)

Sumber lain hukum waris Islam setelah al-Qur’a>n
dan al-Sunnah adalah pendapat sahabat (Qaul al-
S}ah}a>bi>). Karena mereka adalah orang-orang yang
paling paham mengenai hukum Islam termasuk hukum

** al-Bukha>ry>, S}ah}ih al-Bukhary> Juz IV, 178.
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pembagian harta waris. Salah satu sahabat yang secara
khusus disebut sebagai sahabat yang paling mengerti
mengenai hukum waris adalah sahabat Zaid bin Thabit.
Namun demikian bukan berarti sahabat yang lain tidak
memahami persoalan hukum waris sama sekali. Dalam
satu riwayat disebutkan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib
RA, Abdullah Bin Mas’ud, Abu Bakr al-Shiddig, Umar
ibn al-Khattab, juga kalangan sahabat yang terjun
langsung di masyarakat mengenai pembagian harta waris,
sebagaimana termaktub dalam beberapa sumber pada
hadith di atas.*

Kegiatan para sahabat dalam menyelesaikan
berbagai problem kewarisan yang berkembang di
masyarakat pada masa kekhalifahan masing-masing
dikenal dengan istilah pendapat sahabat (gaul al-
s}ah}abi>). Jika metode penyelesaian warisan tidak
memungkinkan dilakukan sesuai dengan ketentuan al-
Qur’a>n dan Hadi>th Nabi secara mutlak, pendapat
sahabat tersebut bisa menjadi alternatif hujjah untuk
penyelesaian kasus pembagian harta waris.

Beberapa pendapat sahabat Nabi yang sempat
dipublikasikan sampai saat ini antara lain adalah bahwa
Umar ibn al-Khatta>b pernah menetapkan suatu kasus
kewarisan dalam hal bertemunya saudara laki-laki atau
saudara perempuan seibu dengan saudara laki-laki dan
perempuan sekandung dalam satu kasus warisan. Bagian
saudara laki-laki dan bagian saudara perempuan
sekandung memperoleh bagian sisa (‘asfabah). Oleh
karena bagian sisa, maka kemungkinan harta akan
terbagi habis oleh bagian saudara atau saudari seibu,

“ |ihat dalam Ahmad Mahmu>d al-Sha>fi’e>, Ahka>m al-
Mawa>ri>th (Beiru>t: al-Da>r al-Ja>mi’iyyah, t.th.),17-19.
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sehingga saudara/i sekandung tidak memperoleh bagian
sama sekali. Kasus seperti ini dikenal dengan
musha>rakah atau mushtarikah.*’

Maka dalam kasus seperti ini Umar ibn al-Khatta>b
menetapkan pembagian di antara saudara seibu dan
saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan
dengan jalan berbagi sama di antara mereka dalam bagian
sepertiga tanpa membedakan jenis kelamin. Alasannya
antara saudara/i seibu dan saudara/i sekandung, sama-
sama berasal dari ibu yang sama, sehingga tidak boleh
saling menutupi satu sama lain. Kasus penyelesaian
seperti ini dikenal dalam istilah figh dengan
‘umariyatain.®®

Begitu juga ada beberapa pendapat dari sahabat Ali
dan Zaid Bin Thabit mengenai bagian kakek jika bersama
dengan saudara-saudara sekandung atau sebapak.
Terdapat pula kesepakatan sahabat (ijma’ sahabat)
mengenai kewarisan kakek jika tidak ada ayah, atau cucu
jika tidak ada anak, serta saudara perempuan sebapak jika

4" Muhammad Abu> Zahrah, Ahka>m al-Tarika>t wa al-
Mawa>ri>th (Kairo: Da>r al-Fikr al-°Araby>, 1963), 124.,
Bandingkan dengan Rofig, Figh Mawaris, 132.
8 Masalah Mushtarikah, atau musha>rakah, atau disebut juga
dengan h}ajariyyatain, yang dinisbahkan kepada perkataan mereka
hab aba>na> haja>ran fi> al-yamm, ‘umariyyatain dinisbahkan
kepada inisiatornya, yaitu umar, atau h}ima>riyyatain dinisbahkan
kepada perkataan mereka “hab aba>na> hima>ran”, adalah
memberikan bagian saudara sekandung secara bersama-sama dengan
saudara seibu dalam bagian sepertiga tanpa membedakan jenis
kelamin, setelah sebelumnya sempat ditolak oleh umar. lihat dalam
al-Zuhaili, al-Figh al-Isla>mi>, 312.
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tidak ada ayah.”* Semua penjelasan di atas menunjukkan
betapa perhatian para sahabat terhadap hukum waris
Islam sangat besar.

E. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya adalah
hukum Allah SWT yang diturunkan untuk kepentingan
umat manusia. Sumber utamanya adalah al-Qur’an dan
disempurnakan dengan sunnah Nabi dan ijtihad para
ulama’. Oleh karena hukum kewarisan merupakan hukum
Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka
hukum tersebut dalam hal-hal tertentu memiliki asas-asas
yang berbeda dengan hukum buatan manusia, di samping
juga ada asas yang senyatanya sama dengan hukum
buatan manusia.

Jika dilihat dengan meminjam istilah Coulson,*
yang membagi hukum menjadi dua bagian, yaitu ada
hukum Tuhan dan ada hukum manusia, maka hukum
kewarisan Islam ada yang murni hukum Tuhan dan ada
juga yang hukum manusia, karena pada hakikatnya,
hukum tersebut yang sampai kepada kita hari ini sudah
merupakan penyempurnaan berdasarkan sosio-ekonomi
masyarakat dari zaman nabi Muhammad sampai
sekarang.

Karena itu, asas-asas dalam hukum kewarisan Islam
berbeda dengan hukum waris manusia yang sekaligus
menjadi karakteristik tersendiri bagi posisinya sebagai
hukum Tuhan, namun pada sisi yang lain asas-asasnya

* Untuk masalah kewarisan kakek bersama saudara, lihat
selengkapnya dalam Dja’far, “Kewarisan”, Ensiklopedi, 118., lihat
juga dalam Rofiq, Figh Mawaris, 138.
*% Noel J. Coulson, Conflicts and Tension in Islam Jurisprudence
(Chicago: The University of Chicago Press, 1969), 3
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juga menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam
memang  sebagian  sudah  mengalami proses
penyempurnaan sesuai  kondisi masyarakat yang
menggunakannya.
1. Asas ijba>ri>
ljba>ri> secara etimologi berarti kewajiban
(compulsory),” atau sesuatu yang diwajibkan dapat
juga berarti pemaksaan, keharusan, dan kewajiban.
Dalam lapangan kewarisan, kata ijbari menjadi
suatu istilah bahwa ketika ada seseorang meninggal
dan meninggalkan harta atau semacamnya, maka
sebagai akibat dari kematiannya tersebut harta yang
dimiliki almarhum secara otomatis dan memaksa
harus beralih kepada generasi selanjutnya atau yang
termasuk dalam daftar ahli warisnya. Seorang yang
meninggal tidak mempunyai kekuasaan lagi terhadap
hartanya kecuali 1/3. Dengan bahasa lain, bahwa
pemilik harta yang sudah meninggal dunia tidak
berhak lagi untuk tidak mendistribusikan hartanya
kepada orang lain, begitu juga bagi ahli warisnya.
Dengan adanya asas ijba>ri> dalam hukum
kewarisan Islam, memiliki arti bahwa hukum itu
secara memaksa wajib dilaksanakan sesuai apa
adanya, asas ijba>ri> mengindikasikan tidak adanya
kuasa pemilik harta (al-marhum) maupun ahli waris
untuk tidak menjalankan pembagian harta waris
sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam

5! Lihat Munir Baalbaki dan Rohi Baalbaki, al-Mawrid al-Waseet
Concise Dictionary, (Beirut: Dar al-1Im li al-Malayin, 2008), 27
52 Bandingkan dengan Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhar,
Kamus Krabyak al-Asri Araby-Indonesi, (Krabyak: Multi Karya
Grafika, 2003), 25
*¥ Muhammad Abu Zahrah, Ahkam al-Tarikat., 207
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hukum  kewarisan Islam, baik pelaksanaan,
perhitungan, maupun bagian-bagian yang harus
diterima ahli waris. Ini berbeda dengan hukum waris
adat maupun kewarisan menurut hukum perdata,
yang masih memberikan kewenangan penuh kepada
pemilik harta maupun kepada ahli waris untuk
membagi hartanya sesuai dengan keinginan dan cara
yang dikehendakinya. Kepada siapa pemilik harta
mau memberikan hartanya yang dianggap pantas
menerima, dan berapa bagian untuknya itu dalam
hukum tersebut masih dimungkinkan, karena itu
hukum manusia.

Dari sisi ahli waris, adanya asas ijba>ri> ini
memberikan jaminan kepastian bahwa setelah
pemilik harta meninggal, ahli warisnya secara
otomatis akan menerima bagian. Karena itu, ahli
waris tidak perlu meminta kepada pemilik harta untuk
melakukan pembagian warisan sebelum ia meninggal,
atau melakukan upaya-upaya yang tidak benar untuk
dapat memperoleh bagiannya. Dengan asas ijba>ri>
juga ahli waris berhak menolak atau menerima
bagiannya, misalnya ketika ia menerima bagian harta
akan mengakibatkan ia harus membayar hutang-
hutang al-marhum. Dalam hukum Islam kewajiban
membayar hutang tidak dibebankan kepada ahli
waris, namun ahli waris hanya berkewajiban
membantu untuk membayarnya kalau ia mempunyai
kemampuan. Terkait dengan perolehan ahli waris,
Allah SWT berfirman:



Artinya: “Untuk laki-laki ada bagian dari
peninggalan ibu bapak dan karib-karib yang terdekat,
dan untuk perempuan-perempuan ada bagian pula dari
peninggalan ibu bapak dan karib yang terdekat, baik
sedikit maupun banyak sebagaimana yang telah
ditetapkan.

Ayat di atas menegaskan bahwa ahli waris laki-
laki maupun ahli waris perempuan sama-sama
mendapat bagian dari harta peninggalan yang
ditinggalkan oleh salah satu orang tua atau kerabat
terdekat seperti saudara, bagian-bagian tersebut tidak
melihat kuantitasnya, apakah banyak jumlahnya atau
pun sedikit, tergantung kondisi peninggalannya.
Dengan berpedoman pada ayat tersebut maka setiap
orang Yyang ditinggalkan oleh orang tuanya atau
sebaliknya, atau kerabat terdekatnya secara otomatis
memperoleh bagian jika ia meninggalkan harta baik
sedikit maupun banyak.

Artinya bahwa dengan mengamalkan asas ijbari
dalam menentukan siapa saja yang berhak
menerimanya sudah tidak perlu dipikirkan lagi,
karena siapa saja yang memperoleh bagian dan yang
tidak memperoleh bagian sudah dijelaskan secara
rinci oleh ketentuan hukum kewarisan Islam. tidak
ada seorang pun yang bisa memasukkan seseorang
yang memang tidak berhak ke dalam daftar ahli waris,
dan begitu juga sebaliknya, tidak bisa ahli waris yang
berhak untuk dihapus dari daftar ahli waris, kecuali
karena ketentuan lain.

Bagi pemilik harta (al-marhum), sifat memaksa
(ijba>ri>) hukum kewarisan Islam dapat dipahami
bahwa ia tidak bisa berbuat banyak terhadap hartanya
meskipun dia belum meninggal dunia. Semua yang
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berkaitan dengan harta yang dimilikinya berhubungan
dengan ketentuan hukum Allah SWT. la tidak dapat
merencanakan hartanya bahwa ketika dia harus
meninggal dunia, harta yang dimiliki harus dibagi
atau tidak, diberikan kepada siapa saja, dan
sebagainya, itu tidak perlu dilakukan, karena setelah
ia meninggal akan otomatis dan terpaksa harus
menerima Kketentuan aturan hukum Allah, vyaitu
membagi sesuai ketentuan yang sudah ada.

Proses beralihnya harta dari pemilik sebelumnya
kepada ahli waris juga menganut asas ijba>ri>, yaitu
beralih dengan sendirinya sesuai ketentuan hukum
Allah, tidak perlu ada seseorang yang mengupayakan
agar harta tersebut beralih kepemilikannya, tapi
hukumlah yang sudah mengatur, sehingga tidak perlu
diupayakan.

Begitu juga dengan kadar bagian untuk masing-
masing ahli waris. Terlihat jelas bahwa hukum
kewarisan Islam sudah merinci dengan sangat
terperinci bahwa bagian-bagian itu sudah ditentukan
sebagaimana dikenal dengan al-furu>d} al-
mugaddarah. Bagian-bagian yang sudah ditentukan
dalam pelaksanaannya bersifat memaksa (ijba>ri>).
Tidak ada seorangpun yang bisa merubah bagian-
bagian yang sudah ditentukan tersebut, baik untuk
menambah atau mengurangi dari ketentuan yang
sudah ada. Al-Qur’an Surat al-Nisa’: ayat 11, 12 dan
176 merinci bagian-bagian yang sudah diditentukan
tersebut untuk masing-masing ahli waris terdekat.

Dalam ayat tersebut disebutkan bagian-bagian
yang sudah ditetapkan antara lain misalnya bagian 2
untuk seorang anak perempuan, bagian 1/3 untuk ibu,
Y4 untuk suami/istri, bagian 1/6 untuk ibu jika
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meninggalkan anak, dan sebagainya. Angka-angka
pecahan untuk bagian-bagian ahli waris sudah
ketentuan dari Allah yang pelaksanaannya tidak dapat
ditawar-tawar lagi, bagian-bagian tersebut bersifat
memaksa untuk dilaksanakan.

Asas bilateral

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)
disebutkan bahwa bilateral berarti prinsip keturunan
yang memperhitungkan hubungan kekerabatan baik
melalui pria maupun wanita secara serentak. Dalam
hal pembagian warisan, asas bilateral dimaknai
sebagai proses peralihan harta peninggalan melalui
dua jalur, yaitu melalui jalur keturunan laki-laki dan
jalur Kketurunan perempuan. Artinya bahwa setiap
individu dapat menerima bagian warisan dari kedua
jalur kekerabatan, yaitu garis keturunan kerabat
bapak dan dari garis keturunan kerabat ibu.

Ini berbeda dengan sistem kewarisan yang
berlaku pada masa jahiliyah (pra Islam) di mana tidak
memberikan bagian kewarisan kepada ahli waris
perempuan meskipun perempuan juga bisa diwarisi
hartanya karena dianggap lemah. Hukum kewarisan
Islam manganut asas bilateral karena memberikan
bagian kepada kedua jalur kerabat baik kerabat laki-
laki maupun perempuan. ayat yang pertama kali turun
terkait dengan kewarisan salah satunya mengandung
unsur bilateral, yaitu li al-Rija>l nas}i>b (untuk laki-
laki ada bagian) dan li al-Nisa>" nas}i>b (untuk
perempuan-perempuan ada bagian) sebagaimana pada
surat al-Nisa’: 07.

Di samping ayat di atas, juga bisa dibaca pada
ayat 11, 12, 176 pada surat yang sama. Ayat-ayat
tersebut secara terang benderang menjelaskan bahwa
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seorang laki-laki dapat menerima bagian dari
peninggalan kedua orang tuanya, baik dari bapaknya
maupun dari orang tua perempuannya, sebagaimana
laki-laki, seorang  perempuan juga berhak
mendapatkan bagian dari peninggalan kedua orang
tuanya.

Harta waris juga diberikan kepada orang yang
secara hubungan keluarga lebih dekat dengan pewaris
tanpa membedakan jenis kelamin dan tingkatan umur,
laki-laki dan perempuan, masih anak-anak maupun
sudah dewasa. Orang yang paling dekat dengan
pewarislah yang akan menerima bagian lebih banyak,
dalam hal ini adalah anak-anak pewaris.

Dalam surat al-Nisa’: 11 setidaknya ada dua
pernyataan yang menggambarkan bahwa kewarisan
Islam menganut asas bilateral, yaitu li al-Zakar mislu
hadd al-unthayain, potongan ayat tersebut
menjelaskan bahwa anak laki-laki maupun anak
perempuan sama-sama mendapatkan bagian dari
harta peninggalan dengan perbandingan seorang anak
laki-laki mendapatkan dua kali bagian yang
didapatkan anak perempuan. begitu juga ada kalimat
li abawaihi likulli wa=>hid minhuma> al-sudus, untuk
dua ibu-bapak masing-masing mendapat bagian
seperenam dari total peninggalan anak-anaknya, baik
anak yang meninggal laki-laki maupun anak
perempuan.

Pada ayat 12 dalam surat yang sama ada beberapa
penjelasan terkait asas bilateral ini, yaitu suami
(duda) atau Istri (janda) yang ditinggal mati duluan
olen salah satunya mendapat bagian dari harta
peninggalan salah satu pasangannya. Begitu juga jika
ada seorang laki-laki meninggal dan tidak ada ahli
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waris langsung (kala>lah)*maka dan dia hanya
memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan
seibu sekalipun, maka saudara-saudara yang laki-laki
maupun Yyang perempuan seibu tersebut juga
mempunyai hak untuk mendapatkan bagian. Begitu
juga pada ayat 176 yang berbicara lebih lanjut
mengenai laki-laki atau perempuan yang tidak
mempunyai ahli waris baik ahli waris asal maupun
ahli waris furu’, dan mempunyai saudara laki dan
perempuan sekandung, mereka berhak mendapatkan
harta peninggalannya.
Asas individual

Hukum kewarisan Islam juga menganut asas
individual. Artinya bahwa masing-masing ahli waris
yang mendapat bagian harta peninggalan pewaris
berhak dan berkuasa penuh atas harta secara
individual tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.
Ketika seorang ahli waris menerima bagian warisan
dari pewaris, maka seketika itu pula ia secara pribadi
berhak atas penguasaan hartanya. la berhak
melakukan atau tidak melakukan apa saja terhadap
harta warisan yang diterima, terkecuali ahli waris
yang masih anak-anak dan belum mampu untuk
mengemban kewajiban atas pengelolaan hartanya,
maka lebih baik tidak diberikan secara penuh
pengelolaannya, meskipun secara hak, ia secara

% Kalalah adalah seseorang yang meninggal dunia dan tidak
mempunyai kerabat terdekat baik orang tua(asal) maupun
anak(furu’), sebagian berpendapat seseorang yang tidak
meninggalkan keturunan saja meskipun ada orang tuanya. Lihat
dalam Muhammad Ali al-Shabuni, al-Mawarith fi al-Shari’ah al-
Islamiyyah Ala daui al-Kitab wa al-Sunnah, (Kairo: Dar al-Hadith,

t.th.)28
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pribadi memiliki otoritas penuh atas penguasaan
hartanya.

Sebagaimana difirmankan dalam al-Qur’an surat
al-Nisa’: 05:

PRl U 05T A das g IS SlEatd 1T s
Gypas V35 28 1155 1402875 e

Artinya: “Janganlah kamu berikan harta orang-
orang safih (bodoh) kepadanya sedang Allah
menjadikan kamu untuk memeliharanya dan berikan
belanja dan pakaian untuk mereka dari harta tersebut,
serta katakanlah kepada mereka perkataan yang
baik.(QS. al-Nisa’: 05)

Orang safih atau bodoh yang dimaksud pada ayat
tersebut adalah anak-anak yang masih belum
sempurna akalnya untuk mengelola sejumlah harta.
Pengaturan dan pemeliharaan harta menjadi
tanggungjawab orang-orang terdekat yang sanggup
mengelolanya dengan tetap membelanjakan harta
tersebut untuk kebutuhanpemiliknya.

Hukum kewarisan Islam adalah satu-satunya
hukum Allah yang kondisinya sangat terperinci baik
tentang ahli waris, bagian-bagian yang harus diterima
ahli waris, semuanya sudah ditentukan oleh Allah
SWT. Itu semua menunjukkan bahwa ada sisi
pengawasan dan pemeliharaan terhadap hak-hak
individu dalam keluarga dalam hal pembagian harta
peninggalan.

4. Asas proporsional

Kehadiran hukum Islam salah satu misinya
adalah menegakkan keadilan dalam semua lini
kehidupan masyarakat. Hukum kewarisan Islam
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lingkup kajiannya mengatur urusan harta peninggalan
seseorang yang meninggal dunia. Hukum ini di
samping mangandung nilai-nilai privasi dalam
kepemilikan harta juga menjamin rasa keadilan atas
pemeroleh harta peninggalan bagi masing-masing
ahli waris.

Keadilan yang dibangun dalam pelaksanaan
hukum kewarisan Islam adalah keadilan yang
proporsional. Artinya harta peninggalan dibagi sesuai
kadar kebutuhanmasing-masing ahli waris. Hal itu
dapat dilihat antara lain mengenai ahli waris yang
lebih berhak menerima bagian adalah kerabat
keluarga yang lebih dekat dengan pewaris. Dalam hal
ini bisa dilihat bahwa ahli waris yang menempati
posisi terdepan adalah anak-anak pewaris, baik anak
laki-laki maupun anak perempuan. Ini menunjukkan
bahwa hukum kewarisan Islam berpijak pada pola
pembagian harta yang mengedepankan sisi keadilan
dan proporsional dalam menjaga hubungan
kekeluargaan. Tentunya, setiap manusia yang hidup
di dunia ini, bekerja dan mengerahkan segala
usahanya untuk mendapatkan harta kekayaan tidak
lain adalah untuk memenuhi kebutuhananak cucunya,
baik pada waktu ia masih hidup maupun sesudah
meninggal nanti.

Baru setelah hak anak-anak terpenuhi, maka ahli
waris lapis kedua yang berhak menerimanya, yaitu
kedua orang tuanya, dan begitu selanjutnya. Dalam
hal kadar bagian yang akan diterima oleh ahli waris,
terlihat sisi proporsionalitas yang sangat tinggi. Anak
sebagai ahli waris lapis pertama mendapat bagian
yang lebih banyak dari ahli waris lainnya. Bahkan
kadar bagian kedua orang tua ibu dan bapak masih
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bergantung kepada keberadaan anak. Dalam hukum
kewarisan Islam keberadaan anak sangat menentukan
pemerolehan ahli waris lainnya seperti bapak dan Ibu
serta saudara, bahkan keberadaan anak dalam daftar
ahli waris bisa menghalangi ahli waris lain yang lebih
jauh, misalnya saudara.

Asas proporsional juga terlihat dalam besaran
perolehan harta peninggalan. Misalnya ahli waris
anak-anak mendapat bagian lebih besar dari ahli
waris kelompok ibu-bapak, meskipun sebenarnya
kedua orang tua termasuk pemilik bagi anak-anak
termasuk hartanya seperti dalam hadith nabi anta wa
ma>luka li abi>ka (kamu dan hartamu adalah milik
orang tuamu). Namun Kkarena kebutuhananak-anak
lebih besar, dan harus menyongsong masa depan,
baik dari aspek pendidikan, kehidupan sosial, dan
sebagainya, dan pembuat hukum tahu akan hal
tersebut maka hukum kewarisan Islam memberikan
bagian lebih besar kepada kelompok ahli waris anak
cucu dari pada kelompok ahli waris bapak-ibu. Itulah
bentuk keadilan hukum Tuhan vyang sangat
proporsional.

Begitu juga bagian yang tidak sama diperoleh
oleh sesama ahli waris anak-anak, yaitu ahli waris
laki-laki memperoleh bagian lebih besar dari pada
anak-anak perempuan. Hal tersebut juga karena
melihat sisi  kebutuhanmasing-masing individu,
dimana secara kodrat seorang laki-laki lebih berhak
untuk mencukupi kebutuhanperempuan. Laki-laki
wajib menafkahi keluarganya, wajib memberikan
mahar kepada calon istrinya, laki-laki juga sebagai
bapak yang harus mencukupi kebutuhananak-
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anaknya.”” Sementara perempuan tidak demikian,
secara fitrah, perempuan berhak dipenuhi semua
kebutuhanhidupnya oleh suaminya.

5. Asas sebab adanya kematian

Hukum kewarisan Islam akan berlaku jika ada
seseorang yang mempunyai harta meninggal dunia.
Artinya tidak akan ada yang namanya kewarisan jika
tidak didahului dengan kematian seseorang. Berbeda
dengan sistem kewarisan dalam hukum perdata dan
hukum adat yang menempatkan wasiat sebagai salah
satu cara pengalihan harta dalam kewarisan, hukum
Islam mensyaratkan pewaris sudah meninggal dunia
terlebih dahulu baru hartanya diwarisi.

Kematian  seseorang  berimplikasi  kepada
hilangnya hak atas penguasaan terhadap harta yang ia
miliki kecuali hanya sepertiga dari total harta, di
mana bisa diberikan sebagai harta wasiat jika pewaris
berwasiat sebelum meninggal dunia, itupun dalam
hukum Islam tidak diperbolehkan berwasiat kepada
ahli waris. Sebagaimana dijelaskan oleh hadith nabi:
&l ) daagY tidak berlaku hukum wasiat untuk para
ahli waris, ini menandakan bahwa pemberian dan
pengalihan harta seseorang yang masih hidup kepada
orang lain tidak termasuk dalam lingkup pembahasan
kewarisan. Kalau pemberian dan pengalihan
dilakukan semasa masih hidup dan langsung
dilakukan pemindahan hak selagi masih sama-sama
hidup antara yang memberi dan yang menerima,
dalam hukum Islam dikenal sebagai pemberian secara
hibah.

> Lihat al-Shabuni, al-Mawa>ri>th., bandingkan dengan Abu
Zahrah, ahka>m al-Tarika>t., 210.
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Sementara pemberian harta melalui pesan yang
dilakukan semasa pemiliknya masih hidup atau
menjelang kematiannya dan pemindahan hak
miliknya dilakukan setelah meninggalnya pemilik
harta dikenal dengan wasiat.
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BAGIAN I

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM
KEWARISAN ISLAM

Sejarah telah mencatat bahwa perihal kewarisan bukanlah
perkara baru dalam kehidupan umat manusia. Hukum
kewarisan dalam berbagai bentuknya senantiasa mengiringi
peradaban umat manusia dari masa ke masa. Hal tersebut
karena kewarisan berhubungan erat dengan siapa yang mampu
mewujudkan sistem hukum kewarisan karena
membutuhkannya. Tidak lain adalah umat manusia, satu-
satunya makhluk Allah yang ada di muka bumi yang diberi
kewenangan untuk mengatur dan mengelola bumi serta
memakmurkannya. Sebagaimana Firman Allah SWT:

(29 :5,2)) aals wy» 3 el ) Sl & J6 33

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada
para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan
seorang khalifah di muka bumi."”

Dengan melihat keterangan di atas, dan berdasarkan
pengertian kewarisan itu sendiri, dapat dikatakan bahwa
kewarisan sudah ada sejak manusia itu diciptakan ke muka
bumi, karena semua apa yang ada di muka bumi menjadi milik
manusia. Hal demikian diperkuat dengan firman Allah SWT:

(29 ) upﬂ\ gL vﬁ PR
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Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang
ada di bumi untuk kamu”

Begitu juga firman Allah SWT:

P Y

(61 :350)5 ;W 5 qaj%?\ e ST 5

Artinya: “dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah)
dan menjadikan kamu pemakmurnya”

Maksudnya bahwa manusia dijadikan penghuni dunia
untuk menguasai dan memakmurkan dunia. Ayat-ayat di atas
secara jelas menggambarkan adanya kewenangan anak cucu
Adam vyaitu umat manusia dalam hal pengelolaan terhadap
bumi dan seisinya, serta menggunakan sebaik-baiknya untuk
kehidupan dan keberlanjutan umat manusia di muka bumi itu
sendiri. Dan terhadap semua itu tidak ada perbedaan di
kalangan para ulama, kecuali dalam hal-hal yang berhubungan
dengan pemerolehannya.

Adapun pelaksanaan sistem kewarisan sangat berbeda
antara satu generasi dengan generasi yang lain, perbedaan
sistem kewarisan tersebut dikarenakan adanya perbedaan
situasi dan kondisi sosial masyarakat, adat istiadat, agama,
budaya, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan sistem
kewarisan senantiasa berlaku sepanjang sejarah peradaban
manusia hingga akhirnya Islam menetapkan satu sistem
kewarisan yang berkeadilan dan sesuai dengan kebutuhan
manusia melalui tangan terampil Nabi terakhir, yaitu Nabi
Muhammad SAW.

Pada bab ini akan dijabarkan tinjauan secara historis dari
masa ke masa terkait berlakunya sistem kewarisan yang akan
dipersempit ke dalam tiga periode saja yaitu pra Islam, awal
Islam, dan setelah Islam berkembang sampai sekarang.
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A. Kewarisan Pada Masa Pra Islam

Periode ini sebenarnya sangat jauh mundur ke
belakang sebelum kedatangan Islam. Bisa saja di mulai dari
praktik peralihan harta sejak nabi Adam sampai kehadiran
nabi Muhammad. Namun karena keterbatasan kesempatan,
maka akan dijabarkan beberapa kisah dari umat-umat masa
lalu. Misalnya sistem kewarisan masa romawi kuno, yunani
kuno, penduduk negeri timur kuno, kewarisan mesir kuno
sampai masa beberapa tahun sebelum kedatangan Islam
yang terkenal dengan masa jahiliyah. Dan di bawah ini
akan dipaparkan secara ringkas beberapa sistem tersebut
saja.

Sistem kewarisan pada masa romawi kuno merupakan
suatu istilah bagi pergantian penguasaan oleh seseorang
yang dipilih oleh pewaris karena dipandang kuat dan
berkompeten untuk menerima hak-hak dan memikul
kewajiban-kewajiban yang akan diserahkan kepadanya.
Salah satu kewajiban yang dipandang paling penting adalah
kemampuan untuk berperang dan melindungi keluarga dari
serangan musuh. Baik seseorang tersebut dari kalangan
kerabat pewaris atau bukan. Dengan proses peralihan hak
terebut maka seluruh apa yang dimilikinya berpindah
tangan kepada pewaris tersebut sejak ditunjuk. Dengan
berpindahnya segala yang ia miliki, maka kepemimpinan
dalam rumah tangga dan pengaturan terhadap anak-
anaknya beralih kepada orang yang sudah ditunjuknya,
meskipun si pewaris masih hidup.

Karena peliknya sistem kewarisan tersebut, maka
selang beberapa waktu kemudian berubah dengan sistem
menulis surat wasiat kepada seseorang yang akan menjadi
pewarisnya setelah ia meninggal, dan wasiat tersebut akan
berlaku ketika si pewaris sudah meninggal nanti. Lalu
berganti lagi menjadi kewarisan yang menganut sistem
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kekerabatan, dan itu selang beberapa tahun sebelum
kedatangan Islam sekitar tahun 543-547 M.

Dengan sistem waris seperti ini maka yang menjadi
ahli waris adalah keturunan anak (al-furu>’) lalu saudara
laki-laki kandung dan semua keturunannya lalu saudari
perempuan kandung dan keturunannya, lalu paman dari
ayah dan semua keturunannya, bibi dari ayah dan
keturunanannya, dan urutan yang terakhir paman dan bibi
dari ibu dan keturunannya. Jika semua ahli waris kerabat di
atas tidak ada, maka harta peninggalan jatuh kepada orang
yang ditunjuk melalui wasiat, dan jika tidak ada wasiat,
maka peninggalan dikuasai oleh negara.*®

Masing-masing tingkatan dari semua ahli waris di atas
semua mewarisi secara sama rata harta peninggalan tidak
ada bedanya antara laki-laki dan perempuan, dan tidak
saling menutupi antara keturunan yang lebih dekat terhadap
kerabat yang lebih jauh. Sedangkan ahli waris dari
kalangan orang tua ke atas, berlaku sistem menghalangi
(al-Hijb) sebagaimana juga saudara kandung menghalangi
hak saudara yang tidak sekandung. Jika si mati tidak
mempunyai orang tua, tidak ada anak, juga tidak ada
saudara dan keturunannya, maka kerabat yang lebih jauh
bisa mewarisi, sesuai dengan kondisi harta atau sama rata
dengan tetap mempertimbangkan tingkat kedekatan
kekerabatan, misalnya paman lebih berhak dari pada
keturunan paman dan begitu selanjutnya.

Apabila kerabat yang jauh juga tidak ada, maka
seluruh hartanya akan diserahkan ke bait al-ma>I. Istri
tidak berhak mewarisi dari harta peninggalan suaminya dan
begitu sebaliknya jika istrinya meninggal duluan, hal

*® Nasr Farid Muhammad Wasl, Figh al-Mawa>rith wa al-
was}iyyah, (Kairo: Maktabah al-Taufigiyah, 1995), 11.
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tersebut karena mereka menganggap bahwa antara suami
istri tidak terdapat hubungan kekerabatan yang cocok.”’

Di samping kewarisan pada masa romawi kuno, sistem
kewarisan yang berlaku pada penduduk negeri timur kuno
juga akan dipaparkan secara ringkas. Yang dimaksud
penduduk negeri timur kuno adalah penduduk yang
menempati negeri timur semenanjung Arab.

Sistem kewarisan yang mereka bangun adalah anak
keturunan yang masih bujang yang menggantikan posisi
orang tuanya tanpa harus ada wasiat, semua tanggung
jawab orang tuanya otomatis berpindah kepada anaknya
yang masih bujang. Jika tidak ada anak yang masing
bujang, maka anak laki-laki tertualah yang menggantikan
posisi orang tuanya, jika anak tidak ada maka saudara
tertua, dan jika tidak ada maka paman tertua. Sama halnya
dengan sistem kewarisan sebelumnya,pada sistem
kewarisan ini juga melarang memberikan bagian harta
warisan kepada kaum perempuan dan juga kepada anak-
anak.

Pada zaman mesir kuno penduduknya juga sudah
mengenal kewarisan. Pada dasarnya di zaman ini semua
tanah dan hasilnya dikusai oleh Raja Fir’un dan tidak
memberikan kepemilikan kepada keluarga-keluarga.
Sistem kewarisan di zaman ini adalah dengan
memposisikan salah seorang anggota keluarga yang tertua
sebagai pengganti si mati, terutama dalam hal mengelola
pertanian dan hasil bumi saja dan tidak berhak untuk
memiliki tanahnya, karena tanah adalah milik keluarga raja
atau milik kerajaan. Dalam hal bagian masing-masing tidak
ada perbedaan antara yang lebih tua dengan yang lain,
bahkan antara laki-laki dan perempuan. Mereka semua

*" Ibid.
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bersekutu dalam pemerolehan harta peninggalan secara
sama rata yang di atur oleh anggota keluarga tertua.

Dalam sistem kewarisan ini, istri (janda) juga
mendapat bagian, sebagaimana ibu, saudara laki-laki dan
perempuan, serta para paman dan bibi juga memperoleh
bagian dari peninggalan si mati, namun kadar bagian untuk
masing-masing yang sudah disebutkan di atas belum
ditemukan penjelasan yang lebih rinci.*®

Selanjutnya, pada masa mendekati kedatangan Islam
tepatnya pada penduduk Arab jahiliyah, sistem kewarisan
dibangun  berdasarkan  sistem  sosial-budaya yang
berkembang kala itu. Masyarakat Arab jahiliyah yang juga
merupakan penduduk negeri timur kuno memiliki sistem
sosial yang keras, mereka penduduk arab yang memiliki
kebiasaan hidup berpindah-pindah (tahwa> al-intiga>l wa
al-tirha>l) atau dalam bahasa lain dikenal dengan
masyarakat nomaden. Berpindah dari satu tempat ke tempat
yang lain sudah menjadi kebiasaan mereka kala itu,
menjadi budaya yang mapan, sehingga berpengaruh kepada
pola kehidupan mereka, hal ini karena masyarakat Arab
rata-rata hidup dengan berdagang.

Di samping suka berpindah-pindah, masyarakat arab
jahiliyah juga suka berperang, terutama untuk memperolah
rampasan perang dan dalam upaya mempertahankan ego
kesukuan (‘as}a>biyah), karena pada sistem sosial mereka
juga terkenal dengan corak kesukuan (tribalism), dan
berupaya dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan
sukunya masing-masing meskipun harus berperang dan
mengangkat senjata. Bagi mereka kepentingan suku adalah
kepentingan bersama yang harus dibela dengan harta dan
jiwa, karena mereka beranggapan bahwa reputasi dan

*® Ibid., 13
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eksistensi sukulah yang menentukan tinggi rendahnya
martabat seseorang sebagai anggota suku tertentu, oleh
karena itu menjaga suku dari ancaman suku lain, adalah
sama halnya dengan mempertaruhkan martabat individu
dari anggota suku tersebut.

Faktor sosial-budaya yang demikian tentunya akan
mempengaruhi sistem hukum yang mereka bangun, tak
terkecuali sistem hukum kewarisan yang berlaku pada
masyarakatnya. Maka sistem kewarisan berlaku model
pembagian kewarisan dengan tidak memberikannya kepada
siapa pun kecuali yang laki-laki yang kuat fisik, sanggup
untuk turun ke medan perang dan mampu memanggul
senjata di pertempuran, secara otomatis tidak memberikan
bagian kepada para parempuan dan anak-anak, Kkarena
mereka dipandang sebagai manusia yang lemah yang tidak
memenuhi  syarat-syarat di atas. namun demikian,
perempuan dan anak-anak jika meninggal dunia dan
meninggalkan sejumlah harta, maka mereka senantiasa
diwarisi semua harta peninggalannya.

Pada zaman ini, kaum perempuan benar-benar
diperlakukan tidak selayaknya, bahkan lebih rendah dari
perlakukan mereka terhadap hewan peliharaan. Kalau itu
benar, tidak sedikit sejarah yang menggambarkan penistaan
masyarakat Arab jahilyah terhadap kaum perempuan dan
anak-anak, cerita tentang fenomena penguburan anak
perempuan hidup-hidup misalnya merupakan suatu
kenyataan yang tak bisa dihapus begitu saja dari ingatan
sejarah. Dalam al-Qur’an diabadikan dalam surat al-Nahl:
58 sebagai berikut:

(58 : il )iulaS” 58 13508 4435 26 LSAJLJ (,M}\ 3 1303
Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi
kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah
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padamlah) mukanya, dan dia sangat marah”.(QS. al-Nahl:
58)

Intinya pada masa tersebut perempuan benar-benar
tidak diperlakukan dengan baik sebagaimana al-Qur’an
memperlakukan kaum perempuan, Yyaitu menempatkan
sederajat dengan kaum laki-laki dalam hal kesempatan
menerima harta peninggalan. Masyarakat Arab jahiliyah
memandang kaum perempuan tak ubahnya barang yang
bisa diwariskan, dipindahtangankan kepemilikannya
bahkan diperjualbelikan, dan bukan hanya diwarisi
hartanya.

Dalam satu kisah disebutkan bahwa apabila seorang
perempuan menjadi janda karena ditinggal mati suaminya,
maka ahli warisnya melemparkan pakaian di depan janda
tadi, sebagai pertanda bahwa orang lain tidak boleh
mengawininya, bahkan tidak jarang janda tersebut dikawini
sendiri oleh ahli warisnya jika secara fisik masih menarik
dan cantik, tapi jika si janda jelek maka ia ditahan dalam
arti tidak boleh dikawini orang lain sampai meninggal
dunia dan lalu diwarisi hartanya.>

Salah seorang yang namanya tercatat dalam sejarah
terkait kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang suka
mengawini janda bapaknya jika masih cantik, adalah
seorang laki-laki bernama Mihsham bin Abi Qais al-Aslat.
la berkeinginan untuk mengawini janda cantik yang
ditinggalkan bapaknya dan mengutarakan keinginannya
tersebut kepada si janda, namun si janda tidak segera
menjawab dan masih berkonsultasi kepada Nabi seraya
meminta izin agar diperbolehkan dikawini Mihsham.®

% |bn Kathir, Tafsi>r al-Qur’a>n al- ‘adhi>m Juz-1, (Kairo: Dar
Thya’ al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.), 465
% Ahmad Rafiq, Figh Mawaris, 9
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Kisah di atas menggambarkan bahwa nasib kaum
perempuan pada masa Arab jahiliyah benar-benar
mengenaskan dan benar-benar tidak mendapatkan tempat
yang layak di sisi kaum laki-laki. Perempuan Arab
jahiliyah diperlakukan sebagai barang dan bukan manusia
yang punya harkat dan martabat.

Dengan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya
seperti telah dijabarkan di atas, maka sistem kewarisan
yang berlaku pada masyarakat arab jahiliyah sebelum
kedatangan Islam adalah di sebabkan beberapa hal, yaitu
sebab kekerabatan, sebab adopsi anak, dan sebab ikatan
sumpabh setia.

1. Sebab Kekerabatan (al-Qara>bah)

Nasab dan kekerabatan menjadi salah satu
penyebab kewarisan pada masyarakat Arab jahiliyah.
Namun kekerabatan yang dimaksud adalah sistem
kerabat dalam makna yang dipersempit, yaitu kerabat
yang terbatas hanya kepada laki-laki dewasa yang kuat
fisik, mampu memanggul senjata dan siap berperang.
Sementara  perempuan dan anak-anak tidak
mendapatkan bagian baik anak laki-laki maupun
perempuan. Mereka berpendapat bahwa tidak akan
mendapat bagian kecuali mereka yang mampu
menunggang  kuda  untuk  berperang,  bisa
menggunakan senjata (tombak) dan memukul dengan
pedang, serta mampu mengambil rampasan perang.**

Dalam satu riwayat dari Ibn Abbas diceritakan
bahwa ketika ayat kewarisan turun dan menjelaskan
hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam
perolehan harta warisan, sebagian mereka ada yang
marah  dan mengatakan: ‘’berikan saja bagian

81 Al-Jundi, al-Mirats Fi al-syari’ah .5
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perempuan seperempat atau seperdelapan, anak-anak
berikan bagian setengah...biarkan saja hadith tersebut
semoga Nabi lupa atas ketentuan tersebut atau nanti
merubahnya.

Dr. Jawwab Ali mengatakan bahwa kewarisan
merupakan sesuai yang sangat dikenal oleh
masyarakat Arab jahiliyah, namun kewarisan tersebut
hanya berlaku untuk anak laki-laki tertua dari si mati
saja, sedangkan anak-anaknya yang masih kecil dan
yang perempuan sama sekali tidak diberi bagian
sedikitpun. Dengan demikian kelompok saudara ke
samping akan mendapatkan bagian jika kelompok ahli
waris anak-anak yang dewasa tidak ada sama sekali,
dan jika anak keturunannya semua perempuan maka
yang lebih berhak mewarisi adalah saudara-
saudaranya.®

Dari beberapa penjelasan di atas dapat
disimpulkan bahwa masyarakat arab jahiliyah sebelum
Islam memang menjadikan pertalian kekerabatan
sebagai salah satu faktor yang membuat seseorang
saling mewarisi, namun pertalian kekerabatannya
masih  belum mengcover semua orang Yyang
mempunyai hubungan darah dengan si mati, karena
masih mempersyaratkan adanya keharusan seseorang
tersebut berjenis kelamin laki-laki, kuat fisik, dan
bukan anak-anak.

2. Adopsi Anak (al-Tabanni>)

Adopsi anak menjadi tradisi yang mapan di
kalangan masyarakat arab jahiliyah. Yang dimaksud
adopsi anak pada masa jahiliyah adalah jika seorang
laki-laki mengangkat seorang laki-laki utamanya yang

62 Jawwad Ali, Tarikh al-Arab Qabla al-Islam, Jilid 5, 274
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sudah dewasa sebagai anak angkatnya, dan
diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri,
menerima warisan darinya jika si anak angkat itu
mampu berperang dan menghidupi keluarganya. Dari
sini terlihat bahwa motivasi mereka untuk mengangkat
anak lebih kepada memanfaatkan (eksploitasi)
kemampuan dan kekuatan fisiknya, bukan karena
ingin menolong.

Bahkan lebih jauh dijelaskan berkaitan dengan
posisi anak angkat dalam keluarga yang
mengangkatnya dianggap sebagai anak kandung
sendiri, karena itu si anak angkat terputus hubungan
kekeluargaannya dengan orang tua kandungnya
sendiri oleh karena sudah terputus dengan orang tua
kandungnya, ia tidak lagi berhak menerima bagian
warisan dari orang tua kandungnya, namun hanya
menerima bagian dari bapak angkatnya. Tradisi
pengangkatan anak ini sebenarnya bukan hanya
dilakukan oleh masyarakat arab jahiliyah sebelum
kedatangan Islam saja, pada awal Islam proses seperti
itu masih biasa terjadi. Salah satu bukti sejarah
menunjukkan bahwa Nabi Muhammad juga
mengangkat seorang laki-laki bernama Zaid bin
harithah yang terkenal dengan panggilan Zaid bin
Muhammad setelah sebelumnya dimerdekakan dari
tuannya. Dari kalangan sahabat juga dikenal nama
Hudzaifah bin ‘Atabah yang mengangkat seorang
bernama Salim® yang terkenal dengan panggilan
Maula Hudzaifah

Kebiasan mengangkat anak terus berlanjut di
kalangan masyarakat arab sampai beberapa lama

% Al-Jundi, Figh al-mawaris., 15
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setelah kedatangan Islam, hingga akhirnya kebiasaan
tersebut dihapus oleh Allah dengan turunnya ayat
berikut:

Jsks 85 2153, 2058 2805 6t el as g
die Lodl 54 LubY 2AR3 td s 5hs
/’/UJHU\L;{SA)ﬂ; b“ﬁﬂ;”? 56 &

(5—4 :q\f-’ﬁ\)

Artinya: “... dan dia tidak menjadikan anak-anak
angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang
demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja.
dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia
menunjukkan jalan (yang benar)”. QS. al-Ahzab: 4).
Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan
(memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang
lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak
mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah
mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan
maula-maulamu”. (QS. al-Ahzab: 5)

Maksudnya bahwa anak angkat tidak selayaknya
dipersamakan perlakuannya dengan anak kandung,
karena ia sebenarnya tidak ada hubungan pertalian
kekerabatan dengan bapak angkatnya, apalagi harus
mendapat bagian dari harta waris, ini sangat
mengganggu  orang-orang yang secara nyata
mempunyai hubungan pertalian kerabat dengan si
mati, seperti anak perempuan, saudara-sauadara dan
orang tua si mati. Karena itu Allah SWT menguatkan
dengan firmannya yang menyatakan bahwa kerabat
lebih berhak dari pada yang lain:
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(75 :Just) & S asy I3 2t ot
Artinya:  “orang-orang yang  mempunyai
hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak

terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di
dalam Kitab Allah.

Penjelasan ayat tersebut adalah bahwa yang jadi
dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan
kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan
sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar
pada  permulaan Islam, apalagi  hubungan
pengangkatan anak, maka tentunya lebih tidak tepat
lagi.

Perlakuan masyarakat Arab jahiliyah yang
menjadikan anak angkat sebagai anak sendiri bahkan
melebihi anak kandungnya sendiri mendapatkan
“perhatian” yang serius dari Allah SWT,
dikhawatirkan generasi  berikutnya menganggap
bahwa anak angkat adalah sama dengan anak
kandung, sehingga jika anak angkat punya istri dan
kemudian cerai tidak bisa dinikahi oleh bapak
angkatnya, padahal tidak demikian, anak angkat tidak
punya hubungan nasab dengan bapak angkatnya
sehingga ia bisa menikahi mantan istri anak angkatnya
itu.

Untuk itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad
SAW untuk menikahi mantan Istri Zaid yang notabene
anak angkatnya Nabi.

Allah SWT berfirman:
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Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhlrl
keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami
kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan
bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-
anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu
telah menyelesaikan keperluannya dari pada isterinya,
dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.(QS. al-
Ahzab: 37)

Perjanjian dan sumpah setia (al-Mu’a>gadah wa al-
Muha>lafah)

Yang dimaksud dengan janji dan sumpah setia
adalah jika dua orang atau kelompok dan suku tertentu
saling mengikat sumpah dan janji untuk saling
menolong satu sama lain dalam kondisi damai maupun
perang. Hal demikian sudah menjadi budaya yang
mengakar dalam kehidupan masyarakat Arab
jahiliyah. Dalam perjanjian tersebut masing-masing
individu atau golongan saling berjanji untuk saling
menolong juga saling mewarisi jika salah satu di
antara dua orang yang mengikat janji ada yang
meninggal duluan.

Di samping untuk tujuan tolong menolong juga
untuk saling menasihati, saling menjaga kedamaian
dan keamanan di antara kedua belah pihak, karena itu
orang-orang Yyang terlibat dalam pelaksanaan
perjanjian ialah orang-orang yang telah dewasa dan
sanggup untuk melaksanakan perjanjian dengan
sebaik-baiknya.
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Redaksi perjanjian antara kedua belah pihak
misalnya dapat berupa teks perjanjian barikut ini:

Secara global dapat diartikan ( darahku darahmu,
pertumpahan darahku pertumpahan darahmu kamu
mewarisi hartaku aku mewarisi hartamu kamu dituntut
darahmu karena aku dan aku dituntut darahku karena
kamu...)

Setalah satu pihak mengucapkan sumpah tersebut
maka pihak lain yang mengakat sumpah mengatakan
menerima terhadap ikrar sumpah tersebut, sehingga
antara kedua belah pihak sudah terikat dalam satu
perjanjian dan jika ada salah satu yang meninggal
dunia maka pihak yang masih hidup dapat mengambil
warisan. Terkait berapa bagian yang harus diterima
oleh pihak yang masih hidup dijelaskan batasannya
adalah seperenam (1/6) dari total harta, dan sisa
hartanya tetap diberikan kepada ahli waris lainnya
yang berhak.®*

Praktek perjanjian dan sumpah setia yang
berimplikasi pada penyebab saling membagi harta
peninggalan tetap berlangsung hingga beberapa tahun
awal kedatangan Islam dan tampaknya masih
mendapat pengakuan dari Nabi, terbukti dengan
turunnya ayat al- Qur an:

° G-

g ﬂ;”’ K e C:\fzﬁn o\ 3o a5 s ALG ri‘
(33 Zgw\)

* Ibid., 6
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Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari
harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat,
kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada)
orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan
mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya.
Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Menurut jumhur ulama’, ayat hukum dari ayat
tersebut sudah dinasakh dengan ayat-ayat mawaris
yang lain dan ayat tentang dzaw al-arha>m sehingga
tidak berlaku lagi hukum mengenai penyebab saling
mewarisi dengan cara penjanjian dan sumpah setia,
kecuali ulama’ Hanafiyah yang masih menganggap
bahwa hukum dari ayat tersebut masih berlaku sampai
sekarang dan menolak adanya nasakh meskipun
kedudukan warisnya berada setelah astha>b al-
furu>d, astha>b al-as}a>bah dan dhaw al-arha>m.%
Artinya orang yang mengikat janji dengan orang yang
meninggal terlebih dahulu akan mendapat bagian jika
tiga kelompok ahli waris di atas sudah terpenuhi hak-
haknya dan masih ada sisa hartanya, atau ahli waris
tersebut tidak ada sama sekali.

B. Kewarisan pada Masa Awal Islam

Pada awal kedatangan Islam yang ditandai dengan
turunnya wahyu di gua hira’, sistem kewarisan masih
belum banyak berubah, karena memang penyebaran Islam
tidak langsung sekaligus, akan tetapi membutuhkan waktu
untuk bisa diterima oleh masyarakat arab, bahkan oleh
keluarga Muhammad sendiri. Sejarah mencatat bahwa pada
awalnya nabi Muhammad belum berani secara frontal

% Ahmad Mahmud al-Syafi’i, Ahka>m al-Mawa>ri>th, (Beirut: al-
Dar al-Jami’iyyah, t.th.), 8
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menyebarkan ajaran Islam, namun masih sembunyi-
sembunyi dan menghindari dakwah secara terbuka.
Meskipun demikian tidak jarang ada oknom-oknom
masyarakat Arab qurays yang melakukan tindakan yang
tidak baik kepada Nabi dan pengikutnya, mulai dari
kekerasan fisik sampai usulan kepada orang-orang yang
berpengaruh secara sosial saat itu agar Muhammad disebut
seorang dukun, gila, tukang sihir, penyair dan sebagainya.®

Untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat
arab jahiliyah bukan sesuatu yang mudah, apalagi
masyarakat arab sudah memiliki beberapa budaya yang
sulit untuk dihapus karena sudah berjalan secara turun
temurun, dalam hal agama juga demikian, kebanyakan
mereka penyembah berhala sebagaimana juga sudah
diterima secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

Karena itu masa-masa awal Islam, Nabi dan para
sahabat yang lebih dahulu mempercayai dan mengimani
kerasulan Muhammad yang terkenal dengan sebutan al-
Sa>biqu>n al-Awwalu>n memfokuskan diri pada strategi
dakwah baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara
terbuka. Tujuannya tidak lain agar para sahabat yang baru
masuk Islam tetap teguh keyakinannya untuk berjuang
menyebarkan ajaran Muhammad, merangsang ikatan
persaudaraan di antara mereka untuk tetap berjuang sesuai
dengan misi Islam.

Hal lain yang dilakukan agar tidak terlalu mendapatkan
reaksi berlebihan dari kaum Quraiys, mengingat jumlah
pemeluk Islam masih sangat sedikit, adalah dengan tetap
membiarkan beberapa tradisi yang sudah berjalan turun
temurun di kalangan masyarakat Arab, salah satunya

% Martin Lings, Muhammad, Kisah Hidup Nabi Berdasarkan
Sumber Klasik, (Jakarta: Serambi, 1991), 102
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mengenai tradisi pembagian warisan sebagaimana telah
dijelaskan pada bagian sebelumnya. Nilai-nilai lama dalam
sistem kewarisan pada masa ini dibiarkan tetap berjalan
dengan sedikit perubahan dan perbaikan dalam
pelaksanaannya ditambah pula dengan sistem kewarisan
baru.

Dengan latar belakang seperti telah digambarkan di atas,
maka sistem kewarisan yang berlaku pada awal penyebaran
Islam dibangung atas dasar-dasar: 1) kekerabatan (al-
Qara>bah), 2) perjanjian dan sumpah setia (al-
Mu’a>qgadah wa al-Muha>lafah), 3) adopsi anak (al-
tabanni>), 4) sebab ikut Hijrah dari Makkah ke Madinah,
dan 5) Ikatan persaudaraan (al-mua>khat). Masing-masing
penyebab kewarisan pada masa awal penyebaran Islam
dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Kekerabatan (al-Qara>bah)

Sebab adanya pertalian kerabat memang sudah
menjadi salah satu faktor seseorang saling mewarisi
sejak sebelum Islam datang sebagaimana sudah
dipaparkan panjang lebar pada bagian sebelumnya. Dan
Islam datang juga menjadikan dasar yang sama dengan
sistem kewarisan sebelumnya. Namun terdapat
perbedaan mendasar antara kekerabatan zaman jahiliyah
dengan kekerabatan yang dibangun berdasarkan ajaran
Islam terkait kewarisan, perbedaan tersebut terutama
terkait dengan hak-hak perempuan dan anak kecil dalam
menerima warisan dari para kerabatnya.

Ajaran Islam menetapkan bagian untuk kaum
perempuan dalam kewarisan, anak perempuan akan
mendapatkan bagian dari orang tuanya, seorang istri
(janda) akan memperoleh bagian dari peninggalan
suaminya, saudara perempuan juga akan menerima
bagian dari peninggal saudara laki-laki. Semua itu yang
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membedakan kekerabatan pada zaman sebelumnya di
mana kaum perempuan sama sekali tidak mendapatkan
bagian. Itulah salah satu bentuk Kkeadilan dan
perlindungan shari’at Islam terhadap kaum perempuan.

Dengan demikian dalam syari’at Islam, istri (janda)
mendapatkan bagian dari harta peninggalan sejak 14
abad yang lalu di mana aturan seperti itu pada
masyarakat Eropa belum ada kecuali dalam beberapa
undang-undang saja.

Dalam kewarisan Islam juga menempatkan
perempuan setara dengan laki-laki jika dalam satu
kelompok ahli waris, semisal anak laki-laki dengan anak
perempuan, saudara laki-laki bersama saudara
perempuan, setara yang dimaksud dalam struktur dan
tingkatan kekerabatan, meskipun dalam hal bagiannya,
laki-laki memperoleh satu kali lebih besar dari
perempuan. Perbedaan bagian itu bukan semata-mata
alasan perbedaan gender (laki-laki atau perempuan)
namun lebih kepada memenuhi rasa keadilan dan
keseimbangan di dalam memikul beban antara laki-laki
dan perempuan sesuai dengan kebiasaan masyarakat
Islam.

Laki-laki akan menikahi perempuan, dalam
keluarga tersebut laki-laki yang akan mencukupi segala
kebutuhan keluarganya, membiayai anak-anaknya,
membantu orang-orang yang lemah secara ekonomi dan
sebagainya adalah tanggung jawab laki-laki. Sementara
perempuan tidak seperti itu. la ditanggung oleh
bapaknya atau orang-orang terdekatnya jika belum
menikah, dan oleh suaminya kalau sudah menikah.
Bahkan jika dalam pernikahannya terjadi perceraian,
sang mantan suami tetap berkewajiban memberikan
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nafkah kepada mantan Istrinya pada batas waktu yang
sudah ditentukan.

Islam dengan sistem kekerabatan juga mengenal
adanya prioritas terhadap ahli waris yang lebih
membutuhkan. Ahli waris kerabat yang kebutuhannya
lebih banyak akan mendapatkan bagian lebih banyak.
Bagian anak si mati akan mendapatkan lebih banyak
dari bagian orang tuan si mati. Itu karena anak
membutuhkan pembiayaan yang lebih di masa depannya
dari pada orang tua.

Begitu juga dalam kekerabatan dikenal adanya
kerabat yang lebih dekat, anak lebih dekat
kekerabatannya terhadap si mati dari pada cucu, dan
begitu seterusnya ke bawah. Bapak atau ibu lebih dekat
kekerabatannya terhadap si mati dari pada kakek atau
nenek dan seterusnya ke atas. kedekatan kekerabatan itu
untuk menentukan siapa di antara ahli waris yang lebih
berhak jika semua tingkatan ahli waris masih ada.

Itulah penjelasan ringkas mengenai kewarisan awal
Islam yang didasarkan kepada adanya kekerabatan
(nasab) antara pewaris dengan ahli warisnya. Ketentuan
yang sangat mencerminkan perlindungan terhadap
sistem nasab dan kekerabatan dalam suatu keluarga,
sehingga dalam persoalan pembagian harta tidak ada
seorang pun yang merasa dirugikan. Tidak
mempersoalkan jenis kelamin untuk memberikan bagian
kepada kerabat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai
objektifitas atas kebutuhan masing-masing individu
sehingga  digunakan  bentuk  pembagian  yang
proporsional antara individu dengan beban yang harus
ditanggung oleh masing-masing ahli waris.

. Perjanjian dan sumpah setia (al-Mu’a>qadah wa al-
Muha>lafah)
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Sebagaimana sudah dijelaskan panjang lebar di
atas, penyebab kewarisan atas dasar perjanjian dan
sumpah setia tetap berlangsung hingga beberapa tahun
awal kedatangan Islam dan tampaknya masih mendapat
pengakuan dari Nabi, terbukti dengan turunnya ayat al-
Qur’an:

4
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Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta
yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami
jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang
yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka
berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah
menyaksikan segala sesuatu”.

Menurut jumhur ulama’, ayat hukum dari ayat
tersebut sudah dinasakh dengan ayat-ayat mawaris yang
lain dan ayat tentang dhaw al-arha>m sehingga tidak
berlaku lagi hukum mengenai penyebab saling mewarisi
dengan cara penjanjian dan sumpah setia, kecuali ulama’
Hanafiyah yang masih menganggap bahwa hukum dari
ayat tersebut masih berlaku sampai sekarang dan
menolak adanya nasakh meskipun kedudukan warisnya
berada setelah as}tha>b al-furu>d, as}tha>b al- ‘astabah
dan dhaw al-arha>m.”’

®” Ahmad Mahmud al-Syafi’i, Ahkam al-Mawaris, (Beirut: al-Dar al-
Jami’iyyah, t.th.), 8
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Artinya orang yang mengikat janji dengan orang
yang meninggal terlebih dahulu akan mendapat bagian
jika tiga kelompok ahli waris di atas sudah terpenuhi
hak-haknya dan masih ada sisa hartanya, atau ahli waris
tersebut tidak ada sama sekali.

Dalam kondisi di mana masyarakat Islam masih
sangat membutuhkan dukungan dan pengikut yang
banyak untuk menunjukkan eksistensinya di tengah
masyarakat, maka kebiasaan berjanji dan bersumpah
untuk saling membantu dan saling mewarisi masih tetap
dibiarkan berlangsung pada awal Islam, sekali lagi itu
demi kepentingan strategi dakwah Nabi.

Namun dengan turunnya ayat-ayat al-Qur’an yang
berbicara tentang pembagian warisan dan faktor yang
menyebabkan seseorang saling mewarisi, maka secara
otomatis, hukum tersebut sudah dihapus dan tidak bisa
dilanjutkan prakteknya oleh generasi selanjutnya.
Terlalu  sederhana  untuk  menghabiskan  harta
peninggalan jika dengan hanya melakukan perjanjian
dan saling bersumpah satu sama lain, harta peninggalan
harus berpindah tangan, apalagi kepada orang lain yang
tidak ada hubungan nasab sama sekali.

. Adopsi anak (al-tabanni>)

Pelan tapi pasti, bahwa kebiasaan adopsi anak yang
sudah mengakar pada tradisi masyarakat arab jahiliyah
dihapuskan dari perilaku masyarakat. Hal itu setelah
terlihat bahwa motivasi masyarakat melakukannya
bukan semata-mata niat membantu anak tersebut tapi
untuk kepentingan lain yang lebih bersifat materialistik.
Belum lagi perlakuan terhadap anak angkat yang
berlebihan terutama dalam memberikan kasih sayang
dan menyamakan posisinya dengan anak kandung di
depan hukum, termasuk mengenai hukum waris. Itu
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semua akan mengakibatkan rusaknya tatanan nasab
antara orang tua dengan anak-anaknya.

Alasan-alasan di atas mengundang turunnya aturan
al-Qur’an yang kemudian membuat sistem adopsi versi
masyarakat jahiliyah tidak bisa dilakukan. Namun tidak
berarti bahwa semua bentuk adopsi anak dilarang,
bahkan jika prinsipnya untuk menolong anak seperti
mengangkat anak yatim karena tidak ada yang
merawatnya, hal seperti itu sampai sekarang masih
sangat dianjurkan.

Ayat yang secara tegas melarang adopsi anak
dalam konteks menjadikan anak akan sebagai anak
kandung adalah:
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Artinya: “..dan dia tidak menjadikan anak-anak
angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang
demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja.
Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia
menunjukkan jalan (yang benar)”. Panggilah mereka
(anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-
bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah,
dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,
maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu
seagama dan maula-maulamu”. (QS. al-Ahzab: 4-5)

Setelah awalnya dijadikan sebagai dasar saling
mewarisi, maka adopsi anak sejak turunnya ayat di atas
tidak lagi menjadi penyebab kewarisan. Namun adopsi
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anak dalam maknanya untuk membantu memenubhi
kebutuhan hidupnya tidak dilarang asalkan ada batasan-
batasan yang perlu dipenunhi, batasan tersebut antara lain
tidak dipersamakan dengan anak kandung untuk saling
mewarisi, dan di depan hukum lainnya, misalnya dalam
pernikahan, dan tidak memutus hubungan kekerabatan
dengan kerabat mereka.

. Sebab ikut hijrah dari Makkah ke Madinah

Selain sebab-sebab yang sudah dijabarkan di atas,
pada awal Islam Nabi menjadikan hijrah dari Makkah
ke Madinah menjadi salah satu alasan seseorang saling
mewarisi. Karena alasan hijrah, maka alasan ini hanya
berlaku kepada mereka yang ikut rombongan Nabi dari
Makkah ke Madinah untuk berhijrah. Kehadiran Nabi
bersama rombongan disambut hangat dan dengan
tangan terbuka oleh masyarakat Yasrib (sekarang
Madinah), karena memang sudah ditunggu-tunggu sejak
lama.

Orang-orang atau tepatnya disebut sebagai sahabat-
sahabat Nabi yang ikut dalam rombongan hijrah dari
Makkah  dikenal  dengan  sebutan  golongan
muha=>jiri>n, sementara tuan rumah penduduk Madinah
yang dengan sangat gembira menerima kedatangan
muha>jiri>n (orang-orang yang hijrah) dikenal dengan
kaum Anshor (orang-orang yang menolong). Mereka
kaum ans}o>r yang menyediakan tempat tinggal,
pakaian, makanan, dan bahkan sebagian hartanya
diberikan kepada kaum muhajirin secara ikhlas karena
hubungan agama dan sosial kemanusiaan.

Orang-orang yang ikut hijrah, adakalanya yang
terdiri dari satu keluarga dan membawa sebagian harta
dan binatang ternaknya. Namun juga tidak sedikit di
antara orang-orang tersebut yang dengan terpaksa harus
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meninggalkan harta kekekayaannya dan bahkan
keluarganya sendiri.®® Karena proses hijrah Nabi
bersama para pengikutnya bukan semudah perjalanan
biasa, namun perjalanan yang penuh tantangan sejak
keberangkatannya.

Hal itu karena kaum Quraiys tidak senang jika
Nabi bersama yang lain pindah ke tempat lain di luar
Makkah, sebagaimana juga mereka tidak suka Nabi
menyebarkan ajarannya di Makkah. Bahkan Kaum
Quraisy melakukan berbagai cara untuk mencegah Nabi
dan pengikutnya berhijrah.”® Upaya tersebut membuat
Nabi keluar dari Makkah secara sembunyi-sembunyi
dan tidak bersamaan. Dan setelah ada anjuran dari Nabi
untuk pindah ke Yasrib, satu persatu para sahabat Nabi
berangkat meninggalkan Makkah dengan cara masing-
masing demi keamanan.

Hijrah ke Yatsrib dilakukan di samping memang
ada perintah dari Allah karena selama kurun waktu
kurang lebih 11 Tahun menyebarkan dakwahnya di kota
Makkah, Nabi belum mendapat respon positif dari
masyarakat Arab. Juga karena ada undangan dari
masyarakat Yatsrib agar Nabi menemui mereka.

Meskipun Nabi sudah memerintahkan kepada para
pengikutnya untuk berihijrah, tidak semuanya kemudian
dengan mudah berangkat meninggalkan kota Makkah.
Maka Nabi perlu menerapkan strategi tertentu untuk

68 Zayd dan Hamzah hijrah meninggalkan istri mereka di Makkah,
Ustman membawa Ruqoyyah, ‘Umar bersama dengan keluarganya,
istrinya, anaknya Zainab, Hafshah dan putra belia mereka,
‘Abdullah, suami Hafshah, Khunays, bahkan saudara tiri mereka
Abu Salamah, Abu Sabrah ikut serta bersama istri-istrinya. Lihat
selengkapnya Lings, Muhammad.,210.
* Ibid., 211.
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menstimulasi mereka agar mau berhijrah ke Yatsrib,
yaitu dengan menjadikan kemauan berhijrah tersebut
sebagai salah satu penyebab saling mewarisi. Siapa
yang hijrah bersama-sama keluarganya, lalu kemudian
ada salah satu yang meninggal dunia, maka yang ikut
hijrah akan mendapat warisan, dan keluarga yang tidak
ikut hijrah meskipun secara kekerabatan lebih dekat,
tidak dapat mewarisi hartanya.

Allah SWT berfirman dalam Surat al-Anfal: 72
sebagai berikut:
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman
dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya
pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan
tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang
muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-
melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman,
tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban
sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka
berhijrah.”(QS. al-Anfal: 72)

Yang dimaksud lindung melindungi ialah: di antara
muhajirin dan anshar terjalin persaudaraan yang amat
teguh, untuk membentuk masyarakat yang baik.
Demikian keteguhan dan keakraban persaudaraan
mereka itu, sehingga pada pemulaan Islam mereka
waris-mewarisi  seakan-akan  mereka  bersaudara
kandung.

%
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5. lkatan Persaudaraan (al-Mua>khah).

Setelah para pengikut Nabi Muhammad sampai di
Yatsrib, kemudian Nabi bersama dengan sahabat Abu
Bakar yang sengaja diminta secara khusus oleh Nabi
untuk menemani perjalanan hijrah, akhirnya sampai ke
kota Yatsrib pada tanggal 16 Rabiul Awal bertepatan
dengan tanggal 20 September 622 M,” dalam sumber
lain disebutkan tanggal 27 September.”* Kedatangan
Nabi bersama rombongan mendapat sambutan yang
sangat hangat dari masyarakat Yatsrib, suatu daerah
yang kemudian dirubah namanya menjadi kota
Madinah.

Beberapa kabar menyatakan bahwa kedatangan
Nabi dan rombongan di Madinah sudah sangat ditunggu
sehingga tidak heran jika setelah sampai di tempat itu
yang sebelumnya sempat berhenti di Quba’ selama 3
hari dan meletakkan Masjid pertama di tempat tersebut,
para penduduk Yatsrib sangat antusias menyambut
kehadiran nabi, tidak sedikit kabilah di Yatsrib yang
menginginkan dan bahkan memohon  agar Nabi
bersedia menjadi tamu mereka, Nabi memberikan
kesempatan kepada salah seorang dari kabilah itu yang
bernama Abu Ayyub, ia bersama istrinya rela pindah ke
bagian atas rumahnya dan memberikan lantai bawah
untuk Nabi.”

Di samping mendapat sambutan yang sangat
meriah, Nabi bersama rombongan juga mendapatkan
pertolongan dari penduduk Madinah, disediakan tempat
tinggal di rumah-rumah mereka, dipenuhi kebutuhan

"® Hasan Ibrahim Hasan, Ta>ri>kh al-Isla>m, vol. 1, (Kairo:
Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, 1979), 100
™ Lings, Muhammad., 227
2 1bid., 230
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sehari-hari serta dijamin keamanannya dari serangan
musuh, karena pertolongan yang dilakukan secara
sukarela tersebut mereka disebut sebagai kaum al-
Ans}o>r.

Seiring berjalannya waktu, antara penduduk
pendatang (muha>jiri>n) dan penduduk asli Madinah
(ans}o=>r) terjalin hubungan persaudaraan yang sangat
erat, persaudaraan yang dibangun atas dasar persamaan
akidah dan agama serta tolong menolong. Agar tali
persaudaraan di antara mereka semakin erat, maka Nabi
mengikatnya dengan menjadikan persaudaraan di antara
kedua golongan tersebut sebagai penyebab saling
mewarisi di antara mereka, jika salah satu ada yang
meninggal dunia. Dengan adanya ikatan persaudaraan
yang erat antara kedua kelompok tadi maka Islam
semakin kuat dan semakin banyak pengikutnya, di
sinilah dimulai terbentuknya umat Islam, sembari
menyusun  kekuatan dan strategi-strategi  untuk
menghadapi serangan dari pihak luar.

C. Kewarisan Setelah Islam Berkembang Sampai

Sekarang

Sejak kedatangan Nabi di Madinah dan membangun
rumah tangga baru bersama para pengikut setianya, Islam
semakin kuat, pengikutnya semakin hari semakin
bertambah banyak, semakin hari semakin banyak orang
yang berbai’at untuk bergabung dengan Islam terutama
setelah kejadian fathu Makkah' pada tahun ke-8 Hiriyah.
Sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah:

3 Fathu Makkah adalah
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Artinya: Apabila Telah datang pertolongan Allah dan
kemenangan, Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah
dengan berbondong-bondong. (QS. al-Nashr: 1-2).

Sejak kejadian fath makkah itulah Islam dikategorikan
sebagai agama yang kuat dan banyak pengikutnya baik di
Makkah tempat kelahirannya maupun di Madinah. Orang-
orang Makkah banyak yang secara sukarela berbondong-
bondong datang ke Madinah untuk masuk Islam. dan
begitulah Islam terus berkembang ke seluruh penjuru arab
dan sekitarnya.

Dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan agama
Islam, maka tidak lagi diperlukan strategi-strategi yang
sudah dijalankan sejak awal dalam hal kewarisan. Satu
persatu sistem kewarisan yang masih meneruskan tradisi
masyarakat Arab jahiliyah dihapuskan atau diubah sesuai
ajaran Islam yang utuh. Termasuk sebab hijrah ke Madinah
juga tidak lagi diberlakukan, sebagai akibat dari
melaksanakan ajaran al-Qur’an yang secara berangsur-
angsur turun menyelesaiakan persoalan dan menjawab
pertanyaan yang muncul.

Ketentuan mengenai alasan hijrah ke madinah menjadi
penyebab saling mewarisi dihapus dengan sabda Nabi:

ke A o &l oy JB1JB e A o) e ) e
(ke 3ine) a3y sl Ny adl) oy 3nY el
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Dari Ibn Abbas RA, berkata: Rasulullah SAW
bersabda: “Tidak ada lagi alasan hijrah setelah kemenangan
(makkah) akan tetapi yang tetap ada adalah jihad dan niat”.
(muttafaq alaih)

Dengan adanya hadith tersebut secara otomatis tidak
lagi ada alasan seseorang menerima warisan atau
memberikan warisan karena ia ikut hijrah ke Madinah.
Semuanya dikembalikan kepada ajaran Islam yang hanya
memberikan bagian harta warisan kepada orang-orang yang
lebih dekat dengan pewaris yang membutuhkan sesuai
dengan tanggungjawabnya. Alasan hijrah yang menjadi
penyebab saling mewarisi tidak berlangsung lama dalam
sejarah kewarisan Islam, karena memang itu hanya sekedar
tuntutan kebutuhan perjuangan Islam.

Seperti halnya hijrah dari Makkah ke Madinah, alasan
persaudaraan untuk mempererat hubungan muhajirin dan
anshor juga tidak diperkenankan lagi dengan turunnya ayat
al-Qur’an:

G e B O g iy B et a0
G S 0K By 2l ) el 3T ) g et
(6 st S

Artinya: “Dan orang-Oorang yang mempunyai
hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-
mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang
mukmim dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu

berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah
yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)”.
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Maksud ayat di atas bahwa ada orang-orang terdekat
dari pewaris yang lebih berhak untuk dapat bagian dari
harta peninggalan dan bukan orang asing yang dibina
berdasarkan kesamaan persepsi dalam keyakinan dan
agama, hal demikian belum cukup dan tidak lebih berhak
untuk menjadikan seseorang saling mewarisi, terkecuali
yang sudah terjadi di masa sebelumnya. Bahkan dalam hal
sudah terlanjut berbuat kebaikan (ma’ru>fa>) terhadap
saudaranya dengan memberikan wasiat, hanya dibatasi
tidak lebih dari sepertiga total harta.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa
semua yang menjadi penyebab saling mewarisi sejak masa
jahiliyah dan awal-awal perkembangan Islam, setelah Islam
berkembang yang ditandai kemenangan atas penaklukan
kota Makkah (fath makkah) sudah dihapus dengan
turunnya ayat-ayat waris yang datang sacara bergantian
sesuai konteks dan situasi masyarakatnya. Adopsi anak di
hapus, sumpah dan janji setia juga dihapus, alasan hijrah
dan persaudaraan juga dihapuskan dari ketentuan
kewarisan Islam. Kecuali alasan kekerabatan yang
kemudian diperluas pada kedua jalur laki-laki dan
perempuan. ayat-ayat al-Qur’an seperti pada surat al-Nisa’:
07, 11, 12, 176, surat al-Ahzab: 4-6), Surat al-Anfal: 72,
serta diperkuat dengan hadits Nabi sudah merubah tatanan
hukum kewarisan Islam menjadi lebih mementingkan
kerabat dan keluarga dan tolong menolong secara
sempurna.

Untuk itu, maka sejak Islam sudah berkembang
sampai sekarang, beberapa penyebab yang menjadi alasan
seseorang saling mewarisi  ditentukan  berdasarkan
hubungan kekerabatan yang tidak terbatas, hubungan
pernikahan, dan hubungan memerdekakan budak, serta
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hubungan seagama yang masih dalam perdebatan para
ulama’.

Hukum waris Islam sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya bersumber dari al-Qur’a>n, yang mana
sebagian dari ayat-ayat mengenai kewarisan tersebut sudah
jelas dan terperinci, begitu juga dilengkapi dengan hadith
Nabi baik sebagai penjelas, maupun sebagai perinci dari
ayat-ayat yang masih global. Sudah barang tentu meskipun
sudah ada dalam kedua sumber utama di atas, masih ada
kasus-kasus kewarisan yang membutuhkan perincian lebih
lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena itu
diperlukan campur tangan para pakar hukum untuk
berijtihad.

Berkaitan dengan hukum waris Islam yang tidak
secara langsung diperinci dalam al-Qur’a>n dan Hadith
adalah mengenai hubungan famili yang  menyebabkan
seseorang menjadi hubungan saling mewarisi satu sama
lain. Meskipun masih terdapat perdebatan yang belum
selesai sampai saat ini, literatur-literatur hukum Islam
biasanya menentukan bahwa seseorang dipandang
mempunyai hubungan kewarisan dikarenakan empat faktor,
yaitu faktor kekerabatan, faktor adanya perkawinan dengan
seseorang yang meninggal, faktor hubungan wala>", dan
yang banyak diperdebatkan adalah faktor hubungan
seagama, yaitu sama-sama beragama Islam.™

" Jala>l al- di>n al-Mahalli>, Sharh} Minha>j al-T}a>libi>n, Juz. 3
(Kairo: Da>r Thya>’ al-Kutub al-‘Araby>, t.th.), 136. Banyak juga
yang berpendapat hanya 3 macam, yaitu hubungan kerabat,
hubungan perkawinan, dan hubungan memerdekakan hamba, lihat
dalam Muhammad Abu Zahrah, Ahka>m al-Tarika>t wa al-
Mawa>ri>th (Kairo: Da>r al-Fikr al-‘ Arabi>, 1963), 79.
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1. Hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan ditentukan oleh hubungan
darah dengan orang yang melahirkannya. Pengetahuan
mengenai  hubungan darah dengan orang yang
melahirkan pada dasarnya diperoleh melalui garis ibu
sebagai orang yang melahirkannya. Tidak bisa dibantah
oleh siapa pun bahwa seorang anak yang lahir dari
rahim seorang ibu, bisa dipastikan bahwa si anak
mempunyai hubungan darah dengan ibu yang
melahirkannya, karena sudah barang pasti bibit yang
berkembang dalam rahim ibunya adalah bibit ibu yang
mengandung dengan bibit orang laki-laki (suami) yang
mencampurinya jika proses kehamilannya dengan cara
alamiah dan bukan bayi tabung.”

Dengan ditemukannya ibu yang mengandung dan
melahirkannya, maka secara otomatis antara yang
dilahirkan dengan ibunya terjalin hubungan kerabat,
begitu pula dengan orang lain yang dilahirkan oleh ibu
yang sama yang dalam susunan kekerabatan dikenal
dengan saudara, dan begitu seterusnya sampai ke
bawah. Sehingga secara sederhana dikenal dengan
sistem kerabat matrilineal, yaitu hubungan kerabat dari
garis ibu.

Pada tataran selanjutnya, mencari hubungan
kerabat dengan pihak laki-laki yang bersama-sama
dengan ibu menjadi bagian dari bercampurnya bibit
dalam rahim ibu. Yaitu pihak laki-laki yang menikah
secara sah dengan si ibu. Artinya untuk memastikan
bahwa seorang anak mempunyai hubungan kerabat
dengan laki-laki, maka harus dipastikan terlebih dahulu

" Yusu>f Mu>sa>, al-Tirkah wa al-Mi>ra>th fi al-Isla>m (Kairo:
Dar al-Ma'’rifah, 1967), 14.
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bahwa si laki-laki tersebut sudah menikah dengan
ibunya tersebut sehingga menyebabkan sang ibu hamil
dan melahirkannya. Jika benar demikian, maka laki-laki
itu dalam sistem kekerabatan disebut sebagai ayah atau
bapak.”

Sejatinya, seorang anak dapat dikaitkan punya
hubungan kekerabatan dengan bapak jika secara nyata
dapat dibuktikan bahwa bibit yang menyebabkan ibu
hamil dan melahirkan seorang anak merupakan
percampuran dua bibit dari ibu dan bapak. Inilah
penyebab hakiki hubungan kerabat antara seorang bapak
dengan anaknya. Namun untuk membuktikan penyebab
hakiki tersebut bukanlah hal yang mudah dan hampir
mustahil, karena itu para ulama’ menggantinya dengan
apa yang dikenal dalam istilah us}u>l figh sebagai
madzinnah.”’

Maz}innah atau yang dapat dimaknai sebagai
pertanda kuat ada percampuran dua bibit secara sah
dalam konteks kekerabatan anak dengan bapaknya oleh
para ulama ditetapkan dengan cara menikah yang sah
secara agama, dengan adanya maz}innah akad nikah
tersebut bisa dikatakan bahwa terdapat alasan yang kuat
antara anak dengan bapak mempunyai hubungan
kerabat.”

Konsekuwensinya, ketika ditemukan pertanda yang
kuat dengan cara akad nikah yang sah antara seorang
perempuan dengan laki-laki yang menyebabkan si
perempuan hamil dan melahirkan, maka hubungan
kerabat antara bapak dan anak serta orang lain dari

’® Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 176.
" Abd al-Wahha>b Khalla>f, llm Us}u>I al-Figh, cet. 8 (Kairo:
Maktabah al-Da’wah al-Isla>miyah, 2002), 65.
"8 Syarifuddin, Hukum Kewarisan, 176.
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bapak yang sama maka itulah hubungan kerabat yang
hakiki.

Dalam hadith Nabi dijelaskan bahwa seorang anak
yang sah ialah anak yang lahir melalui hubungan yang
dibina melalui akad nikah.”” Namun demikian para
ulama masih berdebat pula mengenai kekerabatan anak
dengan bapaknya. Perdebatannya seputar apakah untuk
menentukan kekerabatan anak dengan ayah cukup
dengan akad nikah atau harus ada bukti lainnya. Artinya
bahwa formalitas akad nikah belum bisa dijadikan
jaminan bahwa setelah akad tersebut antara laki-laki dan
perempuan  benar-benar  tinggal sekamar dan
berhubungan  biologis,  sehingga  menghasilkan
percampuran antara kedua bibit mereka.®

2. Hubungan perkawinan

Faktor lainnya selain faktor kekerabatan, adalah
faktor terjadinya perkawinan antara seorang laki dengan
perempuan yang menyebabkan di antara keduanya
saling mewarisi jika salah satunya dari keduanya
meninggal dunia. Penyebab kewarisan karena
perkawinan ini dijelaskan secara ekplisit dalam al-
Qur’a>n surat al-Nisa’: 12 yang merinci perolehan
suami (duda) jika ditinggal mati istrinya, atau
sebaliknya dengan bagian yang sudah ditentukan, sesuai
dengan keberadaan anak keduanya.

7 e - 1ol 0 05 Ul ke A 35 0 3R e A e i G Bl L
« Sl caaliad A3l 5, - Al adle 4l artinya: “Telah menceritakan
kepada kami Musaddad dari Yahya dari Syu’bah dari Muhammad
bin Ziyad bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah RA. dari Nabi
SAW. Bersabda: “Anak adalah bagi pemilik ranjang”.Teks hadith
dari Ibn Hajar al-‘Asqalani>, Fath al-Ba>ri> Sharh} S}ah}i>h al-
Bukha>ri>, Juz. 12 (Beirut: Da>r al-Kutub al-1imiah, 1989), 36.
8 Syarifuddin, Hukum Kewarisan, 177.
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Untuk lebih mempertegas mengenai hubungan
pernikahan antara suami istri yang nantinya akan
berimplikasi kepada sah atau tidaknya memperoleh
bagian warisan, maka para ulama’ menetapkan beberapa
ketentuan agar hubungan kewarisan suami istri dapat
diberlakukan. Ketentuan tersebut adalah, pertama antara
keduanya telah dilangsungkan akad nikah yang sah.
Menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia,
perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang
dilakukan hukum sesuai dengan agama dan keyakinan
masing-masing.®* Dengan adanya pasal dalam undang-
undang tersebut maka perkawinan seorang muslim
dinyatakan sah jika pernikahannya dilakukan sesuai
dengan ketentuan hukum Islam. Karena itu harus
dipenuhi segala persyaratan serta rukun perkawinan
sebagaimana telah digariskan oleh hukum Islam.

Kedua bahwa ketika salah satu pasangan antara
suami dan istri tersebut meninggal, di antara mereka
masih terikat dengan hubungan perkawinan yang utuh,
dalam artian belum bercerai kecuali ¢t}ala>q raj’i>, atau
masih dalam masa penantian ('iddah), karena dalam
kondisi dua hal tersebut seorang istri masih dapat
dibilang sebagai istri yang sah sehingga konsekuwensi
hukumnya juga mengikuti, termasuk perihal pemberian
nafkah dan harta waris.*

Perlu ditegaskan pada bagian ini bahwa yang
dimaksud hubungan perkawinan yang menyebabkan
salah satunya mendapatkan warisan adalah pernikahan

81 Lihat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2

ayat 1.

% Ibn al-Huma>m, Sharh} Fath} al-Qa>di>r (Mesir: Must}a>fa>
al-Bab al-Halabi>, 1970), 175., Lihat juga dalam Rafig, Figh
Mawaris, 45.
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yang sah (al-‘aqgd s}ah}i>h), yaitu pernikahan yang
dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat
pernikahan sesuai hukum Islam. termasuk dalam
hubungan pernikahan jika salah satu kedua suami/istri
meninggal sebelum berkumpul (gabl al-dukhu=>l). Hal
ini didasarkan kepada keumuman makna ayat pada surat
al-Nisa’: 12 dan hadith Nabi yang telah memberikan
bagian kepada seorang perempuan bernama Barwa’ bin
Washig karena suaminya meninggal dunia sebelum
melakukan hubungan suami istri.®

Berbeda dengan istri yang ditalag bain,®* maka ia
tidak mendapatkan warisan dari mantan suaminya
meskipun masih dalam masa iddah jika ketika ditalaq si
suami dalam kondisi sehat, ini pendapat syafi’iyah.
Namun menurut pendapat jumhur mantan istri yang
talag bain masih bisa menerima warisan.

Tidak saling mewarisi dua pasangan yang menikah
secara tidak sah (al-Nika>h al-Fa>sid) yang sudah
disepakati kefasidannya, seperti menikah tanpa saksi,
begitu juga pernikahan yang dusta(al-Ba>t}il) seperti
nikah mut’ah karena itu bukan pernikahan secara syar’i
dan pada dasarnya pernikahan mut’ah tersebut sama
halnya dengan tidak menikah.

Hubungan wala>" (memerdekakan budak)

Wala>" (memerdekakan budak) menjadi salah satu
penyebab seseorang memperoleh bagian harta waris.
Dalam kajian hukum Islam, wala>" ada dua macam,
yaitu wala>" ‘ata>qah dan wala>’ muwa>la>t.

8 Al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, 250

8 Talaq Bain adalah Talaq yang dijatuhkan suami kepada istrinya
yang implikasinya seorang suami tidak bisa ruju’ kembali dengan
istri yang sudah ditalag. Talaq bain ada 2 macam, bain syughra dan

kubra.
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Wala>" adalah kekerabatan yang diakibatkan oleh
terjadinya proses pemerdekaan budak (hamba) oleh
seseorang yang mempunyai harta. Setelah merdekanya
si budak, maka tuan yang memerdekakan berhak
mewarisi harta hambanya, jika budak tersebut
meninggal dan tidak ada ahli waris lain.*® Sedangkan
wala>" muwa>la>t adalah diakibatkan oleh adanya
tolong menolong dan perjanjian. Sistem seperti ini
merupakan sistem peninggalan masyarakat jahiliyah
yang pada masa awal Islam masih diakomodir oleh al-
Qur'an.®® Belakangan ini kemudian disepakati oleh
jumhur ulama’, kecuali mazhab hanafi, bahwa ayat
tersebut  sudah  dinasakh  dengan  ayat-ayat
mawa>ri>th.”

Berdasarkan sistem memerdekakan seseorang
budak dan juga perjanjian dengan sesama untuk saling
tolong menolong seseorang bisa menyebabkan yang
menolong memperoleh hubungan kewarisan jika yang
ditolong meninggal dunia terlebih dahulu. Mengenai
apakah berlaku sebaliknya, para ulama masih berbeda
pendapat.

Mengenai berapa bagian harta untuk orang yang
memerdekakan hamba (al-Mu tig/Mu 'tiqah), para
ulama sepakat seperenam dari harta peninggalannya,
sementara sisanya diberikan kepada ahli waris yang lain
sebagai penerima utama. Pada zaman sekarang
sebenarnya permasalahan perbudakan sudah bisa
dikatakan tidak terjadi lagi. Namun demikian hukum ini

8 Nas}r Fari>d Muhammad Wasl, Figh al-Mawa>ri>th wa al-
Wasiyyah fi> al-Shari>ah al-Isla>miyah, Dira>sah Muga>ranah,
(Kairo: Maktabah al-Taufigiyyah, 1995), 29
% Baca al-Qur’an, 4: 33.
87 Nas}r Fari>d Muhammad Wasl, Figh al-Mawa>ri>th...29
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sebenarnya memberikan langkah antisipatif bagi para
dermawan yang mempunyai harta agar dapat menolong
sesama jika terjadi perbudakan seperti zaman-zaman
sebelumnya.

Mengapa hanya dengan memerdekakan seorang
hamba, ia berhak untuk memperoleh bagian dalam
kewarisan, sebenarnya rahasianya terletak kepada
kemaslahatan yang diperoleh oleh hamba yang
ditolongnya, vyaitu berupa kenikmatan yang luar biasa
karena ia bisa menghirup kebebasan setelah sebelumnya
terbelenggu oleh majikannya karena terikat perbudakan.
Dengan adanya kemerdekaan itu sang hamba
memperoleh kesenangan karena telah dikembalikan
harkat dan martabat ‘“kemanusiaannya”, setelah
sebelumnya statusnya tidak ubahnya seperti binatang.®

Mengenai kewarisan wala>" al-muwa>lah, jumhur
ulama memandang bukan penyebab hubungan
kewarisan, alasannya karena kewarisan tidak dapat
dilakukan dengan cara kesepakatan dan sumpah setia,
sistem waris berdasarkan sumpah setia dan kesepakatan
tolong menolong menurut jumhur ulama adalah sistem
waris peninggalan Arab jahiliyah yang sudah dihapus
dengan datangnya sistem waris Islam, karena itu jumhur
ulama selain ulama’ hanafiyah tidak menjadikannya
sebagai penyebab seseorang saling mewarisi.*

4. Hubungan agama

Hubungan keimanan dan seagama dijadikan
sebagai dasar seseorang saling mewarisi satu sama lain,
terutama oleh kalangan wulama Syafi’iyah dan

8 Muhammad ‘Ali> al-S}a>bu>ni>, al-Mawa>ris fi al-Shari>ah
al-Isla>miyyah fi D}au’i al-Kita>b wa al-Sunnah (Kairo: Da>r al-
Hadi>th, tth.), 39.
8 Zahrah, Ahka>m al-Tarika>t, 80.
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Malikiyah. Dasar yang dipakai oleh pendapat ini adalah
hadith yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang
berbunyi:

A2 Bhs kel g 5 SR Ak Wls

u; ”L_;:UJ,;&;U;\;;N:}A;LMLZ}J;-&L:&J\
Juwu&wu&r‘w‘de‘d@“’

,‘ULG k_))/;/ g_b‘d&_))b

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdus
Salam bin ‘Atiq al-Damasqy; telah menceritakan kepada
kami Muhammad bin al-Mubarak; telah menceritakan
kepada kami Isma’il bin ‘Ayyas dari Yazid bin Hujr
dari Saleh bin Yahya bin al-Migdam dari bapaknya dari
kakeknya 1ia berkata: “saya pernah mendengar
Rasulullah SAW bersabda: “Saya adalah ahli waris bagi
orang yang tidak mempunyai ahli waris, saya membayar
dendanya, dan saya pun mewarisi dari padanya. (H R.
Abu Dawud).

Artinya bahwa jika ada orang yang meninggal dan
tidak ada seorangpun dari ahli waris yang berhak yang
masih hidup, maka Rasulullah yang bertindak sebagai
penerima warisannya, bukan untuk kepentingan pribadi
beliau namun untuk kepentingan Islam dan umat Islam,
ini yang dimaksud bahwa seiman dan seagama menjadi
penyebab seseorang saling mewarisi.

\\\
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BAGIAN 111
UNSUR-UNSUR DAN SYARAT KEWARISAN

Dalam literatur hukum Islam, unsur-unsur kewarisan
sering dikenal dengan “rukun”. Artinya bagian-bagian yang
karena keberadaannya pembagian harta waris bisa terlaksana
dengan baik dan lancar. Masing-masing unsur juga harus
memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sesuai dengan
hukum Islam. Unsur-unsur yang dimaksud adalah:

A. Pewaris (al-muwarrith)

Yaitu orang yang mewariskan hartanya. Bisa saja
berasal dari orang tua, kerabat, atau salah satu di antara
suami dan istri, dapat pula dikatakan bahwa pewaris itu
adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan
meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada
keluarganya yang masih hidup.*

Penjelasan mengenai siapa pewaris yang dimaksud
dapat dipelajari dari al-Qur’a>n surat al-Nisa’: 11 yang
merinci bahwa setidaknya terdapat beberapa kelompok ahli
waris dalam ayat tersebut, yaitu kelompok ahli waris anak
baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian
pewarisnya adalah bapak atau ibu mereka. Kelompok
lainnya adalah ahli waris ibu dan bapak, artinya bahwa
pewarisnya adalah terdiri dari anak laki-laki maupun
perempuan. Kemudian masing-masing kelompok yang ada
dikembangkan kepada ahli waris keturunannya ke bawah

% Syarifudin, Hukum Kewarisan, 204.
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dari kelompok anak dan generasi sebelumnya ke atas dari
kelompok ayah jika yang bersangkutan tidak ada.®*

Sementara pewaris dari suami atau istri dapat
dipahami dari surat yang sama pada ayat 12 yang secara
rinci mengurai bagian suami atau istri jika salah satunya
meninggal baik meninggalkan ahli waris lain maupun
tidak. Begitu juga pewaris dari kalangan kerabat dirinci
melalui ayat 12 surat al-Nisa’ yaitu kewarisan saudara-
saudara baik sendiri atau bersama-sama, saudara
sekandung, sebapak, dan seibu yang dipertegas dengan
surat yang sama pada ayat 176. Pengembangan ahli waris
diberlakukan juga terhadap keturunan mereka masing-
masing jika yang bersangkutan tidak ada.

Selanjutnya perlu ditegaskan di sini bahwa sekalipun
secara umum berkaitan dengan asal hubungan famili
pewaris sudah dapat ditentukan secara terperinci namun
yang penting diuraikan juga mengenai syarat seseorang
dipandang sebagai pewaris yang sah menurut pandangan
hukum Islam. Syarat tersebut adalah bahwa pewaris harus
sudah meninggal dunia secara hakiki, hukmi, maupun
secara taqdiri (dugaan kuat).”> Dalam hukum Islam tidak
ada istilah waris jika tidak karena ada seseorang yang
meninggal, karena pada hakikatnya kewarisan itu muncul
sebagai salah satu akibat dari kematian seseorang yang
meninggalkan harta.

Yang dimaksud meninggal secara haqgi>gi> ialah jika
seseorang secara nyata dan bisa disaksikan secara fisik
telah meninggal dunia, atau melalui hasil medis seseorang
tersebut sudah terpisah antara jasad dengan ruhnya.

°! Ibid., 205.
%2 al-Jundi>, al-Mira>th fi al- Shari>ah, 59., lihat juga dalam
Rofig, Figh Mawaris, 28-29.
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Sedangkan meninggal secara hukmi>, jika hakim
memutuskan atas kematian seseorang, misalnya ada
seseorang yang punya harta hilang dalam waktu yang lama
dan diajukan ke pengadilan, lalu hasil penelitian hakim
meyakini bahwa seseorang tersebut sudah meninggal
dunia, maka hartanya bisa dibagi. Sedangkan kematian
secara taqdi>ri> adalah menetapkan kematian seseorang
dengan cara dikira-kirakan. Misalnya tentang kematian
seseorang yang mendatangi suatu tempat yang sedang
dilanda perang, yang bisa mengancam keselamatan banyak
orang. Maka jika seseorang tersebut tidak pulang-pulang
dan tidak ada kabar beritanya, bisa saja ia secara perkiraan
dan dugaan kuat telah meninggal dunia.

B. Ahli waris (al-wa>ri>th)

Yaitu seseorang yang mempunyai hubungan kerabat
yang menyebabkan kewarisan sebagaimana telah
dijabarkan panjang lebar di atas, yaitu hubungan kerabat
(al-Qara>bah), hubungan perkawinan, dan hubungan
akibat memerdekakan hamba sahaya.”* Dengan adanya
hubungan kekerabatan, seseorang tidak berarti secara
otomatis menjadi ahli waris yang berhak memperoleh
bagian. la juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan
yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, persyaratan
tersebut adalah:*

1. Ahli waris dalam keadaan hidup ketika pewaris
meninggal dunia. Baik hidup dalam alam nyata di dunia
maupun masih dalam kandungan, hidup hukmi> namun
dapat dipastikan bahwa janin tersebut dalam kondisi
hidup.

% al-Jundi, al-Mira>th fi al- Shari>ah, 59.
% Wasl, Figh al-Mawa>ri>th, 30.
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2. Tidak terdapat halangan secara hukum untuk menerima
warisan, seperti diketahui ada beberapa halangan yang
menyebabkan seseorang gugur dari daftar ahli waris,
yaitu pembunuh pewaris, beda agama, terkait
perbudakan, dan yang masih diperselisihkan berbeda
warga negara.”

3. Tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang terhalang
(mahju>b) oleh ahli waris yang lebih dekat.

Berkaitan perincian ahli waris yang berhak menerima
bagian dapat dijelaskan secara ringkas dalam dua kategori,
yaitu kategori ahli waris nasabiyah dan kategori ahli waris
sababiyah. Ahli waris kategori pertama adalah mereka
yang berhak mendapatkan warisan dikarenakan adanya
hubungan darah dan kekerabatan dengan si pewaris, seperti
anak dan semua keturunannya baik laki-laki maupun
perempuan, bapak dan ibu dan semua nenek moyang ke
atas, serta saudara-saudara ke samping, para paman dan
bibi serta keturunannya yang laki-laki saja.*® Sedangkan
pada kategori kedua, yaitu sababiyah ahli waris yang
disebabkan terjadi perkawinan atau disebabkan adanya
hubungan memerdekakan hamba sahaya, maka seseorang
tersebut dapat menerima warisan.

C. Harta Waris (al-mi>ra>th)
Unsur harta merupakan unsur yang sangat penting
bahkan lebih penting dari dua unsur sebelumnya, karena

% Ulama lain berpandangan bahwa penyebab seseorang terhalang
untuk menerima warisan hanya tiga hal, pertama pembunuhan, kedua
perbedaan agama, dan ketiga beda negara, penyebab kedua dan
ketiga masih diperdebatkan antara menjadi penyebab dan bukan
penyebab menghalangi (al-Mawa>ni’u al-Irthi). Lihat dalam
Zahrah, Ahkam al-Tarikat, 92.
% al-Zuhaili>, al-Figh al-lsla>mi>, 250.
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meskipun dua unsur pewaris dan ahli waris ada dan
memenuhi syarat yang sudah ditetapkan, namun unsur
harta tidak ada, maka tidak akan terjadi kewarisan. Dalam
hukum Islam harta warisan dimaknai sebagai segala
sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum
dapat beralih kepada ahli warisnya.”’

Menurut al-Zuhaili, harta atau yang sering disebut, al-
Mi>ra>th, al-Irthu, dapat berupa harta maupun hak-hak
pewaris yang memungkinkan untuk diwariskan kepada ahli
warisnya.” Harta tersebut dapat berupa harta bergerak
maupun tidak bergerak yang dimiliki penuh oleh pewaris
maupun oleh wakilnya atau kuasanya.

Kalau dicermati lebih lanjut, al-Qur’an menggunakan
kata ma>, ketika menunjukkan barang atau sesuatu yang
dapat diberikan kepada ahli waris baik sedikit maupun
banyak. Kata “ma” dalam bahasa arab disebut sebagai
mausul yang bermakna sesuatu, dengan demikian sesuatu
yang bisa diwariskan menurut al-Qur’a>n adalah bersifat
umum.

Persyaratan harta peninggalan yang bisa dibagikan
kepada ahli warisnya antara lain dijelaskan oleh para ulama
sebagai harta yang sudah bersih (al-irth) dari hutang-
hutang pewaris, biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya
masa sakitnya, serta pelunasan hutang-hutangnya baik
hutang kepada sesama maupun kepada sang Pencipta, dan
yang tidak bisa dilupakan adalah dikurangi wasiat jika
pewaris membuat wasiat sebelum meninggal. Semua itu
dikenal dengan istilah hak-hak yang secara tertib harus
dipenuhi atas tirkah seseorang, masing-masing akan
dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

% Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 206.
% al-Zuhaili, Al-Figh al-Isla>mi>, 249.
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1. Pengurusan mayit (tajhi>z al-Mayit)

Para ulama’ sepakat bahwa pengurusan si mayit
merupakan satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh
orang yang masih hidup dengan fardu kifayah,
pembiayaan pengurusan janazah bisa diambilkan dari
peninggalan si mayit dengan kadar yang semestinya
tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu minimalis
(pelit) selama hartanya masih cukup. Pengurusan
janazah yang wajib hanyalah mengkafani, menshalati,
mengantarkan ke kubur serta menguburkan secara layak
sesuai dengan syariat Islam. Dalam hukum Islam kain
kafan yang sudah ditentukan adalah tiga lembar untuk
janazah laki-laki dan lima lembar untuk janazah
perempuan, terdiri dari kain katun. Boleh dari kain sutra
bagi perempuan jika tidak menimbulkan kesan hura-
hura dan foya-foya(isra>f terhadap harta warisan atau
bahkan berbahaya bagi si mayit.

Jika si mayit tidak meninggalkan harta sedikitpun,
maka biaya pengurusan janazah dibebankan ke baitul
maal sebagaimana pendapat mazhab Maliki. Sebagai
orang muslim si mayit berhak mendapatkan biaya
pengurusan janazah dari baitul maal. Berbeda dengan
mazhab Maliki, tiga imam mazhab yang lain, yaitu
syafi’i, hanafi, dan hambali membebankan biaya
pengurusan janazah kepada orang-orang yang kerabat
terdekat yang menjadi tanggungannya selama masih
hidupnya si mayit, misalnya kerabat dan familinya. Jika
tidak punya kerabat sama sekali baru diambilkan dari
baitul maal, jika baitul maal tidak ada dana, maka
kewajiban biaya ada pada pundak orang-orang kaya
kaum muslimin sebagai fardhu kifayah.*

% Nasr Farid M. Wasl, Figh al-Mawa>ris wa al-wasi>yyah, 96
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Hal di atas jika yang dimaksud untuk biaya
pengurusan janazah si mayit saja. Mengenai pengurusan
janazah orang yang menjadi tanggungan pemilik harta,
semisal kerabatnya yang fakir atau istrinya, maka biaya
pengurusan janazahnya harus juga diambilkan dari
peninggalan si mayit tadi. Orang yang menjadi
tanggungan si mayit dan punya hak atas peninggalannya
yang dimaksud menurut Syafi’iyah antara lain adalah
kerabat dekat yang fakir serta istri si pemilik harta, baik
istrinya orang miskin maupun orang kaya, maka ia tetap
diambilkan dari peninggalan suaminya, karena antara
keduanya saling mewarisi dan istri juga boleh
memandikannya, itu artinya bahwa setelah kematian
salah satu pihak suami atau istri, hubungan perkawinan
tetap berlangsung.

Sebaliknya, ulama’ Malikiyah berpendapat bahwa
orang yang menjadi tanggungan si mayit pada masa
hidupnya, biaya pengurusan jenazahnya tidak
diambilkan dari harta orang yang telah menanggung
hidupnya semasa masih hidup. Sedangkan Imam
Ahmad berpendapat sebagaimana pendapat mazhab
syafi’i, kecuali bagi istri, jika ia kaya maka biaya
pengurusan janazah diambil dari harta kekayaannya
sendiri, dan jika miskin, maka biayanya ditanggung oleh
ahli warisnya.*®

Dari sekian pendapat di atas yang paling kuat
adalah pendapat mazhab syafi’i karena hubungan
kekerabatan tidak akan terputus hanya karena kematian,
maka apa yang seharusnya dilakukan seseorang pada
masa hidupnya, seharusnya juga dilakukan setelah
matinya terutama terkait dengan pendistribusian harta

100 |pid., 97
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sebagai upaya memperlancar dan meneruskan tali
silaturrahmi dan tali kekerabatan secara bersamaan.
. Pelunasan Hutang jika ada

Hutang secara bahasa adalah suatu tanggungan
akibat pinjaman atau jual beli. Sedangkan menurut
istilah hutang adalah tanggungan yang wajib dibayarkan
sebagai ganti dari suatu yang sudah disepakati. Hutang
yang wajib dibayar kepada sesama manusia adalah
hutang hakiki, dikenal dengan dain al- ‘Ubad sementara
hutang yang harus dibayar kepada Allah adalah hutang
majazi, diistilahkan dengan dain Allah. Dain al-ibad
juga dibagi dua, ada dain ainiyah dan dain mutlagah.

Dari dua macam hutang di atas, kalangan ulama
berbeda pendapat mengenai hutang yang mana yang
harus didahulukan untuk diselesaikan, terutama jika
hartanya akan habis jika digunakan  untuk
menyelesaikan salah satu kewajiban atas harta. Ibn
Hazm dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa
penyelesaian hutang yang harus didahulukan adalam
hutang kepada Allah (dain Allah) seperti zakat, kaffarat.
Meskipun harta harus habis dibagi untuk membayar
hutang kepada Allah, maka dain Allah harus tetap
didahulukan, pendapat tersebut didasarka kepada hadith
nabi:

sl 51 sgb dllgiadl ( 2dy OF gl AN i
“Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar,
bayarlah hutang kepada Allah, la lebih berhak untuk
dibayar”
Sementara ulama’ hanafiyah lebih mendahulukan
hutang kepada manusia (dain al- ‘Iba>d), karena hutang
kepada Allah telah gugur dengan kematian seseorang,
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jadi hutangnya tidak perlu dibayar, *°* harta tirkah tidak
mengandung hutang kepada Allah, kecuali untuk tujuan
berdekah atau ada wasiat dari si mayit untuk
membayarkan hutang kepada Allah.'%

Menurut hanafiyah, kematian seseorang
menyebabkan gugurnya segala hutang piutang yang
belum terbayar kepada Allah, orang yang meninggal
sudah lepas dari kewajiban (takli>f), maka semua
kewajibannya sudah gugur dan urusan yang belum
dilakukan diserahkan kepada Allah di akhirat kelak.

Oleh karena itu, maka wulama’ hanafiyah
mendahulukan hak-hak sesama manusia dari pada hak
Allah jika kebetulan si mati sama-sama punya
tanggungan. Hal itu karena hutang kepada sesama
manusia lebih dibutuhkan oleh yang memberi hutang,
sementara Allah tidak membutuhkannya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hutang
kepada Allah tidak otomatis gugur dengan kematian
seseorang, namun penyelesaiannya diakhirkan dari
hutang kepada sesama manusia, bayar terlebih dahulu
dain al-ibad lalu bayarlah dain Allah secara tertib jika
hartanya masih tersisa. Hutang harus dibayar dengan
harta peninggalannya dengan cara berurutan seperti
telah dijelaskan meskipun harta tersebut harus habis
semua.'®

Menurut mazhab Hambali antara hutang kepada
Allah dan hutang kepada manusia adalah sama
derajatnya, jadi tidak ada salah satu yang harus
didahulukan dari yang lain, keduanya harus dibayar

101 51-Sayyid Sa>biq, Figh al-Sunnah, 1100
192 \Wasl, Figh al-Mawa>ri>th, 98
103 Ipid., 100
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secara bersamaan, dan jika hartanya tidak cukup maka
harus dibagi sesuai kadar hutangnya, artinya harus
sama-sama dibayar sesuai keadaan harta yang
ditinggalkan.

. Penyelesaian wasiat jika ada

Salah satu yang berhubungan dengan harta yang
harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembagian
harta adalah penyelesaian wasiat, jika orang yang
meninggal menulis atau menyampaikan wasiat. Wasiat
adalah  permintaan  terakhir ~ seseorang  untuk
dilaksanakan ketika ia sudah tiada setelah meninggal
nantinya.

Wasiat dianjurkan dalam upaya menutupi
kelemahan ekonomi dalam kehidupan seseorang yang
menerima wasiat baik dalam kondisi ia memahami atau
tidak. Maka dianjurkan bagi manusia untuk berbuat baik
(tabarruk) dengan sebagian harta yang dia miliki,
mengingat semua manusia membutuhkannya sebagai
salah satu tambahan perbuatan baik setelah
meninggalnya nanti. Sebagaimana Nabi SAW bersabda:

cvﬁluﬁ & 3L {&J\yi ez (&4; By & 0"

”V-:‘)—)}T C jT v.:iv’» G Lagains

Artinya: “sesungguhnya Allah SWT bersedekah
kepadamu dengan sepertiga hartamu sebagai tambahan
kebaikanmu, maka bersedekahlah sesuka hatimu”

Begitu juga al-Qur’an menyarankan agar seseorang
yang mendekati kematiannya agar berwasiat,
sebagaimana digambarkan dalam surat al-Bagarah: 180
sebagai berikut:
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Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di
antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia
meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-
bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah)
kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Namun demikian, menurut jumhur ulama’
kewajiban berwasiat untuk ahli waris sudah dihapus
(nasakh) dengan ayat-ayat tentang kewarisan, dan tetap
berlaku wasiat bagi para kerabat yang tidak termasuk
ahli waris.

Sementara kadar harta yang bisa dikeluarkan untuk
menutupi wasiat disepakati oleh para ulama sebesar-
besarnya sepertiga dari total harta setelah dibayar
hutang-hutangnya.'® Tentang hal ini banyak hadith nabi
yang bisa dibaca, antara lain:

PE 32 ) o aan e Bk Bhs i 4T Bhs
s J6 - we d oy — ol f 5 s e s 3
555 5h5 ¢ B Gl ekt — ey ale I o - )

shae I sy JB G 2 & 25y &k O
C;.Li.<<‘§>>JGQ§Q@@@T¢&\L]}L;\;&§.«

&Y }”‘*\3 CEBGEy J6 . E0B AL . « Yy J6 LA

104 al-Sayyid Sa>biq, Figh al-Sunnah, 1100
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Artinya: Telah bercerita kepada kami Abu Nu’aim
telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa’ad bin
Ibrahim dari ‘Amr bin Sa’ad dari Sa’ad bin Abi Waqash
RA. Berkata, Nabi SAW datang menjengukku (saat aku
sakit) ketika aku berada di Makkah. Dia tidak suka bila
meninggal dunia di negeri yang mana dia sudah
berhijrah darinya, berliau bersabda: “semoga Allah
marahmati Ibn ‘Afra’”. Aku katakan: ”wahai Rasulallah,
aku mau berwasiat, untuk menyerahkan seluruh
hartaku”, beliau bersabda: “jangan”. Aku katakan:
“Setengahnya”, beliau bersabda: “jangan”, aku katakan
lagi: “Sepertiganya”. Beliau bersabda: ya sepertiganya,
sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu
meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu
lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam
keadaan miskin, lalu mengemis kepada manusia dan
menengadahkan tangan mereka. Seungguhnya apa saja
yang kamu keluarkan berupa nafkah, itu termasuk
shadagah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan
ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah
mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada
manusia melalui dirimu atau memberikan mudharat
orang-orang yang lainnya”. Saat itu Sa’ad tidak
memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan.
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Mengenai hukum melaksanakan atau mengabaikan
wasiat menurut para ulama’ bisa wajib, sunnah, mubah,
dan makruh, dan bahkan bisa saja haram. Wasiat wajib
dilaksanakan jika berhubungan dengan hak Allah seperti
zakat, haji, dan sebagainya, atau hak manusia seperti
hutang.

Wasiat sunnah dilaksanakan kepada para kerabat
yang muhrim, tidak mampu secara ekonomi, orang yang
baik, bertagwa, dan kerabat yang menimba ilmu.
Melaksanakan wasiat haram hukumnya jika wasiatnya
mengarah kepada kemaksiatan, seperti minum khamr,
membangun gereja, dan tempat hiburan maksiat.
Sedangkan hukum makruh jika berwasiat untuk orang
fasik dan ahli maksiat.Pelaksanaan wasiat diambilkan
dari harta tersisa setelah dikurangi biaya pengurusan
janazah dan pembayaran hutang, bukan sepertiga dari
keseluruhan harta yang masih broto.

. Pembagian sisa harta waris

Jika setelah dilaksanakan beberapa hak dan
kewajiban atas harta peninggalan secara tertib di atas
masih tersisa harta, maka harta tersebut yang disebut
sebagai harta waris (al-1rth), yaitu harta yang sudah siap
dibagi dan sudah bersih. Karena itu langkah selanjutnya
adalah membagi harta tersebut kepada semua ahli waris
yang berhak. Untuk teknik pembagian, bagian, serta
metode perhitungannya akan dijelaskan pada bab lain
setelah ini.

Itulah beberapa unsur (rukun) kewarisan dalam Islam

yang mana satu sama lain saling dibutuhkan untuk
pelaksanaan hukum waris Islam, jika salah satu dari ketiga
rukun di atas tidak ada maka pembagian harta waris tidak
dapat dilakukan. Atau meskipun ketiga unsur tersebut
semuanya ada, akan tetapi ada salah satu syarat yang tidak
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terpenuhi, maka gugurlah pelaksanaan kewarisan,
sebagaimana telah dijabarkan secara panjang lebar di atas.

D. Penghalang Saling Mewarisi (al-Mawa>ni’ al-1rth)

Dalam hukum kewarisan Islam ada beberapa hal yang
dapat menggugurkan hak-hak ahli waris untuk menerima
warisan dari pewaris, sebagaimana dijelaskan secara
ringkas pada syarat-syarat ahli waris di atas. Pada bagian
ini dijelaskan kembali dengan lebih terperinci mengenai
hal-hal atau penghalang (al-Ha>il) yang dapat menjadikan
seseorang ahli waris tidak mendapat bagian warisan.

Secara mahasa  al-Mani’  berarti  al-Ha>il
(penghalang),  jama’nya  al-Mawa>ni”  (beberapa
penghalang), jika dimudhafkan dengan kata al-irth maka
menjadi  al-mawani’ al-Irth  (beberapa penghalang
kewarisan). Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang
menyebabkan seseorang kehilangan haknya secara hukum
karena terpenuhinya sebab-sebab yang mengarah kepada
adanya sesuatu tersebut pada diri seseorang tadi.'®®

Penghalang kewarisan tersebut yang disepakati ulama
figh adalah ada tiga macam, yaitu perbudakan (al-Riqq),
pembunuhan (al-Qatl), dan perbedaan agama (ikhtila>f al-
Di>n), dan selain yang tiga di atas masih menjadi
perdebatan di kalangan para ulama’. Penghalang kewarisan
yang dimaksud adakalanya menghalangi seseorang
menerima warisan dan ada juga yang terhalang diwarisi
hartanya. Untuk lebih jelasnya masing-masing akan
dijelaskan secara lebih rinci.

1. Perbudakan
Munculnya perbudakan (al-Riqq) sebagai
penghalang mendapatkan warisan, tidak lepas dari

105 Al-Zuhaili, al-Figh al-Islami..254
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kondisi sosial budaya masyarakat masa Nabi yang
sudah memberlakukan sistem perbudakan, sebagai
akibat dari adanya peperangan. Banyak di antara
prajurit yang kalah perang kemudian ditawan dan
dijadikan sebagai budak. Implikasi adanya perbudakan
tersebut adalah hilangnya hak-hak kemanusiaan dari
seseorang tersebut, hak untuk merdeka, dan hak untuk
bebas, sehingga manusia tak ubahnya seperti barang
yang dimiliki seutuhnya oleh sang tuan.

Dalam salah satu ayat al-Qur’an Allah SWT.
berfirman terkait dengan adanya perbudakan saat itu,
yang kemudian dijadikan sebagai dasar halangan
mendapatkan warisan bagi seorang budak jika tuannya
meninggal dunia.

2 727’ o <~ o T~ 2 % T2t (Zon f;, 2% PR
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Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan
seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat
bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami
beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan
sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara
terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji
Hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada
mengetahui.

Ayat di atas dipahami para ulama sebagai ayat
yang membuat seorang hamba (budak) tidak dapat
mewarisi dan juga tidak bisa diwarisi oleh kerabatnya.
Karena budak dipandang sebagai orang yang tidak
mampu mengelola harta bendanya bahkan dirinya
sendiri juga tidak punya kekuatan apa-apa. Seorang
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budak terhalang mewarisi dan diwarisi hartanya
setidaknya karena dua hal, pertama karena ia
dipandang sebagai benda milik tuannya, karena itu dia
terhalang menerima bagian. Kedua seorang budak
tidak punya kekuasaan atas diri dan hartanya, karena
itu ia tidak bisa mewariskan hartanya kepada
kerabatnya meskipun ada, karena secara umum dia dan
hartanya adalah milik tuannya.

Pada dasarnya Islam tidak membiarkan adanya
perbudakan tetap terjadi di dunia manapun, karena itu
Islam menganjurkan agar setiap budak dimerdekakan,
karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan
nilai-nalai persamaan hak sesama manusia. Salah satu
ide Islam membebaskan perbudakan dari muka bumi
yaitu dengan diberlakukannya hukuman bagi
pelanggar hukum untuk menebus kesalahannya dengan
cara memerdekakan hamba sahaya yang mukmin
(tahri>r ragabah mu’minah). Seperti hukuman bagi
orang yang membunuh orang muslim lain karena salah
(al-Qatl al-Khata’), maka salah satu hukumannya
dengan memerdekakan hamba sahaya yang mukmin.
Itu tidak lain kecuali dalam rangka menghapus sistem
perbudakan dari muka bumi.

Pandangan bahwa seorang budak tidak bisa
mewarisi harta tuannya jika tuannya meninggal
duluan, bukan karena faktor kemanusiaannya sebagai
manusia, namun lebih karena ia secara formal sebagai
budak dari seorang tuan. Budak itu statusnya sebagai
harta tuannya, maka ia tidak bisa bertindak sebagai
ahli waris dari tuannya. Begitu juga sebaliknya, ia juga
tidak bisa diposisikan sebagai pewaris jika meninggal
dunia dan meninggalkan harta, karena diri budak itu
dan termasuk hartanya merupakan milik tuannya. Di
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sisi lain seorang budak juga terputus hubungan
kekerabatannya dengan kerabat kandungnya, baik
orang tua maupun saudara-saudaranya.

Dalam  qaul jadidnya, mazhab  Syafi’i
mengecualikan budak mub’ad, yaitu budak yang
separuh badannya masih milik tuannya dan separuh
lainnya sudah merdeka. Budak mub ‘ad dapat mewarisi
hartanya yang diperoleh dengan separuh statusnya
yang merdeka, ahli warisnya bisa menerima sebagian
hartanya sebagai warisannya. Begitu juga dengan
pendapat Hambali, bahwa budak mub’ad sebagiannya
sudah merdeka, oleh sebab itu maka ia dapat menerima
dan memberikan warisan sesuai kadar merdekanya.

Lain halnya dengan budak muka>tab, yaitu budak
yang berusaha memerdekakan dirinya sendiri dengan
cara melakukan perjanjian dengan tuannya untuk
menebus dirinya dengan cara menyicil. Meskipun dia
sudah ada perjanjian akan memerdekakan dirinya,
sehingga menjadi budak tidak penuh, namun dia tetap
tidak bisa mewarisi dan diwarisi hartanya, kecuali ia
memiliki separuh harta yang sudah dijanjikan kepada
tuannya, jika tidak maka kembali kepada posisi
semula, vyaitu tidak bisa mewarisi dan diwarisi
hartanya.

Pembunuhan

Para Ulama’ sepakat bahwa ahli waris yang
membunuh pewaris terhalang untuk menerima
warisan. Hal tersebut didasarkan kepada hadith Nabi
yang berbunyi:

Slpe P
Artinya: Tidak ada warisan seseorang yang telah

membunuh pewaris.
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Karena ia ingin menyegerakan kewarisan
sebelum waktunya, maka ia dihukum dengan
keharaman memperoleh warisan sebagai balasannnya.
Namun demikian para ulama’ berbeda pendapat
mengenai macam pembunuhan yang menyebabkan
ahli waris terhalang untuk menerima warisan. Ulama’
Syafi’iyah  berpendapat bahwa semua macam
pembunuhan dapat menghalangi seseorang untuk
mendapatkan warisan, baik pembunuhan sengaja, semi
sengaja, pembunuhan tersalah, langsung atau tidak
langsung, bahkan pembunuhan yang hak, seperti
algojo dan sebagainya. Hal tersebut didasarkan kepada
keumuman teks hadith Nabi di atas.'®

Imam Hambali berpendapat bahwa pembunuhan
yang menghalangi kewarisan adalah pembunuhan
yang dilarang (ghair al-Haq) saja, baik itu
pembunuhan sengaja, semi sengaja, atau pembunuhan
tidak sengaja, baik itu pembunuhan yang berujung
qishas, kafarat, maupun diyat. Sedangkan ulama’
Hanafiyah berpendapat adalah pembunuhan yang
diharamkan (al-Qatl al-Hara>m), meliputi
pembunUhan yang berakibat hukuman gishas dan
kaffarat, seperti pembunuhan sengaja, dan semi
sengaja, atau seumpanya. Pembunuhan yang berakibat
hukum gishas menurut hanafiyah adalah pembunuhan
yang disengaja, sedangkan pembunuhan yang
berakibat kaffarat adalah pembunuhan semi sengaja
(shibh al-Khata’).

Selain macam pembunuhan di atas, menurut
pendapat Hanafiyah tidak menghalangi seseorang

106 Al-Zuhaili, al-Figh al-Isla>mi>, 262
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untuk memperoleh warisan, seperti pembunuhan
secara hak, pembunuhan tidak langsung, pembunuhan
karena terpaksa (uzur), dan pembunuhan yang
dilakukan oleh anak yang belum baligh atau gila.
Semua macam pembunuhan  tersebut  tidak
menghalangi kewarisan. Jika seorang bapak dengan
sengaja membunuh anaknya sendiri, maka ia tidak
dapat mewarisi harta anak yang dibunuhnya,
meskipun dia tidak kena hukuman gishas atau
kaffarat, karena pada dasarnya hukuman bagi
pembunuh secara sengaja itu adalah gishas, namun
khusus kasus bapak tidak dikenai qishas karena
digugurkan dengan hadith nabi ya:

g A e 4B g of y Kot s
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu
Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada
kami Abu Khalid al-A’mar darai Hajjaj dari Amru bin
Syuaib dari Ayahnya dari kakeknya dari Umar bin
Khattab, ia berkata: “aku mendengar Rasulullah SAW
bersabda: “orang tua ridak dibunuh (qishas) karena
pembunuhan terhadap anaknya”.

Sedangkan menurut ulama’ kalangan Maliki
berpendapat bahwa pembunuhan vyang dapat
menghilangkan hak seseorang untuk mendapat warisan
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adalah pembunuhan sengaja dan terencana, baik
langsung atau memanfaatkan pihak lain, yang
menyuruh dan eksekutornya, yang membantu
pelaksanaan pembunuhan tersebut baik secara material
maupun logistik lainnya, membunuh  dengan
meletakkan racun pada makanan dan minuman, orang
yang membantu menggali kuburnya, orang yang
menaruh batu ditengah jalannya, lalu pewaris mati
karena menabrak batu tersebut, dan sebagainya,
termasuk  orang-orang yang terhalang  untuk
mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh.'”’
Pembunuhan karena salah tidak termasuk dalam
kategori ini, artinya bahwa pembunuhan karena ada
kesalahan dan bukan kesengajaan tidak menghalangi
kewarisan.

Kesimpulannya bahwa para ulama’ sepakat
bahwa pembunuhan terhadap pewaris dapat
menghalangi ahli waris dari memperoleh bagian
kewarisan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai
jenis pembunuhan dari sekian macam pembunuhan
yang sudah dijelaskan.

3. Perbedaan Agama

Perbedaan agama menjadi salah satu penyebab
tidak saling mewarisi antara pewaris dan ahli
warisnya. Dan hal ini sudah disepakati oleh para
ulama’ terutama ulama’ mazhab yang empat. Maka
orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir,
dan begitu juga sebaliknya, baik karena hubungan
kerabat maupun hubungan perkawinan. Kesepakatan

107 Ibid., 262
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ulama’ tersebut dibangun berdasarkan beberapa hadith
Nabi SAW:

e G P I R gl o o e AT G
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu
‘Ashim dari ibn Juraijdari Ibnu Syihab dari Ali bin
Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid
RA, Nabi SAW bersabda: “Orang muslim tidak

mewarisi orang Kkafir, dan orang kafir tidak mewarisi
orang muslim”.(HR. Bukhory)
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami
Muhammad bin Rumh, telah memberitakan kepada
kami Ibn Lahi’ah dari Khalid bin Yazid bahwa
Mutsanna bin Ash Shabbah mengabarinya dari ‘Amru
bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya
Rasulullah SAW bersabda: “Pemeluk dua agama (yang
berlainan) tidak boleh saling mewarisi”. (HR. Ibn
Majah).

Meskipun demikian ada juga yang berpendapat
bahwa orang muslim dapat mewarisi dari keluarganya
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yang non muslim, dan tidak sebaliknya.'®
Sebagaimana orang muslim boleh menikahi wanita
non muslim, dan juga tidak boleh pria non muslim
menikahi muslimah. Pendapat ini dimunculkan oleh
Muaz dan Muawiyah, serta yang lainnya dengan dasar
bahwa Islam itu unggul dan tidak ada yang
mengunggulinya. Begitu juga dengan Imam Ahmad,
bahwa seorang muslim dapat mewarisi harta hambanya
yang non muslim, berdasarkan keumuman lafadz
hadith al-Wala>" liman a’taga (hamba sahaya yang
dimerdekakan itu milik tuan).

Ulama’ berpendapat tentang ahli waris yang
awalnya non muslim lalu masuk Islam setelah
kematian pewaris yang muslim, begitu juga dengan
pewarisnya non muslim. Dalam kasus yang seperti itu,
jumhur wulama’ sepakat bahwa yang menjadi
pertimbangan hukum adalah saat kematian pewaris
yang muslim tersebut. Apabila saat pewaris yang
muslim ahli waris tersebut belum masuk Islam dan
baru masuk Islam setelah itu meskipun pembagian
warisan belum atau sudah dilakukan, maka ahli waris
seperti itu tidak dapat menerima bagian. Sebaliknya
jika pewaris dan ahli waris sama-sama non muslim,
dan ahli waris lalu masuk Islam, maka ia tetap
mendapatkan bagian meskipun masuk Islamnya
sebelum atau sesudah pembagian warisan.'”

Sebagian yang lain mengatakan bahwa jika ada
kasus seperti di atas, maka yang menjadi patokan
adalah waktu pembagian harta, jika ada ahli waris

108 Al-Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Kairo: Dar al-Hadith, 2003),
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109 Abdullah al-Abbady, Syarah Bida>yat al-Muijtahid wa Niha>yat
al-Mugtas}id, Jilid 4 (Kairo: Dar al-Salam, 1995), 2090.
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seseorang yang masuk Islam sebelum pembagian
warisan, maka ia mendapat bagian.

Mengenai kewarisan orang murtad (orang Islam
yang menyeberang ke agama lain selain Islam, atau
memilih tidak beragama) para ulama’ sepakat tidak
menerima warisan baik laki-laki maupun perempuan,
tidak dari orang muslim dan tidak pula dari orang
kafir, karena dengan berbuat murtad dia sebenarnya
sedang menjadikan dirinya kehilangan pendukung dari
semua pihak. Namun demikian ulama’ Hambali
mengecualikan orang murtad yang kembali masuk
Islam sebelum pembagian warisan dilaksanakan tetap
mendapat bagian.

Bagaimana dengan harta peninggalan orang
murtad, mau dikemanakan harta tersebut, dan siapa
yang berhak memanfaatkanya, dalam hal ini terdapat
perbedaan ulama’ dalam menyikapinya.

Pertama, jumhur ulama’ (maliki, syafi’i, dan
hambali) berpendapat bahwa semua harta waris yang
ditinggalkan olenh orang muslim yang murtadz
diserahkan ke baitul maal sebagai harta fai’, baik
hartanya diperoleh ketika masih muslim atau
setelahnya. Menurut pendapat ini, seorang muslim
yang murtadz kedudukannya sama dengan non muslim
yang asli. Dengan kemurtadzannya dia sama halnya
dengan memerangi Islam, oleh karena itu hartanya di
sita sebagai rampasan perang. Itu jika meninggalnya
dalam kondisi murtadz, jika belum meninggal, maka
hartanya ditangguhkan dan ditunggu jika kembali ke
agama Islam, maka hartanya diserahkan kembali
kepadanya.

Kedua, pendapat ulama’ Hanafiyah mengatakan
bahwa harta orang laki-laki murtadz yang diperoleh
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selama masih beragama Islam, diwarisi kaum

muslimin, sedangkan harta yang diperoleh setelah

murtadz di sita sebagai harta fai’i dan diberikan ke
baitul maal. Sementara harta perempuan murtadz
hartanya diberikan kepada kaum muslimin.

Bagaimana jika salah satu pasangan suami istri
murtadz, menurut ulama Hambali jika salah satu
pasangan suami Istri murtadz sebelum berkumpul
(gabl al-dukhu>I) maka  secara  otomatis
pernikahannya batal waktu itu juga, karena itu jika
salah satunya meninggal, maka tidak boleh saling
mewarisi satu sama lain. Jika murtadznya sesudah
berkumpul, maka hendaknya segera bercerai lalu
menunggu masa iddah, jika dalam masa tunggu (iddah)
ada yang meninggal maka tidak ada saling mewarisi.

Sama halnya dengan kewarisan orang murtadz,
para ulama selain Maliki memandang orang zindi>q
juga tidak saling mewarisi. Orang zindi>q adalah
seseorang yang menampakkan keislamannya dan pada
waktu yang sama juga menyembunyikan kekafirannya.
Pada zaman Rasulullah orang seperti itu dikenal
dengan munafik. Harta peninggalan Zindiq menurut
Syafi’i dan Hambali  diserahkan ke baitul maal,
sedangkan menurut Maliki orang zindiq dapat
mewarisi  jika menampakkan keislamannya, dan
hartanya diberikan kepada kaum muslimin.

Di samping tiga hal yang menjadi penghalang
kewarisan dan disepakati para ulama’, juga ada beberapa
penghalang lainnya yang masih  diperselisihkan,
penghalang-penghalang tersebut antara lain perbedaan
kewarganegaraan.Yang dimaksud adalah  perbedaan
kewarganegaraan, bukan perbedaan negara. Jika ada dua
orang saudara yang sama-sama muslim dan tinggal di dua

115



negara yang berbeda, maka antara keduanya tetap saling
mewarisi, itu pendapat jumhur ulama’. Berbeda dengan
ulama kebanyakan wulama’ Hanafiyah menjadikan
perbedaan kewarganegaraan sebagai salah satu penghalang
selain perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.

Pengikut Ulama’ Hanafiyah juga menjadikan
samarnya waktu kematian seseorang penghalang untuk
saling mewarisi, seperti keluarga yang meninggal dalam
tragedi kebakaran, karena musibah banjir besar, peperangan
yang berkecamuk, dan sebagainya, mereka beranggapan
bahwa tidak boleh saling mewarisi dalam kondisi ragu-ragu
mengenai kematian seseorang, apalagi hidupnya seorang
ahli waris saat kematian pewaris menjadi syarat menerima
warisan.

Sebagian ulama haniyah yang lain juga menjadikan
samarnya ahli waris sebagai penghalang kewarisan. Semisal
ada seorang perempuan melahirkan bersama anaknya di
satu ruangan, lalu meninggal dalam kondisi anaknya tidak
diketahui (samar) yang mana anak yang dilahirkan oleh
perempuan itu karena rancu dengan anak dari anaknya tadi.
Maka Kkedua anak tersebut sama-sama tidak dapat
mewarisi."*°

Berbeda dengan ulama’ Hanafiyah, golongan ulama
malikiyah menyebutkan sedikitnya ada 10 penghalang
kewarisan, tiga di antaranya sudah disebutkan di atas, yaitu,
perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Selain
tiga yang sudah disebutkan, juga anak li’an, anak zina,
adanya keraguan tentang kematian pewaris, anak yang
masih dalam kandungan, adanya keraguan tentang
hidupnya anak yang baru lahir, adanya kerancuan tentang
waktu kematian pewaris dan ahli waris, serta adanya

10 Al-Zuhaili, al-Figh al-Isla>mi> wa Adillatuh, Jilid 8, 255
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kerancuan mengenai jenis kelamin (banci). Semua itu
menurut ulama’ Malikiyah menjadi penghalang bagi
dibagikannya kewarisan kepada para ahli waris.''*

Dari beberapa ulasan dan pendapat ulama’ mazhab
yang empat, dapat disimpulkan bahwa penghalang
kewarisan (al-Mawa>ni’ al-Irthi) yang telah disepakati
terdapat tiga penghalang yang terkenal, yaitu perbudakan,
pembunuhan sengaja, dan berlainan agama. Sementara
penghalang-penghalang yang lain yang sudah dijelaskan
secara lebih rinci di atas, masih terjadi perbedaan pendapat
di kalangan pendukung mazhab masing-masing dari zaman
empat mazhab terdahulu sampai para pendukung masing-
masing yang masih bertahan sampai sekarang.

“ 1bid., 256
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BAGIAN IV
MACAM-MACAM AHLI WARIS

Ahli waris dalam bahasa arab dikenal dengan al-warith,
yaitu orang yang berhak menerima harta warisan yang
ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Orang-
orang yang masuk ke daftar ahli waris sudah ditentukan
keberadaannya secara ijbari melalui aturan-aturan normatif
baik dari al-Qur’an dan hadith maupun dari hasil penafsiran
atas kedua sumber di atas. Dengan demikian tidak seorangpun
bisa mengupayakan untuk masuk menjadi anggota ahli waris
dari seseorang dan juga sebaliknya. Tidak ada seseorang yang
bisa menghapus atau menghilangkan hak seseorang untuk
keluar dari daftar ahli waris yang sah.

Seperti telah dijelaskan pada bagian lain, bahwa
seseorang yang termasuk dalam daftar ahli waris karena
adanya hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan dan
hubungan kerabat karena memerdekakan hamba sahaya.
Adanya faktor hubungan kekerabatan tersebut juga belum
cukup menjadikan seseorang berhak menerima warisan jika
belum terpenuhi syarat-syarat menjadi ahli waris. Syarat-
syarat tersebut adalah: 1) ahli waris tersebut dalam keadaan
hidup saat kematian pewaris, 2) tidak dalam kondisi terhalang
untuk menerima warisan, dan 3) tidak tertutup (mahjub)
kedudukannya oleh ahli waris lain yang lebih dekat.

Untuk lebih rincinya penjelasan mengenai ahli waris pada
bagian ini akan dikelompokkan beberapa macam ahli waris
dari berbagai sudut pandang, guna mempermudah dalam
mengingatnya. Secara garis besar akan dikelompokkan
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berdasarkan hubungan kekerabatan, dan berdasarkan kadar
yang diperoleh oleh ahli waris.

A. Kelompok Ahli Waris Berdasarkan Hubungan
Kekerabatan
1. Ahli Waris Nasabiyah

Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang
menerima warisan karena mereka memiliki hubungan
darah dengan si mati, yaitu hubungan nasab atau
keturunan, baik ke bawah, ke atas, maupun ke samping.
Ahli waris nasabiyah semuanya berjumlah 20 orang jika
diperinci baik dari kelompok laki-laki maupun
kelompok perempuan. laki-laki 13 orang dan
perempuan 8 orang.

Kelompok ahli waris nasabiyah yang laki-laki
secara berurutan dapat disebutkan secara terperinci
sebagai berikut:

1) Anak laki-laki (al-1bn)

2) Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki (Ibn al-1bn)
3) Bapak (al-Abb)

4) Kakek dari garis bapak dan seterusnya ke atas (al-

Jadd)

5) Saudara laki-laki sekandung (al-akh al-shagi>q)

6) Saudara laki-laki sebapak (al-Akh li Abb)

7) Saudara laki-laki seibu (al-Akh li Umm)

8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (ibn al-

Akh al-Shagi>q)

9) Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak (ibn al-

Akh li Abb)

10) Paman sekandung (al- ‘Amm al-Shaqi>q)
11) Paman sebapak (al- ‘Amm li Ab)
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12) Anak laki-laki paman sekandung (ibn al-‘Amm al-
Shagi>q)

13) Anak laki-laki paman sebapak (lbn al-‘Amm li
Abb)

Sedangkan Ahli waris kelompok perempuan dari
golongan nasabiyah terdapat 8 ahli waris jika diperinci,
mereka adalah:

1) Anak Perempuan (al-Bint)

2) Cucu perempuan keturunan laki-laki dan seterusnya
ke bawah (bint al-Ibn wa in nazal)

3) Ibu (al-umm)

4) Nenek garis ibu (al-jaddah min al-umm)

5) Nenek garis bapak (al-jaddah min al-Ab)

6) Saudara Perempuan sekandung (al-Ukht al-

Shagi>qah)

7) Saudara Perempuan Sebapak (al-Ukht li Ab)
8) Saudara Perempuan seibu (al-Ukht li umm)

Urutan-urutan pada nomor daftar ahli waris
nasabiyah di atas menandakan jauh dekatnya hubungan
kekerabatan ahli waris terhadap si mati. Karena itu
biasanya ahli waris pada urutan awal akan selalu
mendapatkan bagian dan dalam sistem hijab-mahjub
biasanya yang dekat akan menutupi ahli waris yang
lebih jauh.

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap ahli
waris nasabiyan  maka bisa dikelompokkan lagi
berdasarkan jauh dekatnya ahli waris dengan al-
marhum, yaitu ahli waris yang tergabung dalam furu’
al-wa>rith, kelompok ahli waris Us}u>l al-Wa>ri>th,
dan kelompok al-Hawa>shi>.

Kelompok furu’ al-Warith adalah terdiri dari
keturunan al-marhum mulai dari anak sampai ke bawah,
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kelompok ini adalah kelompok ahli waris cabang yang
kedudukannya paling dekat dengan al-marhum, karena
menjadi  kelompok terdekat, maka dalam hal
penerimaan warisan kelompok ini didahulukan dari
kelompok lainnya. Karena semua manusia bekerja tidak
lain untuk kebutuhan anak-anaknya. Mereka adalah:
1) Anak laki-laki
2) Anak perempuan,
3) Cucu laki-laki garis keturunan laki-laki,
4) dan cucu perempuan garis keturunan laki-laki.
Sedangkan kelompok ahli waris us}u>| adalah para
orang tua dan leluhur dari almarhum. Kelompok ini dari
sisi kedekatannya dengan al-Marhum menempati posisi
kedua setelah kelompok furu’. Mereka adalah:
1) Bapak
2) lbu
3) Kakek garis bapak
4) dan nenek garis ibu
Kelompok terakhir adalah hawa>shi> yaitu
golongan kerabat samping mulai dari yang terdekat
sampai keturunannya. Mereka terdiri dari:
1) Saudara laki-laki sekandung
2) Saudara perempuan sekandung
3) Saudara laki-laki sebapak
4) Saudara perempuan sebapak
5) Saudara laki-laki seibu
6) Saudara perempuan seibu
7) Anak laki-laki saudara sekandung (ponaan)
8) Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
9) Paman sekandung
10) Paman sebapak
11) Anak paman sekandung
12) dan anak paman sebapak.
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2. Ahli Waris Sababiyah

Sesuai dengan namanya, ahli waris sababiyah
adalah para ahli waris yang kewarisannya didapat
karena ada sebab-sebab tertentu yang sesuai dengan
ketentuan syari’at. Sebagaimana diketahui bahwa salah
satu yang menyebabkan seseorang saling mewarisi
adalah karena adanya perkawinan yang sah dan adanya
hubungan wala’ atau memerdekakan hamba sahaya.
Oleh karena sebab-sebab itulah seseorang mendapatkan
warisan dan dapat memberikan warisan, ahli waris yang
seperti ini disebut ahli waris sababiyah.

Oleh karena itu ahli waris sababiyah ini tidak
terlalu banyak, yaitu:

a. Ahli waris sebab perkawinan, terdiri dari suami atau
istri saja

b. Ahli waris sebab memerdekakan hamba sahaya,
yaitu tuan (laki-laki atau perempuan) yang
memerdekakan hamba

c. Dan satu lagi menurut mazhab Hanafi, adalah ahli
waris yang menerima warisan disebabkan adanya
perjanjian dan tolong menolong antara dua belah
pihak.

Pada zaman sekarang di mana tertib administrasi
sangat digalakkan dalam semua bidang di semua negara,
maka pembuktian secara hitam di atas putih sangat
diperlukan. Seorang ahli waris sababiyah karena sebab
perkawinan, ia harus memiliki bukti-bukti tertulis
sebagai suami/istri yang sah menurut agama dan hukum
yang berlaku setempat agar dapat menerima bagian,
karena jika tidak, bisa saja gugur haknya untuk menjadi
ahli waris dari salah satu pihak.

Begitu juga dengan ahli waris yang disebabkan
oleh terjadinya memerdekakan hamba atau perjanjian
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dan tolong menolong, tentunya sangat dibutuhkan bukti-
bukti hukum dalam bentuk tertulis bahwa telah terjadi
perbuatan hukum di antara kedua belah pihak, sehingga
untuk memutuskan perolehannya tidak terlalu rumit.
Seorang yang sudah dimerdekakan oleh dermawan lalu
meninggal dan menyisakan harta, maka hartanya
sebagiannya merupakan warisan bagi dermawan yang
memerdekakannya. Begitu juga dua orang yang saling
mengikat janji untuk saling mewarisi.

Jika kedua kelompok ahli waris nasabiyah dan
sababiyah digabung berdasarkan jenis kelamin laki-laki
dan perempuan, maka akan terkumpul sejumlah 25 ahli
waris dengan perincian 15 ahli waris laki-laki dan 10
ahli waris perempuan. 15 ahli waris laki-laki tersebut
adalah:

1) Anak laki-laki (al-1bn)

2) Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki (Ibn al-Ibn)

3) Bapak (al-Abb)

4) Kakek dari garis bapak dan seterusnya ke atas (al-
Jadd)

5) Saudara laki-laki sekandung (al-akh al-shaqi>q)

6) Saudara laki-laki sebapak (al-Akh li Abb)

7) Saudara laki-laki seibu (al-Akh li Umm)

8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (ibn al-
Akh al-Shaqi>q)

9) Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak (ibn al-Akh
li Abb)

10) Paman sekandung (al- ‘4mm al-Shaqi>q)

11) Paman sebapak (al- ‘Amm li Ab)

12) Anak laki-laki paman sekandung (ibn al-‘Amm al-

Shaqgi>q)

13) Anak laki-laki paman sebapak (Ibn al-‘Amm li

Abb)
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14) Suami (al-Zauj)
15) Dermawan laki-laki yang memerdekakan hamba

(Maula> mu tiq

Sedangkan Ahli waris perempuan nasabiyah dan
sababiyah terdapat 10 ahli waris jika diperinci, mereka
adalah:

1) Anak Perempuan (al-Bint)

2) Cucu perempuan keturunan laki-laki dan
seterusnya ke bawah (bint al-lbn wa in nazal)

3) Ibu (al-umm)

4) Nenek garis ibu (al-jaddah min al-umm)

5) Nenek garis bapak (al-jaddah min al-Ab)

6) Saudara Perempuan sekandung(al-Ukht al-

Shagi>gah)

7) Saudara Perempuan Sebapak (al-Ukht li Ab)

8) Saudara Perempuan seibu (al-Ukht li umm)

9) Istri (al-Zaujah)

10) Dermawati yang memerdekakan hamba (Maula>

Mu’tigah)

Oleh karena masing-masing kelompok ahli waris
nasabiyah dan sababiyah di atas diperhatikan jauh
dekatnya ahli waris dengan al-marhum, maka jika 15
ahli waris laki-laki berkumpul dan semua ada tanpa
kehadiran ahli waris perempuan, yang mendapat bagian
hanyalah 3 orang saja, yaitu:

a. Bapak
b. Anak laki-laki
c. Suami

Jika 10 ahli waris perempuan berkumpul dan
semuanya ada tanpa dicampuri ahli waris laki-laki,
maka yang mendapatkan bagian harta hanyalah 5 ahli
waris saja, yaitu:

a. Anak Perempuan
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b. Cucu perempuan garis laki-laki
c. lbu

d. Saudara Perempuan kandung

e. lstri

Jika 25 ahli waris laki-laki dan perempuan
berkumpul dan semuanya ada, maka yang mendapatkan
bagian hanyalah 5 orang ahli waris saja, mereka adalah:

a. Anak Laki-laki

b. Anak Perempuan

c. Bapak

d. 1Ibu

e. Suami/lstrit*?

Bergugurannya para ahli waris dari hak menerima
bagian harta waris jika semuanya berkumpul dalam satu
keluarga tidak lain karena keadilan hukum kewarisan
Islam yang lebih mengutamakan kerabat yang lebih
dekat dari pada yang lain, di samping juga melihat masa
depan ahli waris dimana mereka yang masa depannya
masih panjanglah yang lebih diutamakan. Dan untuk
mewujudkan hal tersebut hukum Islam memberlakukan
sistem tertutup dan menutupi (hijab-mahju>b), dimana
ahli waris yang lebih dekat akan menutupi ahli waris
yang lebih jauh, dan pembahasan tentang hal ini akan
dijelaskan secara lebih detail pada bagian lain.

B. Kelompok Ahli Waris Berdasarkan Kadar Perolehan

Harta

1. Ahli waris penerima bagian tertentu(dhaw al-furu>d})

dan hak-haknya

12| jhat dalam Nasr Farid Muhammad Wasl, Figh al-Mawa>ri>th

wa al-was}iyyah fi> al-Shari>ah al-Isla>miyyah, Dira>sah
Muga>ranah, (Mesir: Dar al-Taufigiyah, t.th.), 160
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Anhli waris kelompok dhaw al-furu>d, adalah ahli
waris yang berhak mendapat bagian-bagian yang sudah
ditentukan(al-furu>d al-mugaddarah). Karena itu
sebelum merinci semua daftar ahli waris yang masuk
kategori kelompok ini perlu dijabarkan terlebih dahulu
mengenai apa yang dimaksud al-furu>d al-
mugaddarah. Istilah al-Furu>d} al-Mugaddarah
berasal dari dua kata, yaitu al-furud} kata jama’ dari
lafadz fard} dan kata mugaddarah kemudian kedua
kata tersebut digabung dalam susunan kalimat sifat
menyifati (na’at man’ut), dengan makna bagian-bagian
yang sudah ditentukan sesuai kitab Allah dan rasulnya.
Bagian-bagian yang sudah ditentukan tersebut ada 6

macam, yaitu:

a. Bagian setengah (al-Nisf) =1/2

b. Bagian sepertiga (al-thuluth) =1/3

c. Bagian seperempat (al-rub’u) =1/4

d. Bagian seperenam (al-sudus) =1/6

e. Bagian seperdelapan (thumun) =1/8

f.  Bagian duapertiga (Thulutha>ni) =2/3

Para ahli waris yang menerima salah satu bagian-
bagian yang sudah ditentukan di atas disebut sebagai
ashab al-furu>d atau sering juga di istilahkan dhaw al-
furu>d yang bermakna ahli waris penerima bagian-
bagian tertentu. Posisi ahli waris kelompok ini rata-rata
ditempati olen kalangan ahli waris perempuan,
meskipun juga sebagian ada yang laki-laki. Hal ini
mencerminkan besarnya perhatian Islam terhadap kaum
perempuan terutama untuk melindungi hak-haknya
dalam menerima harta waris. Sekaligus menafikan
sistem kewarisan masa jahiliyah yang sangat tidak
berpihak kepada kaum perempuan. oleh karena bagian-
bagian yang diperoleh kaum perempuan, maka tidak ada
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lagi yang berhak untuk mengurangi hak-hak perempuan
atas harta warisan, apalagi untuk meniadakannya,
mestinya sudah tidak ada ruang untuk mendzalimi kaum
perempuan dalam hal ini.

Agar lebih sistematis mengenai siapa saja ahli
waris yang termasuk kelompok dhaw al-Furu>d akan
diperinci semuanya sesuai dengan bagian-bagian yang
sudah ditentukan, yaitu:

Para ahli waris penerima bagian %

Para ahli waris penerima bagian % ada lima orang,
yaitu:

a.

1)
2)

3)
4)
5)

Anak Perempuan jika seorang

Cucu perempuan garis laki-laki jika seorang dan
tidak bersama anak perempuan

Suami jika tidak ada anak

Saudara perempuan sekandung jika seorang
Saudara perempuan sebapak jika seorang

Para ahli waris penerima bagian 1/3
Para ahli waris penerima bagian 1/3 ada tiga orang,
mereka adalah:

1)

2)

3)

Ibu, jika pewaris tidak punya anak/cucu, tidak
bersama 2 atau lebih saudara laki-laki atau
perempuan

Saudara-saudara seibu laki-laki atau perempuan
atau kedua-duanya (musha>rakah)

Kakek jika bersama seorang saudara atau lebih
(muga>samabh)

Para ahli waris penerima bagian 1/4
Para ahli waris penerima bagian 1/4 ada 2 orang,
mereka adalah:

1)
2)

Suami jika ada anak
Istri jika tidak ada anak atau cucu

Para ahli waris penerima bagian 1/6
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Para ahli waris penerima bagian 1/6 ada 7 orang ahli
waris, mereka adalah:
1) Bapak jika ada anak atau cucu garis laki-laki
2) Kakek jika ada anak atau cucu garis laki-laki
3) lbu jika ada anak atau dua saudara laki-
laki/perempuan atau lebih
4) Nenek garis ibu
5) Nenek garis bapak
6) Cucu perempuan jika bersama anak perempuan
7) Suadara perempuan sebapak jika bersama
saudara perempuan sekandung
e. Para ahli waris penerima bagian 1/8
Sedangkan ahli waris penerima bagian 1/8 ada
seorang ahli waris saja, yaitu istri yang ditinggal
mati suaminya dan meninggalkan anak atau cucu dan
seterusnya ke bawah. Bagian 1/8 untuk istri tersebut
berlaku bagi seorang istri atau beberapa istri mulai 2
sampai 4 istri, bagiannya tetap 1/8 lalu dibagi sama
rata sesuai jumlah istrinya. Dengan syarat bahwa istri
tersebut masih dalam tanggungan si mayit, atau
setidaknya masih dalam masa iddah untuk talak raj’i.
f. Para ahli waris penerima bagian 2/3
Para ahli waris penerima bagian 2/3 ada 3 orang ahli
waris, mereka adalah:
1) Dua orang anak perempuan atau lebih jika tidak
bersama anak laki-laki
2) Dua orang atau lebih cucu perempuan garis laki-
laki jika tidak bersama dengan cucu laki-laki
garis laki-laki
3) Dua saudara perempuan sebapak atau lebih jika
tidak bersama saudara laki-laki sebapak
Perlu ditegaskan di bagian ini bahwa sebagian para
ahli waris penerima bagian-bagian tertentu (dhaw al-
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furu>d) adakalanya yang menjadi ahli waris penerima
bagian tertentu saja dan tidak pernah menerima bagian
sisa (‘as}abah), namun sebagian yang lain ada yang
dalam satu kondisi menerima bagian tertentu dan pada
kondisi yang berbeda menerima bagian sisa sebagai ahli
waris dhaw al- ‘asabah karena dengan dirinya sendiri
(‘asabah bi nafsih), ada juga yang menerima bagian
tertentu dan dalam kondisi yang lain menerima sisa
karena orang lain (‘4sYabah ma’a al-ghair).**®

Mereka ahli waris yang hanya sebagai penerima
bagian tertentu adalah Istri/suami, saudara perempuan
seibu, ibu, nenek. Sedangkan bapak, kakek adakalanya
sebagai penerima sisa karena dirinya sendiri (‘as}abah
bi nafsih) jika pewaris tidak punya keturunan laki-laki
sama sekali, meskipun ada keturunan perempuan.
Saudara perempuan sekandung menerima bagian sisa
karena bersama dengan suadara laki-laki sekandung
atau sebapak, seperti halnya juga anak perempun
kandung mendapat bagian sisa jika bersama dengan
anak laki-laki kandung, dan berlaku demikian juga
terhadap cucu perempuan jika bersama dengan cucu
laki-laki.

2. Ahli waris penerima sisa (dhaw al- ‘4stabah) dan hak-

haknya

Ahli waris dhaw al- ‘asabah adalah ahli waris yang
berhak menerima sisa(‘asabah) harta setelah dibagikan
kepada ahli waris dhaw al-furu>d}, urutan
pembagiannya adalah setelah harta dibagi kepada ahli
waris penerima bagian tertentu dan masih ada sisa harta,
maka sisa harta tersebut merupakan hak ahli waris

13 Mohammad Abu Zahrah, Ahka>m al-Tari>ka>t wa al-
Mawa>ri>th, (Kairo: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, 1963), 149
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penerima sisa. Perlu ditegaskan di sini bahwa meskipun
bagian ahli waris penerima sisa menunggu pembagian
ahli waris dhaw al-furud, tidak berarti bahwa derajat
kedekatan ahli waris ‘asabah lebih rendah dari dhaw al-
furu>d}, melainkan hanya dalam urutan pembagian saja
dhaw al-furud didahulukan, karena untuk menentukan
ada sisa harta atau tidaknya, harus menunggu harta
diberikan kepada ahli waris dhaw al-furud terlebih
dahulu.

Dhaw al-‘as}abah yang dimaksud di sini adalah
dhaw ‘asabah nasabiyah dan bukan dhaw al-as}abah
sababiyah. Bedanya adalah bahwa dhaw al-‘4s}abah
nasabiyah merupakan kerabat terdekat pewaris dari
kalangan laki-laki dan beberapa dari perempuan yang
tidak ditengah-tengahi antara mereka dengan si mayit
oleh perempuan, misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki
garis laki-laki, bapak, kakek garis bapak, saudara laki-
laki kandung dan keturunannya yang laki-laki, saudara
laki-laki sebapak, paman sekandung dan keturunannya
yang laki-laki, dan sebagainya.'"

Landasan normatif yang dijadikan pedoman bagi
ahli waris penerima bagian sisa adalah bersumber dari
al-Qur’an dan sunnah. Allah SWT berfirman:

B B e SV 6 8 1S
Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang
(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. vyaitu
bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua
orang anak perempuan.

Dalam ayat tersebut juga dijelaskan bagian bapak
dan ibu yang memperoleh bagian seperenam, ini

114 Ipid., 157
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menunjukkan bahwa sesungguhnya anak-anak laki-laki
memperoleh bagian sisa sebanyak dua kali lipat.

Dalam ayat yang lain di surat yang sama juga
dijelaskan:

GBI B e SAUG sless Yis, 552 158705

Artinya: “...dan jika mereka (ahli waris itu terdiri
dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian
dua orang saudara perempuan.”

Ayat ini menunjukkan bahwa saudara-saudara
termasuk jalur ahli waris penerima bagian sisa dalam
kelompok ahli waris dhaw al- ‘as}abah nasabiyah. Ayat
di atas juga menjelaskan bahwa para kerabat perempuan
terhimpun dalam ahli waris penerima bagian tertentu,
namun jika ada kerabat yang laki-laki bersama kerabat
perempuan yang setara derajathya maka kerabat
perempuan harus meninggalkan bagian-bagian tertentu
dan menjadi penerima sisa bersama dengan kerabat
yang laki-laki.

Sunnah  Nabi juga memberikan gambaran
mengenai kewarisan ‘asabah. Salah satunya hadith yang
berbunyi:

&-/;quia G Bis Loa Ghs el 2 Lk Bls

& oo = g 5~ s B 2y - I ) 5

131



-

5 o Wl e ATy J6 - Ly el

e S5 85 48y

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa
bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Wuhaib
telah menceritakan kepada kami lbn Thawus dari
ayahnya dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW. bersabda:
"Berikanlah fara>id} (bagian-bagian yang telah
ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya
berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki
yang lebih utama." (HR. Bukhari dan Muslim)

Yang dimaksud lebih utama (aula>) adalah kerabat
yang lebih dekat secara nasab dengan pewaris.
Hubungan nasab atau kerabat sudah pasti dari jalur
bapak. Karena itu hadith tersebut menegaskan perolehan
bagian sisa untuk para kerabat yang laki-laki yang
mempunyai hubungan langsung secara nasab dengan
pewaris melalui garis keturunan laki-laki.

Ahli waris dhaw al-‘as}abah dibagi menjadi tiga
macam, hal ini dilihat dari sisi kedudukannya apakah
sebagai ahli waris penerima sisa yang asli atau menjadi
penerima sisa karena faktor orang lain. yaitu ‘as}abah
bi al-nafs, ‘as}abah bi al-ghair, dan ‘as}abah ma’a al-
ghair, secara lebih rinci masing-masing jenis akan
dijelaskan pada bagian di bawah ini sebagai berikut:

a. ‘As}abah bi al-nafs
Yang termasuk ahli waris ‘as}abah binafsih
adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa
karena dirinya sendiri dan kedudukannya memang

15 Abi> Abd Allah Muhammad ibn Isma>i>| al-Bukha>ry>,
S}ah}i>h al-Bukha>ry>, Juz IV (Kairo: Da>r wa Mat}ba’ah al-
Sha’bi>, t.th.), 181.
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asli sebagai penerima sisa. Artinya mereka menerima

bagian sisa tidak karena alhli waris lain. Mereka

semuanya ahli waris kerabat laki-laki yang tidak
dicelah-celahi oleh perempuan. ahli waris golongan
ini adalah penerima bagian sisa yang asli.

Para ahli waris penerima bagian sisa yang asli
tersebut adalah:

1) Anak laki-laki (ibn), baik seorang atau lebih
berhak atas seluruh sisa harta setelah diberikan ke
dhaw al-furu>d}.

2) Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki (Ibn al-
Ibn), ia berhak atas sisa harta setelah dibagikan ke
penerima bagian tertentu jika anak laki-laki tidak
ada. Cucu laki-laki berposisi sebagai anak laki-
laki dan berhak mewarisi bersama dengan ahli
waris lain sebagaimana anak laki-laki, begitu juga
cucu dapat menutupi ahli waris lain sebagaimana
anak laki-laki menutupi ahli waris yang lain.

3) Bapak (al-Ab), berhak menerima bagian asabah
jika tidak ada anak dan atau cucu laki-laki. Jika
ada anak perempuan maka bapak berhak
mendapat bagian 1/6 ditambah bagian ‘as}abah
kalau masih ada.

4) Kakek (al-Jadd), dapat menggantikan posisi
bapak jika bapak tidak ada, syarat perolehannya
sesuai dengan kondisi bapak.

5) Saudara laki-laki sekandung (al-akh sl-shagi>q)
berhak atas bagian ‘asabah jika tidak ada anak
atau cucu laki-laki dan juga tidak bersama dengan
bapak. Menurut jumhur ulama’ bapak tidak bisa
menutupi kewarisan saudara, karena itu suadara
laki-laki bisa mewarisi bersama kakek.
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6) Saudara lak-laki sebapak (al-Akh li Ab), dapat
mewarisi bagian sisa dengan syarat tidak ada
anak dan cucu laki-laki, bapak, dan juga saudara
sekandung. Jika bersama anak dan cucu
perempuan, ibu atau nenek, maka saudara laki-
laki sebapak dapat mewarisi.

7) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
(ponaan asli) (ibn al-Akh al-Shaqgi>q), jika tidak
ada anak dan cucu laki-laki, ayah atau kakek
saudara laki-laki sekandung dan sebapak.

8) Anak laki-laki saudara laki- laki sebapak (ponaan
sebapak) (ibn al-Akh li Ab), dapat mewarisi
bagian sisa jika tidak bersama ahli waris 1 sampai
7.

9) Paman Kandung garis bapak (al-‘amm), dapat
mewarisi bagian sisa jika tidak ada ahli waris no
1-8.

10) Paman sebapak (al- ‘amm i ab), jika tidak ada
ahli waris no 1-9 di atas.

11) Anak laki-laki paman sekandung (ibn al- ‘amm),

jika tidak ada ahli waris no.1-10.

12) Anak laki-laki paman sebapak (ibn al- ‘Amm Ii
Ab), jika tidak ada ahli waris no 1-11.

Agar lebih sistematis dan mudah untuk
diidentifikasi para ahli waris ‘asabah ini dapat
dikelompokkan sesuai garis kekerabatannya sebagai
berikut:

1) Garis kerabat anak-anak (jihat al-Bunuwwah),
meliputi anak-anak laki-laki pewaris, cucu laki-
laki garis laki, dan seterusnya ke bawah.

2) Garis kerabat leluhur (al-Ubuwwah), meliputi
bapak, kakek, dan seterusnya ke atas
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3) Garis Kerabat Saudara (al-Ukhuwwah), meliputi
saudara laki-laki sekandung, sebapak, dan semua
keterunannya yang laki-laki.

4) Garis Kerabat paman (al- ‘Umumah), meliputi
paman sekandung, paman sebapak, dan
keturunannya yang laki-laki ke samping.™®

b. ‘As}abah bi al-ghair

Adalah para ahli waris perempuan yang berhak
menerima bagian tertentu (al-Furud al-Mugaddarah)
disebabkan bersama dengan mereka ahli waris yang
sederajat dari kalangan laki-laki penerima bagian
sisa, dengan kata lain, ahli waris ini menerima
bagian sisa disebabkan ahli waris lain (bi al-ghair).
Oleh karena ahli waris penerima bagian tertentu
mewarisi bersama dengan ahli waris ‘asabah, maka
mereka menjadi menerima bagian sisa juga dan
meninggalkan bagian-bagian yang sudah ditentukan.
Sebagai catatan karena sama-sama mendapat bagian
sisa, maka berlaku hukum bagian laki-laki mendapat
bagian dua kali lipat bagian perempuan.

Untuk menerapkan bagian ‘asabah bi al-ghair
dibutuhkan dua syarat, pertama, para ahli waris
perempuan adalah berasal dari penerima bagian
tertentu, jika tidak maka tidak berlaku. Misalnya
anak perempuan saudara sekandung tidak menjadi
penerima sisa karena bersama dengan anak laki-laki
saudara sekandung. Kedua, harus ahli waris yang
sederajat dan sama-sama kuat kekerabatannya.
Misalnya anak laki-laki dengan anak perempuan,
saudara laki-laki sekandung jika bersama saudara

18 Mohammad Ali al-Sabuni, al-Mawa>ri>th fi> al-Shari>ah al-
Isla>miyyah, (Kairo: Dar al-Hadith, t.th.), 67
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perempuan sekandung, tidak bisa jika hanya bersama
saudara sebapak.

Adapun para ahli waris penerima ‘as}abah bi
al-ghair dapat dirinci sebagai berikut:

1) Anak perempuan jika bersama anak laki-laki

2) Cucu perempuan garis laki-laki jika bersama
dengan cucu laki-laki garis laki-laki

3) Saudara perempuan sekandung jika bersama
dengan saudara laki-laki sekandung

4) Saudara perempuan sebapak jika bersama
dengan saudara laki-laki sebapak.

Para ahli waris perempuan di atas mendapat
bagian sisa bersama-sama dengan saudara laki-
lakinya masing-masing dengan ketentuan bagian
laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Ada satu
kaidah yang perlu disampaikan di sini, yaitu semua
ahli waris yang menerima bagian %2 jika sendirian
dan 2/3 jika dua atau lebih, mereka mendapat bagian
‘asabah ketika mewarisi bersama dengan saudara-
saudaranya yang laki-laki.

. ‘As}abah ma’a al-ghair

Ahli  waris ‘as}abah ma’a al-ghair adalah
penerima bagian sisa yang disebabkan ahli waris lain
yang bukan penerima bagian sisa. Artinya ahli waris
yang menyebabkan mereka menerima sisa tetap
menerima bagian furu>d}. Mereka pada awalnya
bukan penerima ‘as}abah, tapi karena kebetulan
bersama dengan ahli waris lain yang juga bukan
penerima ‘as}abah, maka mereka menjadi menerima
bagian sisa.

Ahli  waris‘as}abah ma’a al-ghair hanya
terdiri dari saudara perempuan sekandung atau
sebapak ketika salah satu dari mereka mewarisi
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bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis
laki-laki. Ketika terjadi ahli waris seperti ini, maka
suadara perempuan sekandung atau sebapak harus
menerima bagian sisa sementara anak perempuan
tetap mendapat bagian tertentu (al-furu>d}).

Landasan kewarisan ahli waris ‘astabah ma’a
al-ghair didasarkan kepada hadith nabi yang
diriwayatkan oleh Bukhori dari Abi Musa al-
Ash’ary:
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami
Adam, telah menceritakan kepada kami Syu’bah
telah menceritakan kepada kami Abu Qais aku
mendengar Huzail bin Syurahbil mengatakan, Abu
Musa pernah ditanya tentang anak perempuan, cucu
perempuan dari anak laki-laki dan saudara
perempuan, maka dia menjawab: “anak perempuan

137



mendapat setengah, saudara perempuan mendapat
setengah, dan datanglah kepada Ibn Mas’ud niscaya
dia akan sepakat denganku, Ibn Mas’ud kemudian
ditanya dan diberi kabar dengan ucapan Abu Musa,
maka ia mengatakan, kalau begitu aku telah sesat dan
tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk,
saya akan memutuskan masalah itu dengan ketetapan
yang diputuskan oleh Nabi SAW. Anak perempuan
mendapat setengah, cucu perempuan dari garis laki-
laki mendapat seperenam sebagai pelengkap dari
duapertiga, dan sisanya bagian saudara perempuan,
maka kami datang kepada Abu Musa dan kami
mengabarkan kepadanya dengan ucapan Ibn Mas’ud,
maka ia Dberkata: ‘“janganlah kalian bertanya
kepadaku selama orang ‘alim di tengah-tengah
kalian”.(HR. Bukhari).

Hadith di atas menunjukkan bahwa bagian yang
harus diterima oleh saudara perempuan sekandung
jika bersama dengan anak perempuan sekandung
adalah bagian sisa. Selain saudara perempuan
sekandung juga berlaku bagi saudara perempuan
sebapak jika bersama dengan anak perempuan atau
cucu perempuan garis laki-laki ia juga mendapat
bagian sisa.

Dari ketiga macam ahli waris ‘as}abah
nasabiyah dan masing perbedaannya di atas dapat
disimpulkan bahwa ahli waris ‘asabah bi al-nafs
hanyalah ahli waris laki-laki, sedangkan ‘asabah bi
al-ghair adalah ahli waris perempuan yang bersama
dengan ahli waris laki-laki, dan ahli waris ‘asabah
ma’a al-ghair adalah ahli waris perempuan yang
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bersama-sama dengan ahli waris perempuan lain
pada derajat yang lebih tinggi.'*’
3. Ahli waris dhaw al-Arha>m dan hak-haknya

Ahli waris dhaw al-Arha>m menurut istilah para
ulama’ adalah para ahli waris kerabat yang tidak
termasuk pada daftar ahli waris dhaw al-furu>d{ dan
juga tidak ada dalam daftar ahli waris dhaw ‘as}abah.
Secara bahasa kata arham berasal dari al-Rahm yang
berarti tempat tumbuhnya janin yang berada di dalam
perut seorang ibu atau sering di sebut rahim,
berdasarkan kata rahim tersebut kemudian dijadikan
sebagai hubungan kekerabatan secara umum, baik dari
garis laki-laki maupun garis perempuan, dengan
landasan bahwa seseorang dipandang mempunyai
hubungan kerabat karena berasal dari dari rahim ibu
yang sama.

Berdasarkan pada pengertian dhaw al-arham di
atas, dapat dipertegas di sini bahwa setiap orang yang
mempunyai hubungan kekerabatan dengan seorang
yang meninggal dan tidak termasuk dalam daftar dua
kelompok ahli waris sebelumnya (furud dan ‘as}abah)
berarti mereka termasuk kelompok ahli waris dhaw al-
arha>m. Ahli waris kelompok ini dapat saja terdiri dari
laki-laki atau perempuan.

Terkait dengan kewarisan dhaw al-Arham terdapat
dua pendapat para ulama’ yang berbeda sebagai akibat
dari perbedaan para sahabat berkaitan dengan apakah
ahli waris kelompok ini bisa mendapatkan warisan atau
tidak.

17 Ahmad Mahmud al-Shafi’i, Ahka>m al-Mawa=>ri>th, (Beirut: al-
dar al-Jami’iyyah, t.th.), 147.
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Pertama pedapat mazhab Shafi’i dan mazhab

Maliki mengatakan bahwa ahli waris dhaw al-arha>m
tidak mendapatkan warisan. Menurut pendapat ini, jika
tidak ada ahli waris furu>d} dan ‘as}abah, maka sisa
harta diberikan kepada baitul mal, sehingga dapat
bermanfaat untuk kepentingan kaum muslimin secara
umum, dan bukan famili pewaris saja. Pendapat ini
diambil dari pendapat Zaid bin Thabit dan Ibn Abbas.

Dasar hukum yang menjadi landasan pendapat

ulama’ ini kelompok pertama ini adalah:

a.

Penetapan ahli waris secara mendasar harus berasal
dari petunjuk-petunjuk nas}s} yang gat i> baik dari
al-Qur’an maupun sunnah. Sementara ini tidak ada
petunjuk tentang kewarisan dhaw al-arha>m dalam
kedua sumber tersebut, dengan demikian
memberikan warisan kepada dhaw al-arha>m tanpa
adanya dalil nas}s} merupakan kesalahan (ba>t}il).

Bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang kewarisan
bibi dari bapak (al’A>mmah) dan bibi dari ibu (al-

Kha>lah), Rasul menjawab: “Jibril
memberitahukan kepada saya bahwa tidak ada
bagian warisan untuk keduanya”. Dengan

penjelasan di atas, berarti bahwa ketika kedua orang
bibi tersebut tidak mendapat bagian, maka ahli
waris dhaw al-arha>m vyang lain juga tidak
mendapatkan bagian warisan.

Jika harta diserahkan ke baitul mal, maka akan
memberikan manfaat lebih besar kepada kaum
muslim, dibandingkan hanya diberikan kepada ahli
waris dhaw al-arha>m. Dengan demikian
mendahulukan kemanfaatan dan kemaslahatan yang
lebih baik dari kemaslahatan yang spesifik.
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Kedua, adalah kelompok ulama’ yang berpendapat
bahwa ahli waris dhaw al-arha>m berhak mendapatkan
bagian harta waris. Kelompok ini terdiri dari pendapat
mazhab Hanafi dan mazhab Hambali dengan
menyandarkan pendapatnya kepada sahabat Ali, Umar,
dan Ibn Mas’ud, yang kemudian diikuti oleh mayoritas
ulama (jumhur ulama’). Mereka berpandangan bahwa
ahli waris dhaw al-arha>m lebih berhak mendapat
bagian harta waris dari baitul mal, karena antara si mati
dengan ahli waris terdapat hubungan kekerabatan.

Pendapat mereka didasarkan kepada beberapa dalil
al-Qur’an seperti ayat tentang ulu> al-Arha>m pada
surat al-Anfal: 75, yang menurut penafsiran mereka
bahwa ayat tersebut lebih memberikan hak kepada
kerabat untuk saling mewarisi satu sama lain. Kata ulu>
al-Arha>m dalam ayat tersebut bermakna umum,
mencakup semua Kkerabat baik tergabung dalam dhaw
al-Furu>d}, dhaw al-‘As}abah, atau yang lain. ayat
tersebut seakan mengatakan bahwa para kerabat
siapapun dan dimanapun lebih berhak mendapat bagian
harta waris kerabatnya yang lain karena sebab adanya
hubungan kekerabatan dan famili. Begitu juga
kelompok ini menjadikan surat al-Nisa’ ayat 7 sebagai
dalilnya, di mana dalam ayat tersebut dijelaskan
kewarisan al-Agrabu>n.

Di samping dari al-Qur’an, juga mendasarkan pada
hadith Nabi. Sebagaimana diceritakan bahwa ketika
Thabit bin Dahdah meninggal dunia, dan tidak seorang
pun mengenal siapa keluarganya kecuali ponaannya
(anak laki-laki saudara perempuan Thabit) yang
bernama Abu Lubanah bin Abdul Munzir, lalu
Rasulullah menjadikannya  sebagai penerima
warisannya.
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Hadith lain yang juga dijadikan sebagai dalil adalah
ada suatu riwayat yang mengakatan bahwa ada seorang
terbunuh dan tidak ditemukan ahli waris lain kecuali
paman dari ibunya (saudara dari ibu). Kemudian terkait
dengan kasus tersebut Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah
bertanya dengan berkirim surat kepada sayyidina Umar
bin Khattab, lalu Umar menjawab: al-kha>l wa>rith
man la> wa>rith lahu>, (paman garis ibu adalah ahli
waris jika tidak ada ahli waris lainnya).

Dalil aglinya adalah bahwa ahli waris dhaw al-
Arha>m lebih berhak dari pada baitul mal, dengan
alasan bahwa antara baitul mal dengan si mati hanya
ada satu hubungan agama (Islam) jika si mati muslim,
sedangkan dhaw al-Arha>m dengan si mati terdapat dua
hubungan, vyaitu hubungan agama dan hubungan
kekerabatan, karena itu lebih kuat dari pada yang hanya
memiliki satu hubungan saja."*®

Jika diperhatikan antara pendapat kelompok yang
pertama dan kedua tentang boleh dan tidaknya ahli
waris dhaw al-Arha>m mendapatkan warisan, penulis
lebih  cenderung pada kelompok kedua, yaitu
memberikan bagian kepada ahli waris dhaw al-Arha>m.
Namun persoalannya sekarang bagaimana cara
pembagiannya, mengingat tidak disebut bagian-bagian
tertentu dan bukan pula bagian sisa, maka untuk itu
selanjutnya akan dipaparkan beberapa pendapat
mengenai cara pembagiannya, namun sebelumnya perlu
disebutkan terlebih dahulu siapa saja kerabat yang
berpeluang menjadi ahli waris dhaw al-Arha>m,
sebagai berikut:

a. Kelompok keturunan pewaris

18 | jhat selengkapnya dalam al-S}abuni>, al-Mawarith, 178-179
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Kelompok ini terdiri dari anak-anak keturunan
pewaris dari garis perempuan yang merupakan garis
paling dekat dan paling kuat secara kekerabatan
dengan pewaris, mereka adalah:

1) Cucu garis Kketurunan perempuan dan
seterusnya ke bawah, baik laki-laki maupun
perempuan, seperti cucu laki-laki dari anak
perempuan, cucu perempuan garis perempuan,
dan cicit laki-laki garis perempuan

2) Anak laki/perempuan dari cucu perempuan
garis laki-laki dan seterusnya.

b. Kelompok leluhur pewaris

Adalah kelompok orang tua pewaris dari garis

perempuan, misalnya: kakek garis ibu, nenek garis

kakeknya ibu
c. Kelompok keturunan saudara-saudara pewaris

Misalnya: anak-anak laki-laki saudara perempuan

sekandung atau sebapak dan seterusnya, anak

perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki
sekandung atau sebapak dan seterusnya
d. Kelompok keturunan paman pewaris

Misalnya: bibi (saudara perempuan bapak),

paman/bibi seibu, paman/bibi garis ibu. Anak

perempuan dan cucu perempuan paman.

Jika mengikuti pendapat yang tidak memberikan
bagian ke ahli waris dhaw al-Arha>m, maka selesailah
pembagian warisan setelah harta diberikan ke baitul
mal. Namun sekarang jika mengikuti pendapat yang
memberikan bagian kepada ahli waris dhaw al-Arha>m
maka cara pembagiannya terjadi perbedaan pendapat
lagi di kalangan para ulama’.

Selanjutnya akan dijelaskan beberapa cara
pemberian harta waris bagi ahli waris dhaw al-Arha>m
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sesuai dengan pendapat masing-masing ulama’, sebagai
berikut:

a.

Pendapat ulama ahli tanzil (memposisikan), yaitu
pendapat yang memberikan bagian kepada ahli
waris dhaw al-Arha>m dengan cara memposisikan
ahli waris tersebut pada posisi orang-orang yang
asal yang sudah tidak ada, dengan cara menggeser
ke atas atau kebawah sehingga sampai kepada
kedudukan seseorang yang menyebabkan dia
memiliki hubungan kerabat dengan si mati. Dan
kadar bagiannya sesuai dengan bagian orang yang
ditempati posisinya, misalnya mendapat furud,
maka diberi furud, jika asabah, maka diberi asabah,
begitu juga jika mahjub maka ia tergolong mahjub.
Contohnya misalkan ada seorang meninggal
dengan ahli waris dhaw al-Arha>m yang ada cucu
perempuan garis perempuan, anak laki-laki saudara
perempuan sekandung, dan anak perempuan
saudara sebapak. Maka masing-masing mendapat
sesuai dengan bagian orang yang diganti posisinya,

yaitu:

1) Cucu perempuan garis perempuan = %
mengantikan kedudukan anak perempuan kalau
sendirian

2) Anak laki-laki saudara perempuan sekandung =
Y% menggantikan posisi saudara perempuan
kandung jika sendiri

3) Anak perempuan saudara laki-laki sebapak =
mahjub menggantikan posisi saudara laki
sebapak jika ada saudara perempuan sekandung
Dan begitu selanjuthya cara membaginya

disesuaikan dengan ahli waris yang digantikan
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posisinya karena sudah tidak ada, dan yang masih
ada hanyalah ahli waris dhaw al-Arha>m.

b. Pendapat ulama ahli rahim, mereka berpendapat
bahwa cara membagi warisan untuk dhaw al-Arham
dengan memberikan semua ahli waris pada
kelompok ini secara sama tanpa membedakan jauh
dekatnya kekerabatan dan jenis kelamin laki-laki
dan perempuan, semua ahli waris yang ada
mendapat bagian yang sama sesuai keberadaan
harta waris. Contohnya jika seorang meninggal
dunia dan meninggalkan ahli waris dhaw al-
Arha>m yang terdiri dari: cucu perempuan garis
perempuan, anak perempuan saudara perempuan,
bibi dari ayah, bibi dari ibu, anak saudara laki seibu,
maka masing-masing ahli waris tersebut mendapat
bagian yang sama rata.

c. Pendapat ahli gara>bah, yaitu kelompok ulama’
yang membuat cara pembagian harta untuk ali waris
dhaw al-Arham dengan melihat jauh dekatnya ahli
waris dengan si  mati dalam  hubungan
kekerabatannya.  Jauh  dekatnya  hubungan
kekerabatan tersebut ditentukan dengan
mengelompokkan ahli waris seperti pada kelompok
penerima sisa.

Pengelompokan ahli waris dhaw al-Arha>m
sebagaimana dikehendaki oleh ahli gara>bah sama
persis dengan yang terjadi pada dhaw ‘asabah
sebagai berikut:

1) Garis kerabat anak-anak (jihat al-Bunuwwah)
2) Garis kerabat leluhur (al-Ubuwwah)

3) Garis Kerabat Saudara (al-Ukhuwwah)

4) Garis Kerabat paman (al- ‘Umumah)
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Jika ahli waris hanya seorang dari salah satu
kelompok di atas, maka ia mewarisi semua harta
atau sisa setelah diberikan ahli waris suamif/istri.
Jika masing-masing kelompok ada, maka yang
lebih berhak adalah ahli waris dari kelompok
pertama vyaitu jihat anak-anak, jika kelompok
pertama tidak ada maka yang paling berhak
kelompok yang kedua, dan begitu seterusnya.
Artinya selama ada kelompok yang pertama, maka
kelompok berikutnya tertutup untuk menerima
bagian. Jika dalam satu kelompok terdapat
beberapa ahli waris, maka yang derajatnya lebih
dekat dengan si mayit yang memperoleh bagian
sisa.

ltulah beberapa metode pembagian harta
peninggalan bagi ahli waris dhaw al-arha>m jika
mengikuti pendapat ulama’ yang memberikan
bagian kepada ahli waris kerabat yang tidak
termasuk dalam ahli waris furud dan tidak pula
masuk pada daftar ahli waris penerima sisa
(‘as}abah).

C. Ahli Waris Hijab-Mahjub

Al-Hajb secara bahasa berarti al-man’u (terhalang)
atau al-hirma>n (terlarang). Orang yang menghalangi
dikenal dengan al-Ha>jib sedangkan yang dihalangi
disebut dengan al-Mahju>b. Secara istilah al-hajb menurut
para ahli figh adalah terhalangnya seorang ahli waris untuk
mendapatkan bagian warisan baik semuanya atau sebagian
saja karena adanya ahli waris lain yang lebih utama
derajatnya.

Al-hajb secara umum ada dua macam, yaitu al-hajb bi
al-wasf, (terhalang karena adanya sifat yang melekat pada
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ahli waris), dan al-hajb bi al-shakhs (terhalang karena ada
ahli waris lain yang lebih berhak). Yang pertama
penjelasannya sudah ada pada bagian al-Mawa>ni’ al-1rth,
sedangkan pada bagian ini akan menjelaskan al-hajb yang
kedua, yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris lain
yang lebih dekat dengan pewaris dan lebih berhak atas
bagian warisan. Dalam hal ini ada dua macam, yaitu:
1. Hijab Nugs}a>n
Yaitu ahli waris yang mendapat bagian tidak secara
maksimal bagiannya, akan tetapi bagiannya berkurang
disebabkan bersama dengan ahli waris lain yang lebih
dekat dengan pewaris. Seperti peroleh suami dari %
menjadi ¥ atau istri dari ¥4 menjadi 1/8 dikarenakan
terhijab oleh keberadaan anak-anak.
Untuk lebih jelasnya mengenai siapa saja ahli waris
yang masuk hijab nugsan dan siapa yang menghijab,
maka dapat dilihat daftar ahli waris berikut ini:

Tabel 1:
Susunan ahli waris hijab nugs}a>n
N Ahli waris Bagia Ahli waris Bagian
0 | terhalang(mahju n penghalang(ha> | sekara
>h) semul jib) ng
a
01 | lbu 1/3 Anak atau cucu | 1/6
seorang atau
lebih
1/3 2 Saudara/lebih | 1/6
02 | Bapak Bagia | Anak laki-laki 1/6
n Anak 1/6+sis
SW\is | perempuan a
a
03 | Istri 1/4 Anak/ cucu 1/8
04 | Suami 1/2 Anak/ cucu Ya
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05 |1 saudara pr|% Anak/cucu ‘Asaba
kandung/sebapa perempuan h ma’a
k 2/3 Anak/cucu al-
2+ saudara pr perempuan ghair
kandung/sebapa
k

06 | Cucu perempuan | 1/2 Anak 1/6
garis laki-laki perempuan

07 | Saudara 1/2 Saudara 1/6
perempuan perempuan
sebapak sekandung

Hijab Hirma>n

Adalah ahli waris yang terhalang secara total dari
perolehan kewarisan karena ada ahli waris lain yang
lebih dekat kepada pewaris dan lebih berhak atas
bagian harta secara keseluruhan.

Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada daftar ahli
waris berikut ini:

Tabel 2:
Susunan ahli waris Hijab Hirma>n
N Ahli waris Bagia Ahli waris Bagian
0 terhalang(mahju n penghalang(ha> | sekara
>h) semul jib) ng
a
01 | Kakek sahih 1/6 | Bapak 0
02 | Nenek garis ibu 1/6 | lbu 0
03 | Nenek garis | 1/6 | Bapak dan ibu 0
bapak
04 | Cucu laki-laki | sisa | Anak laki-laki 0
garis laki-laki
05 | Seorang  cucu | 1/2 | Anak laki-laki 0
perempuan garis
laki-laki
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06 | 2/+ cucu | 2/3 | 2/+ Anak
perempuan garis perempuan
laki-laki

07 | Saudara laki | Sisa | Anak atau cucu
sekandung laki-laki dan
Seorang saudara Y bapak
perempuan
sekandung
21+ saudara | 2/3
perempuan
sekandung

08 | Saudara laki | Sisa | Anak atau cucu
sebapak laki-laki, bapak,
Seorang saudara Y saudara laki-laki
perempuan sekandung,
sebapak saudara
2/+ saudara | 2/3 | perempuan
perempuan sekandung, anak
sebapak atau cucu

perempuan

09 | Seorang 1/6 | Anak/cucu laki-
saudara/i seibu laki/perempuan,
2/+ saudara/i | 1/3 | bapak, kakek
seibu

10 | Anak laki-laki | Sisa | Bapak, kakek,
saudara laki anak laki-laki,
sekandung cucu laki-laki,

saudara laki
sekandung

11 | Anak laki-laki | Sisa | Bapak, kakek,
saudara sebapak anak laki-laki,

cucu laki-laki,
saudara laki
sekandung,

saudara laki-laki
sebapak, anak

149




laki-laki saudara
laki sekandung

12

Paman
sekandung

sisa

Bapak, kakek,
anak laki-laki,
cucu laki-laki,
saudara laki
sekandung,
saudara laki-laki
sebapak, anak
laki-laki saudara
laki sekandung,
anak laki-laki
saudara laki
sebapak

13

Paman sebapak

Sisa

kakek,
laki-laki,
laki-laki,
laki

Bapak,
anak
cucu
saudara
sekandung,
saudara laki-laki
sebapak, anak
laki-laki saudara
laki sekandung,
anak laki-laki
saudara laki
sebapak, dan
paman
sekandung

14

Anak
paman
sekandung

laki-laki

sisa

kakek,
laki-laki,
laki-laki,
laki

Bapak,
anak
cucu
saudara
sekandung,
saudara laki-laki
sebapak, anak
laki-laki saudara
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laki sekandung,
anak  laki-laki

saudara laki
sebapak, dan
paman
sekandung
15 | Anak laki-laki | sisa | Bapak, kakek, 0

paman sebapak anak laki-laki,
cucu laki-laki,
saudara laki
sekandung,

saudara laki-laki
sebapak, anak
laki-laki saudara
laki sekandung,
anak laki-laki

saudara laki
sebapak, dan
paman

sekandung, dan
anak laki-laki
paman
sekandung

Itulah daftar ahli waris yang tertutup bagiannya
secara total dan tidak memperoleh bagian sama sekali,
karena ada ahli waris lain yang secara kekerabatan
lebih dekat dengan pewaris dan lebih berhak atas harta
waris.

Adapun yang menjadi landasan adanya ha=>jib-
mahju>b dapat dilihat beberapa ayat al-Qur’an surat al-
Nisa’ ayat 11, Yang menjelaskan bagian kedua orang
tua mendapat bagian seperenam jika ada anak, dan 1/3
untuk ibu jika tidak ada anak. Begitu juga ayat 12 yang
menjelaskan bagian suami ¥z jika tidak ada anak dan
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mendapat ¥4 jika ada anak, istri mendapat bagian ¥ jika
tidak ada anak, dan 1/8 jika ada anak.
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BAGIAN V

METODE PERHITUNGAN HARTA
WARIS

Bagian ini akan memaparkan cara atau metode
menghitung warisan secara ringkas. Pada dasarnya
menghitung pembagian warisan tidak terlalu susah karena
semua ahli waris yang berhak menerima sudah jelas dan
bagian-bagiannya juga sudah ditentukan, sehingga di zaman
yang serba canggih dengan teknologi seperti sekarang
sebenarnya tidak membutuhkan metode khusus maupun
orang-orang khusus untuk membaginya, penggunaan
kalkulator, komputer, bahkan program-program komputer
yang sudah desain khusus sudah banyak beredar di luaran,
namun tidak ada salahnya kalau setiap orang juga mengetahui
metode pembagian yang sudah dirumuskan oleh para ulama
terdahulu.

Kunci utamanya siapapun yang mau membagi harta
warisan, dia mengerti sedikit tentang ilmu matematika
khususnya pembagian, penambahan, dan pengurangan yang
merupakan ilmu paling dasar dalam ilmu aljabar. Untuk
menerapkan metode perhitungan dalam pembagian harta waris
hendaknya berpedoman kepada susunan ahli waris yang sudah
jelas tertib derajat kekerabatannya dan jauh dekatnya dengan
pewaris. Memahami bagian-bagian yang sudah
ditentukan(furud al-mugaddarah), dan sebagainya.

A. Penetapan Angka As}l al- mas’alah
As}l al- mas’alah adalah bilangan terkecil yang dapat
dibagi habis oleh angka penyebut dari masing-masing
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furu>d}, angka as}l al- mas’alah sering dikonotasikan
dengan angka kelipatan persekutuan terkecil(KPK).
Dengan adanya angka as}l al- mas’alah perolehan(al-
siha>m) masing-masing ahli waris dapat diketahui secara
benar. As}l al- mas’alah juga mempermudah dalam
perhitungan pembagian warisan, dengan asal masalah juga
dapat ketahui lebih awal apakah harta akan lebih atau
malah kurang, sehingga perlu dibagi dengan cara radd atau
‘aul.

Perlu dipahami bahwa asal masalah berbeda-beda
sesuai perbedaan ahli waris. Ahli waris adakalanya terdiri
dari dhaw al-furu>d} dan adakalanya juga berasal dari
dhaw al-‘asabah. Asal masalah juga berbeda antara jika
ahli warisnya hanya seorang dan jika ahli warisnya lebih
dari satu orang.

Jika semua ahli waris terdiri dari dhaw al- ‘asabah,
maka angka asal masalah diambil dari jumlah kepala
semua ahli waris. Misalnya jika pewaris meninggalkan 4
orang anak laki-laki saja, maka angka asal masalahnya
adalah angka 4, begitu pula jika pewaris meninggalkan 2
paman, maka asal masalahnya angka 2. Jika pewaris
meninggalkan penerima sisa yang terdiri dari laki-laki dan
perempuan, maka ahli waris laki-laki harus dihitung 2
kepala. Misalnya ahli waris terdiri dari 2 anak laki-laki dan
3 anak perempuan, maka anak laki-laki dikalikan 2
sehingga menjadi 4, lalu dijumlahkan dengan ahli waris
perempuan sehingga jumlah keseluruhan 4+3=7, angka
tujuh adalah angka asal masalahnya.

Dan apabila ahli waris ‘astabah hanya sendiri, maka
tidak diperlukan lagi untuk membahas asal masalah, karena
dia langsung mewarisi semua harta peninggalan. Apabila
ahli waris terdiri dari beberapa ahli waris dhaw al-furu>d},
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maka penentuan asal masalah dilakukan sesuai dengan
bagian-bagian yang diterima dhaw al-furu>d}.

Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan metode
penetapan asal masalah jika ahli waris terdiri dari berbagai
rumpun di atas, maka harus melakukan proses seleksi di
antara berbagai rumpun ahli waris, karena itu seseorang
yang akan menyeleksi harus benar-benar memahami daftar
ahli waris ‘asabah, ahli waris dhaw al-furu>d}, dan ahli
waris dhaw al-Arha>m, serta siapa yang mahjub .
Misalnya siapa saja ahli waris yang masuk rumpun:

1. dhaw al-Arha>m

2. dhaw al-Furu>d>

3. dhaw al-‘4sabah

4. ahli waris yang tertutup(mahju=>b)

Jika sudah ditemukan semua, maka pastikan ahli waris
yang tersisa hanyalah ahli waris yang memang berhak atas
harta waris, maka tentukan bagian masing-masing sesuai
dengan daftar pada hak-hak ahli waris sebagaimana
dijabarkan pada bagian sebelumnya.

Beberapa angka yang biasa digunakan sebagai asal
masalah sesuai dengan peruntukannya pada angka pecahan
yang terkumpul dalam al-furu>d} al-mugaddarah adalah
sebagai berikut:

1. Angka 2 digunakan untuk furu>d} 1Yo

2. Angka 3 digunakan untuk furu>d} :1/3, 2/3

3. Angka 4 digunakan untuk furu>d} 1Y dan Ya

4. Angka 6 digunakan untuk furu>d} Y, 1/3, dan
1/6, 2/3

5. Angka 8 digunakan untuk furu>d} Yo, Y, 1/8

6. Angka 12 digunakan untuk furu>d} DY, 1/3, Ya,
1/6, dan 2/3
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7. Angka 24 digunakan untuk furu>d}**® : %, 1/3, Y,

1/6, 1/8, 2/3

Angka-angka di atas dijadikan sebagai asal masalah
dikarenakan semua angka tersebut adalah angka paling
kecil yang dapat dibagi habis oleh angka penyebut pada
masing-masing furu>d}. Lalu bagaimana dengan angka
lain yang lebih besar namun juga bisa dibagi habis oleh
angka penyebut tersebut, sebenarnya juga tidak masalah
menggunakan angka yang lebih besar sebagai asal masalah,
namun sudah pasti kurang efektif dan efisien.

Untuk mempermudah penetapan angka asal masalah,
para ulama’ membuat beberapa istilah dengan
memperhatikan angka penyebut dari bagian-bagian
tertentu(al-furu>d}) yang menjadi hak ahli waris. Istilah-
istilah tersebut adalah al-Tama>thul/Muma>thalah, al-
Tada>khul/Muda>khalah, al-Tawa>guf/Muwafagah, dan
al-Taba>yun/Muba>yanah.**

al-Tama>thul/Muma>thalah adalah apabila angka
penyebut pada bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh
ahli waris sama persis, misalnya 3 dengan 3, 2 dengan 2,
dan sebagainya, maka asal masalahnya langsung bisa
ditetapkan dari angka tersebut, misalnya terdiri dari 3, atau
2. Salah satu contoh ahli waris terdiri dari 2 saudara
perempuan sekandung: 2/3, dan 2 saudara seibu: 1/3 atau
ahli waris terdiri dari suami: 1/2 dan saudara perempuan
sekandung: Y.

al-Tada>khul/Muda>khalah adalah apabila salah satu
angka penyebut dari bagian ahli waris tidak sama, yang

119 Muhammad Abu> Zahrah, Ahka>m al-Tarika>t wa al-
Mawa>ri>th, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1963), 152.
120 ihat selengkapnya dalam Muhammad Ali> al-S}a>bu>ni>, al-
Mawa>ri>th fi> al-Shari>ah al-Isla>miyyah ‘Ala> D}au’i al-
Kita>b wa al-Sunnah, (Kairo: Dar al-Hadith, t.th.), 138.
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satu kecil dan yang satu lagi besar, tapi yang kecil bisa
masuk untuk membagi angka penyebut yang lain yang
lebih besar, misalnya 4 dan 8, 2 dan 8 dan sebagainya. Dari
angka tersebut 8 bisa dibagi habis oleh angka 4, juga angka
8 bisa dibagi habis oleh angka 2. Maka angka asal masalah
diambil salah satu angka yang lebih besar, yaitu angka 8.
Misalnya ahli waris terdiri dari istri: 1/8 dan anak
perempuan: 1/2.

Al-Tawa>guf/Muwafagah adalah apabila masing-
masing angka penyebut tidak ada yang bisa membagi habis
angka penyebut yang lainnya, akan tetapi bisa dibagi habis
dengan angka lain yang bukan angka penyebutnya.
Misalnya 1/6 dan 1/8, angka penyebut keduanya tidak bisa
saling membagi dengan hasil yang pasti habis, akan tetapi
bisa dibagi habis dengan angka lainnya, misalnya dengan
angka 2, karena angka 6 dan delapan adalah angka
muwa>fagah dalam separuh vyaitu angka 2. Angka
8x(6:2)=24, begitu juga angka 6x(8:2)= 24. Maka angka
asal masalahnya ditetapkan 24.

Al-Taba>yun/Muba>yanah disebut juga al-Taba’>ud
saling menjauh, secara istilah adalah apabila angka-angka
penyebut pada masing-masing furu>d} ahli waris tidak
sama, sehingga tidak bisa saling membagi habis, dan juga
tidak bisa dibagi habis olen angka lain, karena antara
keduanya tidak sama. Misalnya ¥ dan 1/3, angka penyebut
masing masing adalah 2 dan 3, dimana kedua angka
tersebut tidak bisa saling membagi habis. Maka penetapan
asal masalahnya dengan mengalikan kedua angka penyebut
tersebut dan jumlah dari hasil perkaliannya menjadi angka
asal masalah. Contoh: 2x3=6, maka angka asal masalahnya
6.

Apabila ahli waris dhaw al-furu>d} lebih dari dua
orang, maka penetapan angka asal masalahnya dengan
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tetap memperhatikan angka-angka penyebut pada masing-
masing furu>d}, lalu kemudian rangkaikan satu sama lain
sesuai urutan-urutan yang sudah disebutkan di atas terkait
tama>sthul, tada>khul, tawa>quf, dan taba>yun.

. Metode Tash}i>h al-Mas’alah
Pada hakikatnya tidak ada dari ahli waris yang tidak

menginginkan mendapat bagian sesuai dengan angka dan

bagian masing-masing secara benar, dan semua itu menjadi
tujuan yang harus dicapai dalam pembagian harta warisan,
yaitu menegakkan keadilan secara utuh dan sempurna,
sampai kita dapat mengetahui kadar bagian masing-masing
ahli waris yang berhak tanpa ada yang hilang sedikitpun.

Berdasarkan tujuan mulia dan demi kemaslahatan
semua ahli waris maka dilakukan berbagai cara untuk
mencapainya, mulai dengan penetapan asal masalah sampai
tas}hjih mas’alah(perbaikan pada penetapan asal masalah).

Metode tas}h}ih mas’alah dilakukan apabila terdapat
perolehan salah satu ahli waris berupa angka pecahan
setelah dilakukan perhitungan dengan angka asal masalah
sebelumnya. Karena itu perlu dicari asal masalah lain yang
terkecil sehingga peroleh yang diterima ahli waris tidak
lagi berupa angka pecahan. Tentunya kembali kepada
penjelasan sebelumnya bahwa penggunaan alat bantu
teknologi penghitung semacam calculator akan sangat
membantu.

Untuk menetapkan angka tas}h}ih mas’alah maka
hendaknya dilakukan beberapa langkah berikut ini:

1. Menghitung jumlah person ahli waris dalam satu
kelompok ahli waris. Jika ada ahli waris laki-laki
dihitung dua “kepala”, lalu dijumlahkan

2. Mengetahui perolehan yang didapat oleh ahli waris
tersebut.
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3. Mengalikan asal masalah yang lama dengan jumlah
person ahli waris
4. Mengalikan jumlah person dengan perolehan bagian
yang diterima ahli waris
Contoh kasus: seorang meninggal dengan ahli waris:
Istri, cucu perempuan garis laki-laki, dan 2 saudara
perempuan sebapak, maka bagian masing-masing:

AM: 8 sihm
Istri :1/8 1
cucu pr grs laki-laki 1Y 4
2 Sdr pr. Sebapak A3

Perolehan(siham) 2 saudara perempuan sebapak
adalah 3, angka 3 tidak bisa dibagi habis oleh person yang
jumlahnya 2 orang kecuali akan menghasilkan angka
pecahan. Karena itu dilakukan metode tas}htih mas’alah
dengan langkah-langkah:

1. Mengalikan angka asal masalah lama dengan jumlah
person: 8 (asal masalah) x 2 (jumlah person) = 16,
maka asal masalah yang baru menjadi 16.

2. Kemudian mengalikan angka 2 (jumlah person)
dengan perolehan (sihm) bagian masing-masing ahli

waris;**

AM: 8 siham

siham

Istri :1/8 1 X2=
2

cucu pr grs laki-laki DY 4 X 2=
8

121} jhat dalam Muhammad Shaha>t al-Jundi>, al-Mi>ra>th fi> al-
Shari>’ah al-1sla>miyyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.),190.
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2 Sdr pr. Sebapak A3 X 2=

Jumlah

Dalam kasus di atas dapat dicermati bahwa asal
masalah lama yaitu angka 8 di tas}h}ih mas’alah dengan
cara di atas, sehingga asal masalahnya menjadi angka 16.

. Pembagian Secara ‘Aul

Lafadz ‘au/ secara bahasa berarti meningkat(al-
Irtifa>’) atau bertambah (al-Ziya>dah). Sedang menurut
istilah ahli figh ‘aul/ adalah meningkatkan angka asal
masalah yang diperoleh dari jumlah total perolehan (siham)
masing-masing ahli waris. Peningkatan angka asal masalah
tersebut dalam rangka menghindari kekurangan harta,
karena jika angka asal masalah tidak ditingkatkan, maka
akan terjadi kekurangan harta. Inilah salah satu manfaat
praktis adanya asal masalah.

‘Aul biasanya terjadi ketika ahli waris banyak dan
semuanya berasal dari rumpun ahli waris dhaw al-furu>d},
sehingga menghabiskan semua harta dan bahkan bisa
kekurangan harta, sehingga diperlukan meninggikan asal
masalah, agar semua ahli furu>d} dapat memperoleh hak-
haknya, namun demikian konsekwensinya adalah adanya
pengurangan kadar bagian yang harus ditanggung oleh
masing-masing ahli waris secara proporsional namun tidak
sampai kehilangan haknya. Misalnya seorang suami bagian
asalnya % jika tidak ada anak, karena diselesaikan secara
‘aul bisa saja berkurang dari setengah menjadi 1/3.

Secara historis, persoalan penyelesaian pembagian
warisan secara ‘aul belum dikenal zaman Rasulullah masih
hidup, bahkan zaman khalifah Abu Bakar juga belum ada
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kasus yang menuntut penyelesaian secara ‘aul”* Awal
mula penyelesaian secara ‘aul dilakukan oleh khalifah
kedua, yaitu khalifah Umar bin khattab yang kemudain
diikuti oleh para sahabat yang lain dengan ijma’ dan
diamini pula oleh para imam mazhab figh.**

Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa kasus pertama
kali yang terjadi dengan penyelesaian secara ‘aul adalah
kejadian yang menimpa seorang perempuan yang
meninggal dunia dan ahli warisnya terdiri dari suami dan 2
saudara perempuan sekandung. Bagian suami: “2(karena
tidak ada furu’), 2 saudara perempuan sekandung mendapat
bagian: 2/3. Masing-masing pihak tidak berharap mendapat
bagian sesuai dengan furu>d} masing-masing secara utuh.
Mereka mengadu ke khalifah Umar bin Khattab, Umar lalu
mengatakan: “saya tidak tahu mana di antara kalian yang
harus saya dahulukan dan harus saya akhirkan
pemberiannya. “Jika saya memberikan terlebih dahulu ke
suami, maka bagian 2 saudara perempuan sekandung tidak
sempurna, begitu juga sebaliknya”. Kasus ini oleh Umar
sempat didiamkan, sembari bermusyawarah dengan sahabat
yang lain, salah satunya dengan Sabahat Zaid bin Thabit,
yang kemudian menawarkan metode pembagian dengan
cara ‘aul dan disepakati oleh para sahabat yang lain.***

Seperti telah dijelaskan di atas, asal masalah ada 7
macam angka, namun dari 7 angka tersebut ada 3 angka
yang menerima ‘aul dan 4 angka lainnya tidak menerima
‘aul. Angka-angka yang bisa di’aulkan tersebut adalah

122 Al-Sabuni, al-Mawa>ri>th., 116
123 Nasr Fari>d Muhammad Wasl, Figh al-Mawa>ri>th wa al-
Wasiyyah fi> al-Shari>ah al-Isla>miyyah Dira>sah Muga>ranah,
(Mesir: al-Maktabah al-Taufigiyyah, t.th.), 191.
124 Al-Sabuni, al-Mawa>ri>th., 117
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angka 6, angka 12, dan angka angka 24. Sedangkan angka
2, 3, 4, dan 8 tidak bisa di ‘aulkan.

Contoh: untuk asal masalah 2, seorang meninggal
dengan ahli waris terdiri dari:

AM: 2 siham
Suami 7 1
Saudara perempuan kandung % 1
Jumlah 2

Dalam kasus di atas tidak bisa terjadi ‘au/ meskipun
ahli waris sama-sama menerima furu>d} karena harta akan
pas terbagi secara utuh kepada keduanya.

Contoh: untuk asal masalah 3, seorang meninggal
dengan ahli warisnya:

AM: 3 siham
Bapak :‘A 2
Ibu 13 1
Jumlah : 3

Dalam kasus di atas juga harta akan pas terbagi secara
utuh bagi masing-masing ahli waris.

Contoh: untuk asal masalah 4, seorang meninggal
dengan ahli warisnya:

AM: 4 siham
Istri 14 1
Saudara Ik. sekandung : A }
3

Saudara Pr. Sekandung : AB

Jumlah : 4

Berbeda dengan angka asal masalah 6, 12 dan 24,
semua angka asal masalah tersebut bisa di ‘aulkan. Angka 6
bisa dia 'ulkan ke angka 7, 8, 9 dan 10 dan tidak bisa lebih
dari 4 angka tersebut. Angka 12 dapat di ‘aulkan ke angka
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13, 15, 17 dan tidak bisa lebih besar dari 3 angka tersebut,
sedangkan angka asal masalah 24 hanya bisa di’aulkan
menjadi 27 saja dan tidak yang lain.
Di bawah ini akan diberikan contoh penyelesaian
kasus kewarisan dengan metode ‘aul secukupnya saja.
Contoh 1: seorang meninggal dengan ahli warisnya:
suami dan 2 saudara perempuan sekandung:

AM: 6 siham
Suami :1/2 3
2 saudara perempuan sekandung: 2/3 4
Jumlah : 7

Dalam kasus di atas, jika asal masalah tidak di’aulkan
maka akan terjadi kekurangan harta, karena jumlah siham
semua ahli waris lebih besar dari asal masalah yaitu 7.
Maka biar tidak kekurangan harta harus dilakukan dengan
meningkatkan(‘aul) asal masalah dari 6 menjadi 7.

Contoh 2: seorang meninggal ahli warisnya: Istri, 2
saudara perempuan. Sekandung, dan ibu:

AM: 12 siham
Istri :1/4 3
2 saudara perempuan sekandung: 2/3 8
Ibu 16 2
Jumlah : 13

Dalam kasus di atas, jika asal masalah tidak di’aulkan
maka akan terjadi kekurangan harta, karena jumlah siham
semua ahli waris lebih besar dari asal masalah yaitu 13.
Maka biar tidak kekurangan harta harus dilakukan dengan
meningkatkan(‘aul) asal masalah dari 12 menjadi 13.

Terkait dengan penyelesaian secara ‘aul ada sebagian
sahabat yaitu sahabat Ibn Abbas yang tidak setuju dengan
penyelesaian perhitungan warisan dengan cara ‘aul.
Menurutnya, penyelesaian kewarisan harus sesuai dengan
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yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam ayat-ayat mawaris.
Untuk itu jika terjadi kekurangan harta seperti kasus di
atas, maka pembagiannya bukan dengan cara ‘aul, namun
dengan mempertimbangkan ahli waris yang lebih utama
dan lebih kuat kekerabatannya dengan pewaris, menurut
pendapatnya, ahli waris yang lebih kuat kedudukannya
adalah mereka yang tidak pernah menjadi penerima
‘asabah karena kondisi apapun, seperti ibu, suami atau
istri. Oleh karena itu, menurut pendapat ibn Abbas mereka
harus didahulukan dengan memberikan bagian furu>d}nya,
sementara ahli waris lain yang bersamanya memperoleh
bagian sisa( ‘as}abah).*”®

D. Pembagian Secara Radd

Di samping ada kasus kekurangan harta, maka juga
muncul adanya kasus kelebihan harta dan sudah tidak ada
lagi ahli waris yang berhak menerimanya. Apabila terjadi
kelebihan harta, maka siapa ahli waris yang berhak untuk
menerima sisanya. Dalam hal ini kemudian ditemukan satu
metode yang dikenal dengan radd.

Radd secara bahasa berarti mengembalikan(i’adah wa
al-Sarf)'®. Sedangkan secara istilah adalah mengembalikan
sisa harta kepada ahli waris tertentu secara proporsional
sesuai bagian yang diterimanya. Masalah radd bisa terjadi
karena tidak ada ahli waris dari rumpun ‘asabah.

Radd dapat dilakukan dengan menurunkan angka asal
masalah dari angka sebelumnya disesuikan dengan
perolehan masing-masing ahli waris yang tentunya lebih
rendah dibandingkan dengan asal masalahnya. Menurut
jumhur ulama’ radd berlaku bagi ahli waris dhaw al-

125 Muhammad Wasl, Figh al-Mawa>ri>th, 191.
128 |pid., 193.
164



furu>d} yang sudah dijelaskan menurut al-Qur’an dan
Sunnah nabi, kecuali kepada suami/istri. Suami/istri dinilai
tidak berhak atas pengembalian harta dikerenakan bukan
termasuk ahli waris nasabiyah. Dalam hal ini terjadi
perbedaan pendapat di kalangan para ulama’ figh, dan
untuk mengulasnya akan dijelaskan secara lebih rinci
masing-masing pendapat sebagai berikut:

1. Kelompok Zaid bin Thabit

Menurut pendapat Zaid bin Thabit, penyelesaian
dengan cara radd tidak boleh dilakukan terhadap ahli
waris dhaw al-furu>d} secara mutlak. Andaikan tidak
ada ahli waris lain sekalipun maka sisa harta tidak bisa
dikembalikan kepada dhaw al-furu>d}, tapi sisa harta
tersebut diserahkan ke baitul mal. Pendapat ini
didasarkan kepada pemahaman dhahir ayat-ayat al-
Qur’an maupun sunnah rasul, yang berbunyi:

i g 63 IS Jas A O)"

Artinya: “Allah SWT telah memberikan setiap
yang berhak sesuai dengan haknya”.

Dengan hadith tersebut tidak boleh ahli waris
memperoleh bagian lebih dari haknya yang sudah
ditetapkan, sementara radd adalah bertambahnya
bagian, dan itu tidak punya landasan hukum. Lebih
lanjut pendapat kelompok Zaid ini mengingatkan atas
ancaman Allah terkait dengan pembagian warisan pada
surat al-Nisa’: 13-14 sebagai berikut:

<
0%

o obs ds X Uty d adad as B 5908 Bl

-

S5 (13) bl 538 8055 o s Y G

0

165



d5 e 1s 16 Al 33,08 Jaks cdjx ) (255

Artinya:  “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah
ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada
Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya
kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-
sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah
kemenangan yang besar.

Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan
rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya,
niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka
sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang
menghinakan.

Ayat di atas dijadikan dasar menolak pembagian
warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah
ada. Dan penyelesaian yang menyimpang dari ketentuan
al-Qur’an dipandang bertentangan dengan d}a>hir ayat
di atas, yaitu merupakan pelanggaran terhadap hudu>d
allah yang bagi pelanggarnya disiapkan api neraka.

Untuk memberikan gambaran yang lebih kongkrit
terkait pembagian harta waris yang tidak
memberlakukan metode radd sebagaimana pendapat
Zaid Bin Thabit, di bawah ini akan diberikan contoh
penyelesaiannya sebagai berikut:

Seorang meninggal dengan ahli waris yang masih
hidup terdiri dari: suami, anak perempuan, dan ibu.
Maka cara penyelesaiannya jika tidak dilakukan secara
radd adalah:
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Tabel 3:
Penyelesaian secara Radd

Ahli waris Furud | AM Siham
Suami Ya 3
anak perempuan Yo 12 6
Ibu 1/6 2
Jumlah 11

Dari ilustrasi contoh penyelesaian pembagian
warisan di atas terlihat bahwa jumlah bagian (siham)
yang diperoleh semua ahli waris hanya 11, sementara
angka asal masalahnya 12, sehingga jika dilanjutkan
penghitungan harta, dapat dipastikan akan terjadi
kelebihan harta mengingat angka asal masalah lebih
besar dari angka perolen masing-masing ahli waris,
terdapat kelebihan 1 siham. Sehingga jika mengikuti
pendapat kelompok ini kelebihan tersebut (1 siham)
diberikan ke baitul maal.

Contoh lain: seorang meninggal ahli warisnya
terdiri dari anak perempuan dan ibu, maka
penyelesaiannya adalah:

Tabel 4:
Contoh lain penyelesaian secara radd
Ahli waris Furud | AM Siham
Anak Perempuan Yo 6 3
Ibu 1/6 1
Jumlah 4

Pada kasus di atas juga terjadi kelebihan siham
mencapai 2 angka sehingga jika perhitungan dilanjutkan
sudah bisa dipastikan akan terjadi kelebihan harta,
karena angka asal masalah yaitu angka 6 lebih besar dari
jumlah perolehan kedua ahli waris yaitu angka 4.
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Kelebihan 6-4=2 tersebut menurut pendapat kelompok
ini diberikan ke baitul maal.
2. Kelompok Uthman bin Affan

Adalah kelompok sahabat yang berpendapat bahwa
penyelesaian secara radd dapat dilakukan kepada semua
macam ahli waris penerima furu>d} tanpa terkecuali
termasuk di dalamnya adalah suami/istri. Alasannya
karena suami/istri juga menanggung pengurangan
bagian harta jika terjadi penyelesaian secara ‘aul/, maka
seharusnya ketika ada radd, suami/istri juga berhak
menerima pengembalian, sebagai upaya menegakkan
keadilan dan melaksanakan kaidah-kaidah shari’ah.

Jika pendapat ini dilaksanakan, maka cara
penyelesaiannya dengan memberikan bagian
pengembalian sisa harta kepada seluruh ahli waris dhaw
al-furu>d} baik yang dari rumpun nasabiyah maupun
sababiyah, tak terkecuali ahli waris suami/istri. Untuk
lebih jelasnya cara penyelesaian dengan cara radd ke
semua ahli waris penerima furu>d} menurut pendapat
ini akan dikemukakan contoh berikut ini:

Seorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari:
suami, anak perempuan, dan ibu, maka penyelesaiannya
sesuai dengan perhitungan di bawah ini:

Tabel 5:
Kasus radd kepada semua ahli waris
Ahli waris Furud AM Siham
Suami Ya 12 3/11 x harta
anak perempuan Y% | menjadi = | 6/11 x harta
Ibu 1/6 11 2/11 x harta
Jumlah 11

3. Kelompok Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib

168



Kelompok ini adalah yang dikomandani oleh
sahabat Umar bin Khattab bersama dengan Ali bin Abi
Thalib, berpendapat bahwa radd bisa lakukan secara
terbatas, yaitu hanya kepada ahli waris dhaw al-
furu>d} yang dari rumpun nasabiyah saja, tanpa
memberikan bagian kepada ahli waris dari rumpun
sababiyah. Kelompok ini kemudian diikuti oleh jumhur
sahabat dan tabi’in, termasuk semua ulama’ mazhab
yang empat. Pendapat ini dibangun berlandaskan
kepada al-Qur’an surat al-Anfal: 75 yang menyatakan
bahwa ulul arham lebih berhak dari sebagian yang lain.
dikuatkan juga dengan hadith nabi:

wdypls Yo D5 e

“Barang siapa yang meninggalkan harta waris,
maka itu untuk ahli warisnya”. Ahli waris yang
dimaksud pada hadith ini adalah yang mempunyai
hubungan nasab dan kekerabatan dengan si mati.

Untuk lebih mendapatkan gambaran berkaitan
dengan penyelesaian secara radd menurut pendapat ini,
maka akan ditampilkan contoh kasus sebagai berikut:

Seorang meninggal dunia dengan ahli warisnya
terdiri dari: istri, anak perempuan, dan ibu, maka
penyelesainya secara radd terbatas seperti berikut ini:

Tabel 6:
Penyelesaian radd hanya ke nasabiyah

Ahli waris Furu>d} AM Siham
Istri 1/8 24 3/24 x harta
anak Y% menjadi | 12/19 x sisa
perempuan =19 harta
Ibu 1/6 4/19 x sisa

harta

Jumlah 19
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4.

Kelompok lbn Abbas

Pendapat kelompok ini hampir sama dengan
pendapat kelompok 3 di atas yaitu tidak memberi bagian
radd kepada ahli waris sababiyah (suami/istri) namun
juga tidak membarikan pengembalian kepada ahli waris
nenek. Alasan tidak memberikan radd ke ahli waris
sababiyah sama dengan alasan pendapat ke 3.
Sedangkan tidak memberikan bagian radd kepada
nenek, karena menurut mereka nenek mendapat bagian
bukan atas petunjuk langsung dari al-Qur’an, karena
furu>d} nenek tidak langsung disebutkan dalama al-
Qur’an akan tetapi hanya rezeki(tu 'mah) yang diberikan
oleh Rasulullah karena tidak ada bagianya dalam al-
Qur’an.

E. Penyelesaian Penghitungan Harta Waris Karena Kasus
Tertentu

1.

Kasus Mushtarikah

Pembagian semacam ini sering juga disebut
musharakah yang bermakna berserikat, berserikat
dapat dimaknai sebagai bergabungnya antara dua orang
atau lebih dalam urusan tertentu. Namun Kkata
“mushtarikah” kemudian dijadikan sebagai istilah
dalam pembagian harta waris yang muncul akibat
adanya kasus bahwa saudara sekandung seorang atau
lebih sebagai penerima ‘asabah tidak mendapat bagian
sama sekali karena harta habis terbagi kepada ahli
waris dhaw al-furu>d} di mana salah satunya adalah
saudara-saudara seibu.

Dalam hal ini dapat dicontohkan jika seorang
meninggal dan ahli warisnya terdiri dari suami, ibu, 2
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saudara seibu, dan 2 saudara sekandung, masing-
masing bagiannya adalah:

Tabel 7:
Contoh kasus Musytarikah

Ahli waris Furu>d}| AM Siham
Suami 1/2 3
Ibu 1/6 1
2 sdr. Seibu 1/3 6 2
2 sdr. A 0
Kandung

Jumlah 6

Dalam tabel di atas terlihat bahwa 2 saudara
sekandung tidak mendapat bagian (siham) sama sekali
(0) karena dia penerima ‘asabah. Sementara tidak ada
harta yang tersisa setelah diberikan ke dhaw al-
furu>d. } Atas kasus itu kemudian saudara-saudara
sekandung merasa keberatan dan memperotes model
pembagian seperti di atas kepada sahabat Umar bin
Khattab, pada awalnya Umar tetap membaginya
seperti pembagian di atas karena memang seperti
itulah ketentuan yang ada pada al-Qur’an dan al-
Sunnah.

Namun saudara-saudara sekandung yang
kebetulan terkena kasus seperti di atas tetap menolak
dengan alasan bahwa secara garis kekerabatan mereka
lebih dekat dengan pewaris dibandingkan dengan
saudara seibu. Dalam memperjuangkan hak-haknya
tersebut saudara sekandung sampai mengeluarkan
kata-kata: ‘wahai amirul mu’minin, andaikan bapak
kami adalah himar, bukankah kami ini berasal dari
ibu yang satu?”. Karena pernyataan tersebut kasus
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penyelesaian mushtarikah ini juga sering disebut
Himariyah. **’

“Wahai amirul mu’minin, andaikan bapak kami
terdiri dari batu dan dilemparkan di dalam lautan,
bukankan kami berasal dari satu ibu.?. Dengan
pernyataan seperti di atas, kasus ini juga sering disebut
dengan hajariyah, karena ada kata-kata hajar (batu)
pada pernyataan mereka.

Namun justru dengan melontarkan kata-kata
seperti itu, membuat Umar memikirkan protes yang
dilakukan oleh saudara-saudara sekandung tersebut
dan akhirnya kemudian memberikan solusi dengan
membagi kepada semua saudara seibu dan sekandung
secara berserikat(mushtarikah) dalam bagian 1/3.
Penyelesaian seperti ini kemudian diikuti oleh Imam
Malik, Syafi’i dan yang lainnya, meskipun juga ada
beberapa kalangan sahabat yang tidak setuju dengan
metode pembagaian mushtarikah di atas, misalnya
sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas’ud, Ibn Abbas,
dan yang lainnya.

Jika dibagi secara mushtarikah, maka contoh
kasus di atas dapat diselesaikan dengan cara sebagai

berikut:
Tabel 8:
Kasus lain terkait musytarikah
Ahli waris Furu>d}| AM Siham
Suami 1/2 3
Ibu 1/6 1
2 sdr. Seibu 1/3 6 2
2 sdr.
kandung

127 Ahmad Rofiq, Figh Mawaris, 134.
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| Jumlah | 6

Dari tabel di atas dapat dicermati bahwa baik
saudara  seibu  maupun  saudara  sekandung
mendapatkan dengan cara berserikat (mushtarikah)
atas bagian 1/3 yang awalnya merupakan furu>d} dari
saudara seibu. Oleh karena itu, bagian siham
sebagaimana dalam daftar adalah 2, bagian 2 tersebut
dibagi secara sama rata kepada 2 saudara seibu dan 2
saudara sekandung, tanpa membedakan jenis kelamin
meskipun ada. Jadi bagiannya sama rata antara dua
jenis kelompok saudara di atas sebagai bentuk ishtirak
dalam penerimaan bagian.

Kasus Gharrawain/Umariyatain

Kasus ‘Umariyatain adalah metode penyelesaian
pembagian harta waris yang dinisbatkan kepada
pencetusnya, yaitu khalifah Umar bin Khattab yang
kemudian diikuti oleh para sahabat dan jumhur ulama’.
Tidak jauh dari kasus sebelumnya, kasus umariyatain
ini juga terkait dengan ketidakpuasan salah satu ahli
waris atas pembagiana harta waris yang dilakukan
secara utuh sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan
sunnah. Kasus ini juga disebut kasus gharrawain, yang
secara bahasa berasal dari kata gharra yang berarti
menipu, Yyaitu menipu bagian ibu, ada juga yang
menyebutnya kasus al-gharibaini, dua kasus yang
asing cara penyelesaiannya.

Kasus pertama (selanjutnya disebut umariyah 1),
terjadi karena ahli waris terdiri dari suami, ibu, dan
bapak. Setelah dilakukan pembagian sesuai dengan
ketentuan yang ada, maka bagian bapak lebih rendah
satu kali lipat dari bagian yang diterima ibu, karena
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dalam kondisi seperti itu bapak menjadi ahli waris
‘asabah bukan dhaw al-furu>d}.

Dalam kondisi bagian bapak lebih rendah dari
bagian ibu, di sini kemudian terjadi kejanggalan
terutama jika dilakukan perbandingan antara laki-laki
dan perempuan, di mana ada ayat al-Qur’an yang
menyebutkan bahwa bagian lak-laki dua kali lipat
bagian perempuan. Maka itulah yang menjadi
permasalahan, yaitu bagian bapak lebih rendah dari
bagian ibu sehingga dipandang bertentangan dengan
d}ahir ayat di atas.

Contoh kongritnya dapat dilihat pada tabel berikut
ini:

Tabel 9:
Kasus Gharrawain
Ahli waris Furu>d}| AM Siham
Suami Y 3
lbu 1/3 6 2
Bapak A 1
Jumlah 6

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa bagian
bapak hanya mendapatkan bagian 1, di lain pihak ibu
mendapatkan bagian 2, karena itu pembagian dengan
cara di atas dipandang tidak adil dan tidak sesuai
dengan ketentuan al-Qur’an meskipun sebenarnya
berkaitan dengan furu>d} ibu juga sudah ditetapkan
dengan ayat al-Qur’an.

Mengatasi hal di atas, Umar kemudian mencoba
menggali pemahaman lain dari makna 1/3 (thuluth)
yang untuk bagian ibu, dari hasil pemahaman tersebut
kemudian menemukan satu ide untuk memberikan
bagian ibu 1/3 sisa, bukan 1/3 seluruh harta. Yaitu 1/3
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sisa setelah diberikan kepada ahli waris suami, yaitu
1/2, sementara bapak tetap mendapat ‘asabah dari sisa
yang diberikan kepada ibu.

Memberi bagian ibu 1/3 sisa karena alasan
menghindari lebih besarnya bagian ibu dari bagian
bapak, yang jelas-jelas sebagian ulama’ menolaknya.
Untuk lebih jelasnya tentang bagian bapak jika
dilakukan pembagian sesuai dengan konsep Umar,
dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 10:
Penyelesaian kasus gharrawain
Ahli waris Furu>d}| AM Siham
Suami Yo 3
Ibu 1/3 sisa 6 1
Bapak A 2
Jumlah 6

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa bagian
bapak meningkat menjadi 2 bagian, sementara bagian
ibu menyusut menjadi 1 bagian, itu terjadi karena
bagian ibu yang awalnya menerima bagian 1/3 dari
total harta oleh Umar dirubah menjadi menerima 1/3
sisa harta setelah % hartanya diberikan kepada ahli
waris suami.

Kasus kedua(selanjutnya disebut umariyah II)
adalah hampir sama dengan kasus umariyah I,
perbedaannya hanya pada susunan ahli waris penerima
furud saja, kalau pada umariyah | bapak dan ibu
didampingi suami, maka pada umariyah Il ahli
warisnya terdiri dari bapak, ibu, dan istri.

Ketika ahli waris terdiri dari istri, ibu dan bapak,
maka bagian ibu dan bapak jelas tidak sama, perolehan
ibu sedikit lebih kecil dari pada perolehan bapak,
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namun tetap belum sesuai dengan tuntunan li al-zakar
mithlu hadd al-unthayain, bagian laki-laki dua Kkali
lipat bagian perempuan.

Sebagai contoh marilah kita lihat tabel di bawah
ini secara seksama:

Tabel 11:
Contoh lain kasus gharrawain
Ahli waris Furu>d}| AM Siham
Istri Ya 3
Ibu 1/3 12 4
Bapak A 5
Jumlah 12

Dari tabel di atas dapat ditemukan bahwa bagian
bapak 5 lebih besar satu tingkat dari bagian ibu yang
menerima bagian 4, karena itu angka 5 masih jauh dari
dua Kkali lipatnya angka 4. Karena itu Umar dan diikuti
oleh para ulama’ kemudian menetapkan bagian 1/3
sisa untuk ibu sebagaimana pada kasus umariyah I.
Hal tersebut dilakukan demi untuk memberikan bagian
kepada bapak dua kali lipat bagian ibu.

Lihatlah cara penyelesaian kasus umariyah Il ini
menurut pendapat Umar bin Khattab:

Tabel 12:
Kasus Umariyah Il
Ahli waris Furu>d}| AM Siham
Istri Ya 3
Ibu 1/3 sisa 12 3
Bapak A 6
Jumlah 12

Tabel di atas menjelaskan bahwa bagian ibu
setelah dirubah menjadi 1/3 sisa harta, maka
perolehannnya adalah 3, sementara bagian bapak
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sebagai penerima sisa, mendapat bagian 6 yang
merupakan hasil jumlah dari 9-3=6. Dengan demikan
ketika bagian ibu diselesaikan dengan cara Umar,
perbadingan antara bagian ibu dengan bagian yang
diterima bapak sesuai dengan kaidah 2:1.

. Masalah kakek bersama saudara

Yang dimaksud kakek dalam kasus ini adalah
kakek s}ah}i>h, karena ia sebagai ahli waris ‘asabah
dan kadangkala juga sebagai ahli waris dhaw al-
furu>d}, Sedangkan kakek fasid yaitu kakek yang
dicelahi antara pewaris dengan kekek tersebut ahli
waris perempuan, seperti kakek dari garis ibu, ia
termasuk ahli waris dhaw al-Arham, sehingga tidak
termasuk dalam pembahasan ini.

Telah disepakati secara ijma’ bahwa kakek
berhak menempati posisi bapak ketika dia tidak ada
(meninggal). Namun para ulama’ berbeda pendapat
mengenai apakah kakek bisa menghalangi ahli waris
saudara seperti juga bapak sudah pasti menghalangi
mereka. Karena itu dalam konteks kakek mewarisi
bersama saudara terdapat sedikitnya dua kelompok
ulama’ yang saling berhadapan.

Pertama adalah kelompok sahabat Abu Bakar,
Ibn ‘Abbas, Ibn ‘umar dan lain sebagainya dari
kalangan sahabat dan tabi’i, pendapat ini di
dilanjutkan oleh mazhab Hanafi. Pendapat kelompok
ini mengatakan bahwa saudara sekandung, sebapak,
maupun seibu, laki-laki atau perempuan semuanya
terhijab oleh adanya kakek, karena kakek menempati
posisi bapak, karena itu hal-hal yang lain diposisikan
sebagai bapak. Pendapat kelompok ini mengikuti
ketentuan yang berlaku pada ahli waris ‘asabah yang
mendahulukan ahli waris kelompok anak-anak,
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kemudian luluhur, kemudian saudara, dan berikutnya
kelompok paman.

Kelompok kedua adalah kelompok sahabat Zaid
Bin Thabit, Ali bin Abi thalib, Ibn Ma’ud, dan
kalangan sahabat dan tabi’in lainnya, yang kemudian
diteruskan oleh mazhab Shafi’i, Hambali, dan Maliki.
Berpendapat bahwa saudara laki-laki atau perempuan
sekandung atau sebapak mewarisi bersama-sama
dengan kakek, karena kakek tidak dapat menghijab
mereka seperti bapak menghijabnya. Alasan mereka
karena antara kakek dengan saudara dalam derajat
yang sama dalam hal kekerabatannya dengan si mati,
yaitu sama-sama melalui perantara bapak, kakek
adalah asal bapak (asl al-ab), sedangkan saudara
adalah cabang bapak (far 'u al-ab).'?®

Dalam kondisi saudara-saudara tidak dapat
mewarisi bersama kakek sebagaimana pendapat
kelompok pertama, maka penyelesaiannya sudah
selesai, karena saudara-saudara langsung terhijab
dengan hijab hirman, artinya bagian kakek sesuai
dengan kondisi ahli waris sebagai dzaw al-furud jika
ada furu’ al-warith, dan mendapat ‘asabah jika tidak
ada furu’. Akan tetapi jika mengikuti pendapat
kelompok kedua, maka perlu dipetakan kedudukan
saudara-saudara ke dalam dua kondisi ahli waris, yaitu
kondisi di mana kakek mewarisi hanya bersama
saudara, dan kondisi antara kakek dan saudara
bersama dengan ahli waris lain. pemetaan tersebut
penting karena berimplikasi pada ketentuan yang
harus diterima masing-masing ahli waris.
a. Kondisi kakek mewarisi bersama saudara saja.

128 Al-Sabuni, al-Mawa>ri>th, 98
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Pada kondisi ini, maka penyelesaian bagian bagi

kakek harus memilih salah satu dari dua pilihan

yang dapat menguntungkan bagian kakek, dua
pilihan tersebut adalah:

1) Memberi bagian kepada kakek dengan cara
mugasamah (berbagi sama) antara kakek
dengan saudara

2) Memberi bagian kakek 1/3 dari total harta
Mana di antara dua pilihan di atas yang lebih

menguntungkan bagi kakek, maka itulah yang

harus dipilih. Misalnya menguntungkan dengan
mugasamah, maka ia yang dipilih, dan jika lebih
menguntungkan memberi kakek 1/3 total harta
maka bagian ini yang dipilih.

Untuk lebih jelasnya tentang penyelesaian
masalah tersebut dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 13:
Contoh: Mugasamah:
Ahli waris Furu>d}| AM Siham
Kakek Yo 2 1
1 Saudara Yo 1
sekandung
Jumlah 2

Contoh: memberi kakek 1/3 total harta:

Ahli waris Furu>d}| AM Siham
Kakek 1/3 3 1
1 Saudara 2/3 2
sekandung

Jumlah 3

Bandingkan antara dua tabel di atas, maka akan
terlihat bagian yang lebih menguntungkan kakek
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adalah  penyelesaian ~ yang  menggunakan
mugasamah. Meskipun bagian kakek tidak lebih
besar dari bagian yang diterima saudara, setidaknya
setara dan bukan lebih kecil, seperti pada tabel
kedua. Oleh karena itu maka dalam kondisi ahli
waris  seperti pada tabel, bagian yang
menguntungkan kakek adalah mugasamah.

Perolehan masing-masing ahli waris akan
berubah sesuai dengan kondisi ahli waris saudara,
yang menentukan adalah ahli waris seorang diri,
dua orang, atau lebih. Dalam kondisi ahli waris
saudara terdiri dari 3 orang atau lebih , maka sudah
bisa dipastikan memberi bagian kekek 1/3 total
harta lebih menguntungkan kakek.

Contoh lain: mugasamah

Ahli waris Furu>d}| AM Siham
Kakek 2/3 3 2
Saudara Pr. A/ 1
sekandung 1/3

Jumlah 3

. Kondisi kakek mewarisi bersama saudara dan ahli

waris lain.

Pada kondisi saudara mewarisi bersama kakek dan

ditambah ahli waris lain selain keduanya dari ahli

waris dhaw al-furud, maka bagian yang

menguntungkan kakek dengan memilih tiga

alternatif berikut ini:

1) Memberi kakek dengan cara mugasamah

2) Memberi kakek 1/3 sisa harta setelah dikurangi
ahli waris lain selain saudara

3) Memberi bagian kakek 1/6 total harta
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Perlu diperhatikan bahwa bagian kakek tidak
boleh kurang dari 1/6 dalam kondisi apapun,
meskipun setelah dibagi kepada ahli waris lain
tersisa persis 1/6 atau kurang dari itu, maka wajib
memberikan bagian kakek 1/6. Hal itu untuk
menghargai keberadaan kakek yang sudah bersedia
berbagi bersama saudara-saudara pewaris.

Di bawah ini contoh penyelesaiannya untuk
masing-masing alternatif:

Seorang meninggal ahli warisnya terdiri dari:
suami, kakek, dan saudara sekandung, maka
penyelesaiannya sebagai berikut:

Ahli waris Furu>d}| AM Siham
Suami Yo 8 4
Kakek Ya 2
Saudara Ya 2
sekandung
Jumlah 8
Dalam  tabel ini  mugosamah lebih

menguntungkan kakek, setidaknya memperoleh
bagian sama seperti yang diterima bagian saudara,
yaitu sama-sama 2 bagian.
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BAGIAN VI

KEWARISAN ADAT DAN RELEVANSINYA
DENGAN KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Sistem Hukum Waris Adat di Indonesia

Hukum Islam mengenal dan membenarkan hukum
adat. Dalam literatur figh Islam hukum adat diakomodir
dalam bentuk penerimaan terhadap konsep ‘wrf, yaitu
sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-
ulang di suatu daerah sehingga dianggap baik dan tidak
bertentangan dengan akal sehat manusia dalam rangka
menghargai praktek lokal sebagai perwujudan dari rasa
keadilan masyarakat setempat.’” Namun demikian ulama
cenderung menerimanya secara terbatas dalam konteks
pelaksanaan hukum mu’a>malah dan bukan pada hukum
‘iba>dah dan ‘aqi>dah.

Secara umum hukum adat merupakan hukum non-
statutair ~ yang sebagian besar berasal dari hukum
kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan sebagian sisanya
berasal dari hukum Islam, atau dapat dikatakan bahwa
hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak
tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang
sebagiannya mengandung unsur agama.™®

Penggunaan ‘urf sebagai landasan hukum di samping
terdapat dalil-dalil secara normatif dari sunnah Nabi, juga
menjadi bagian dari salah satu pertimbangan dalam

129 Abdul Mun’im Saleh, Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 285.
39 Muchsin, Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif
(Surabaya: Yayasan Al-lkhlas, 2003), 35.
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penetapan suatu hukum, khususnya hukum-hukum yang
bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup umat
manusia, seperti jual-beli, perseroan, dan bahkan
pengalihan harta dari satu generasi kepada generasi
berikutnya.

Karena itu, tidak semua ‘urf dianggap baik, dan dapat
terima sebagai landasan hukum, ulama membaginya
menjadi dua macam, yaitu ‘urfs}ah}i>h dan ‘wrf fa>sid.**
‘Urf s}ah}i>h dipandang sebagai ‘urf yang layak untuk
dilaksanakan dan menjadi bagian dari landasan
pelaksanaan suatu hukum, karena ‘urf ini tidak
bertentangan dengan ketentuan al-Qur’a>n dan al-Sunnah
sebagai sumber utama hukum Islam. Sementara ‘urf
fa>sid, adalah bersifat mulghah (batal demi hukum) karena
sifathya yang bertentangan dengan hukum shari>’ah,
seperti halnya menghalalkan yang haram, menghalalkan
minuman khamar dan sebagainya.

Berkaitan dengan hukum waris, di Indonesia dikenal
adanya 3 sumber hukum waris, yaitu hukum waris Islam ,
hukum waris adat, dan hukum waris barat (Belanda).
Hukum waris termasuk dalam lingkup kajian hukum positif
menjadi bagian dari hukum perdata atau sering disebut
sebagai hukum kekeluargaan (al-Ahwa=>I al-shahsiyyah).

Hukum waris adat adalah aturan-aturan atau norma-
norma hukum yang berlangsung lama di masyarakat yang
mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan
diteruskan kepada para ahli waris dari satu generasi kepada
generasi berikutnya.'*

31 1bid., 286.
132 C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar
(Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 71.
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Pengertian yang hampir sama dilontarkan oleh Ter
Haar, sebagaimana juga dikutip oleh Wulansari,*** bahwa
hukum waris adat adalah meliputi peraturan-peraturan
hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat
mengesankan serta akan selalu berjalan tentang penerusan
dan pengoperan kekayaan material dan immaterial dari satu
generasi ke generasi berikutnya.

Lebih konkritnya hukum waris adat sebenarnya
merupakan bagian dari hukum adat yang memuat aturan
dan ketentuan pola pengalihan harta serta asas-asasnya,
harta waris, pewaris dan ahli waris, serta tata cara
pengalihannya. Proses pengalihan harta tersebut dalam
hukum waris adat dapat dilakukan ketika pewaris masih
hidup atau setelah ia meninggal dunia. Waktu Inilah yang
membedakan antara hukum waris adat dengan hukum
waris Islam.

Berkaitan dengan siapa saja ahli waris yang dapat
memperolen warisan menurut hukum adat, sangat
tergantung kepada hukum adat yang dianutnya. Ada dua
sistem kekeluargaan yang dianut oleh mayoritas
masyarakat di Indonesia. yaitu sistem bilateral dan
unilateral. Dalam masyarakat yang menganut sistem
bilateral (parental), maka yang berhak menerima warisan
adalah anak laki-laki atau anak perempuannya. Sementara
pada masyarakat unilateral, hanya salah satu dari garis
keturunan yang akan menerima warisan, mungkin saja
garis keturunan laki-laki (patrilineal), atau bahkan garis
keturunan perempuan (matrilineal)."*

133 Ipid.

134 Seperti diketahui bahwa ada kelompok-kelompok kekerabatan

yang memuat prinsip-prinsip garis keturunan yang memberikan

batas-batas pada hubungan kekerabatan. Prinsip-prinsip tersebut

menentukan siapa yang masuk batas hubungan dan siapa yang
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Mengenai harta waris dalam hukum waris adat
memadang bahwa yang dimaksud harta waris adalah semua
harta baik yang bersifat material maupun immaterial.
Dengan kata lain, harta waris menurut hukum waris adat
adalah harta yang berwujud benda seperti tanah, bangunan
rumah, alat perlengkapan pakaian adat, barang perhiasan,
perabot rumah tangga, alat-alat dapur, alat transportasi, alat
pertanian, senjata, dan lainnya. Dan harta yang tidak
berwujud benda, seperti kedudukan atau jabatan adat,
gelar-gelar (adat), hutang-hutang, ilmu-ilmu gaib, pesan
keramat atau perjanjian, dan sebagainya.*®

Menurut hukum adat, harta waris tidak merupakan
kesatuan yang dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan
yang dapat dan tidak dapat dibagi-bagi menurut ketentuan
dan kepentingan ahli warisnya. Adakalanya harta waris
tidak dibagi-bagi dan tidak dapat digunakan kecuali seizin
semua keluarga atau musyawarah. Harta seperti itu
merupakan harta bersama yang tidak dapat dimiliki
perorangan. Biasanya terkait dengan harta benda atau
barang yang bernilai sejarah dan peninggalan nenek
moyang Yyang harus dimiliki secara bersama-sama demi
keutuhan keluarga besar dan nenek moyangnya.

Sementara ada pula harta yang dapat dibagi-bagi
sesuai dengan kebutuhan keluarga. Itulah perbedaan
lainnya antara hukum waris adat dengan ketentuan hukum
waris Islam, hukum waris Islam mencakup seluruh

berada di luar batas hubungan biologis tersebut. Lazimnya dibedakan
menjadi empat macam prinsip garis keturunan, yaitu garis keturunan
patrilineal, garis keturunan matrilineal, garis keturunan
bilateral/parental, dan garis keturunan bilineal. Lihat selengkapnya
dalam Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial
(Jakarta: Dian Rakyat, 1967), 124-125.

13 Wulansari, Hukum Adat Indonesia, 76.
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kesatuan yang dapat dinilai dengan uang dan dapat dipecah
secara matematik.

Ada beberapa sistem kewarisan yang dikenal dalam
adat masyarakat di Indonesia, yaitu:'*®

1. Sistem kewarisan individual, yaitu sistem pembagian
yang memberikan bagian masing-masing ahli waris
secara personal terhadap harta bagiannya masing-
masing dan setelah bagiannya diterima, maka bagian
tersebut menjadi milik masing-masing individu secara
utuh termasuk pengelolaannya tidak dapat dicampuri
oleh pihak lain. Biasanya sistem kewarisan seperti ini
berlaku pada masyarakat yang menganut sistem
kekerabatan parental.

Sistem kewarisan seperti ini mendorong dan
mengakui hak-hak individu untuk  dapat
memanfaatkan harta bagiannya secara mandiri tanpa
dicampuri pihak lain, sehingga setelah memperoleh
haknya, seseorang dapat langsung menggunakannya
sesuai keinginan pemiliknya. Namun demikian sistem
seperti ini juga mempunyai kelemahan tersendiri, yaitu
lebih membuat seseorang bersifat individual dan
mengancam tatanan kekerabatan dan keutuhan
keluarga besarnya jika tidak dikelola secara baik.

2. Sistem kewarisan kolektif, adalah sistem kewarisan
yang tidak membagi harta peninggalan kepada ahli
waris secara individu, namun harta pusaka tersebut
dikelola secara bersama-sama dalam lingkungan
keluarga besarnya, sehingga harta pusaka tidak pecah
dan terbelah-belah. Pengelolaannya dilakukan secara
musyawarah di dalam keluarga besarnya. Kelebihan

138 Sperjono Soekanto, Hukum Adat di Indonesia, cet. X (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2010), 260.
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sistem waris ini, dapat menjaga keutuhan keluarga
besar dan harta peninggalannya tetap utuh sehingga
tidak menghilangkan nilai-nilai sejarah yang ada di
balik peninggalan tadi. Namun kelemahannya, harta
peninggalan tidak bisa langsung dimanfaatkan secara
individu, karena harus bergantung kepada kesepakatan
dalam keluarganya.

3. Sistem kewarisan mayorat, adalah sistem pemindahan
dan pengalihan penguasaan harta yang tidak dibagi-
bagi kepada yang lain tapi hanya beralih kepada anak
tertua. Terutama jika saat pewaris meninggal anak
sulung tersebut adalah ahli waris tunggal. Kewarisan
mayorat bisa terjadi pada ahli waris laki-laki (mayorat
laki-laki) dan juga ahli waris perempuan (mayorat
perempuan).”’

Baik atau tidaknya sistem kewarisan ini tergantung
kepada kemampuan anak tertua Yyang mendapat
pelimpahan harta tersebut. Jika ia dapat mengelola harta
dengan baik dan mengatur hubungan kekerabatan secara
adil dan bertanggung jawab, maka sistem ini akan
berjalan secara baik pula, dan begitu juga sebaliknya.

Sudah barang tentu sistem kewarisan di atas akan
berubah seiring perkembangan tradisi masyarakat.
Perubahan tersebut akan mengarah kepada sistem
kewarisan yang dapat diterima oleh seluruh adat yang ada
di negeri ini. Yang perlu ditekankan dalam bagian ini
bahwa hukum waris adat di samping menganut asaz
persamaan dalam penerimaan harta, menganut juga asaz
kerukunan dalam sistem kekerabatan keluarga.

7 1bid.
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F. Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat

Hubungan hukum Islam dengan hukum adat dalam
artian kontak antara kedua sistem hukum tersebut telah
lama berlangsung di Indonesia. Selanjutnya hubungan
tersebut bukan hanya dalam arti kontak semata, akan
tetapi sudah dapat dibilang sangat akrab antara keduanya.
Keakraban hukum Islam dan hukum adat misalnya dapat
kita lihat dalam berbagai pepatah dan ungkapan di
beberapa daerah. Misalnya ungkapan berbahasa aceh
yang berbunyi: Hukum Ngon adat hantom cre, lagee zat
ngon sipeut, (Hukum Islam dan Hukum adat tidak dapat
dicerai, karena erat sekali hubungannya, seperti zat
dengan sifat suatu barang atau benda). Hal seperti itu juga
ditemukan dalam adat Minangkabau sesuai dengan
pepatah: adat nan syara' sanda manyanda, syara'
mangato adat memakai. Hubungan hukum adat dengan
hukum Islam erat sekali, saling menopang satu sama lain,
karena yang dinamakan adat itu adalah shara' itu
sendiri.**®

Uraian di atas memberikan bukti nyata bahwa
sebenarnya antara hukum Islam dan hukum adat di
beberapa daerah di Indonesia sudah lama saling
menemukan titik temu antara keduanya. Artinya dalam
beberapa bagian, antara hukum adat dengan hukum Islam
saling memberikan ruang untuk terus menyempurnakan
kebutuhan  masyarakat terhadap  kepastian  atas
problematika yang mereka alami, terutama dalam
problematika penyelesaian warisan.

138 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan
Tata Hukum Islam di Indonesia,cet. 2 (Jakarta: Raga Grafindo
Persada, 1991), 223.
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Dalam masyarakat muslim Sulawesi Selatan, eratnya
hubungan adat dengan hukum Islam dapat dilihat
contohnya dalam ungkapan yang berbunyi: "Adat Hula-
hulaa to syara, syara hula-hulaa to adati" (adat bersendi
syara’, syara' bersendi adat). Di jawa hubungan adat
dengan hukum Islam juga tidak kalah eratnya. ini
disebabkan karena prinsip rukun dan sinkretisme yang
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat jawa,
terutama di daerah pedesaan.’** Islam di Jawa
berkembang melalui pesisir dan terus menyebar ke
wilayah-wilayah pedalaman yang pada akhirnya terjadi
tarik menarik antara Islam dengan budaya setempat, atau
terjadi sinkretisme atau akulturasi budaya, seperti halnya
mengimani dan meyakini ajaran Islam di satu sisi namun
pada sisi lain masih tetap percaya terhadap keyakinan
lokal.**

Perlu dicatat pula bahwa setelah Indonesia merdeka,
khusus di daerah Minangkabau telah berkembang pula
suatu ajaran yang mengatakan: Hukum Islam adalah
penyempurnaan Hukum Adat. Karena itu kalau terjadi
perselisihan antara keduanya, maka yang mesti dijadikan
ukuran adalah yang sempurna, yaitu hukum Islam, di
Aceh pun terjadi perkembangan yang sama, Yyakni
masalah-masalah  perkawinan, harta benda, harta
peninggalan dikehendaki agar diatur menurut kehendak
hukum Islam.

Masalah hubungan hukum Islam dengan hukum adat
mungkin pula dapat dilihat dari sudut ahka>m al-
khamsah, lima hukum yang mengatur tingkah laku orang-
orang Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Kaidah

139 1bid.
140 Nur Syam, Islam Pesisir (Yogyakarta: Lkis, 2005), 6.
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haram, wajib, makruh, sunnat, semuanya jauh lebih
sempit dari kaidah mubah dan jawaz. Kemungkinan
besar, tehadap kaidah hukum yang terakhir inilah adat
tersebut dapat dimasukkan oleh umat Islam, baik yang
telah ada sebelum Islam datang ke Indonesia, maupun
yang tumbuh belakangan.

Dari sudut pandang yang lain, TM. Hasbi al-Siddiqi
dalam kitab Figh Islamnya, banyak sekali menggariskan
hukum yang dibina atas dasar 'urf atau adat. Karena para
ahli hukum telah menjadikan sebagai salah satu metode
pembentukan hukum Islam. Ini sejalan dengan salah satu
patokan pembentukan kaidah hukum dalam Islam, seperti
telah disebut di muka, al-‘A>dah Muhakkamah, adat
dapat dijadikan hukum. Menurut Abd. Wahab Khallaf,
istilah “‘urf yang dipakai dalam usul figh adalah sama
dengan al-‘a>dah yang dipakai dalam gawa>'id
fighiyah."*" Adat dalam pengertian ini, adalah kebiasaan
dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam
istilah mu‘amalah dan bukan masalah ibadah.

Dalam kesempatan ini, dapat dicontohkan misalnya
dalam jual-beli, adat setempat sudah menghendaki setiap
orang yang membeli tanda adanya akad (ijab-gabul), oleh
karena ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat,
maka walaupun hukum Islam mengharuskan terjadi akad,
maka hukum muba>h bisa ditetapkan kepada adat jual-
beli tersebut.

Di samping terjadi hubungan “mesra” antara hukum
Islam dan hukum adat sebagaimana telah dipaparkan
sebelumnya, namun tidak dapat dilupakan bahwa
keberadaan kedua hukum yang sama-sama menjadi

141 Abd Wahha>b Khalla>f, Mas}a>dir al-Tashri> al-lsla>mi> fi>
ma> la> Nas}s} fi>h (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), 145.
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sumber hukum nasional tersebut seringkali berkompetisi
dan bertarung satu sama lainnya, meminjam istilah Qadri
Azizi** sering terjadi eklektisisme hukum di negeri ini,
hal itu bukan saja karena masing-masing lahir dari rahim
yang berbeda, namun juga ada faktor kuat di balik itu
semua, VYaitu dalam tataran pembentukan hukum di
Indonesia tidak lepas dari adanya faktor politik yang
mempengaruhinya.

Produk legislasi adalah produk politik, yaitu hasil
tarik menarik  berbagai  kekuatan politik yang
mengejawentah dalam produk hukum. Dalam hal ini
hukum dimaknai sebagai instrumentasi dari putusan atau
keinginan politik sehingga pembuatan undang-undang
sarat dengan Kkepentingan-kepentingan tertentu, dan
dengan demikian, pembuatan undang-undang menjadi
perbenturan dan pergumulan kepentingan-kepentingan.

Menurut Prof. Dr. Mahfud MD', politik hukum
mencakup pengertian tentang bagiamana politik
mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi
kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan
hukum. Politik hukum mencakup memilih nilai-nilai dan
penerapannya. Dalam konteks politik hukum Islam
dimaknai sebagai kebijakan pembentuk hukum dalam
memilih nilai-nilai hukum Islam untuk dijadikan hukum
nasional dan menerapkan hukum Islam sebagai hukum
nasional.

Itulah pasang surut hubungan antara hukum Islam
dengan hukum adat. Salah satu karakteristik hukum Islam

142 A, Qadri Azizi, Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara
Hukum Islam dan Hukum Umum (Y ogyakarta: Gama Media, 2002),

172.

%3 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, cet. 3 (Jakarta:
PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 2.
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adalah kemampuannya untuk mengakomudir adat istiadat
yang berlaku di masyarakat, karena masuknya Islam akan
berpengaruh kepada kesadaran hukum masyarakat.'*
Karenanya dalam konteks hukum di Indonesia ada
daerah-daerah yang menyerap hukum nilai-nilai Islam ke
dalam hukum adatnya, ada juga daerah yang tetap
mempertahankan adatnya, bahkan agamanya selain
agama lslam.**®

Dari sini semakin tampak bahwa antara hukum Islam
dengan hukum adat terdapat hubungan yang erat dan
saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum Islam
mempengaruhi adat masyarakat melalui pembaurannya
dalam segala aspek kehidupan masyarakat, dan
sebaliknya adat mempengaruhi hukum Islam terutama
adat yang benar (s}ah}i>h) dalam arti tidak bertentangan
dengan hukum Islam itu sendiri. Intinya bahwa kalau lihat
sejarah hukum adat senantiasa berhubungan dengan Islam
dan hukum Islam terutama dalam konteks Indonesia.'*®

Namun bukan berarti bahwa hubungan antara hukum
Islam dengan hukum adat tidak mengalami pertentangan
sama sekali, dalam banyak hal seringkali terjadi
permasalahan antara keduanya. Terjadinya permasalahan
tersebut dikarenakan beberapa faktor, antara lain adalah
faktor banyaknya kelompok-kelompok yang masih
mengedepankan hukum adat, ada pula kelompok pembela

144 Sirojuddin M., Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2008), 43.
1% Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum
Nasional (Bandung: Alumni, 1991), 58.
%8 Daniel. S. Lev., Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan
dan Perubahan (Jakarta: LP3ES, 1990), 28.
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hukum Islam, dan kelompok pembela hukum barat
(Belanda).'"’

G. Model Pembagian Harta Waris dalam Hukum Waris
Adat
Pembagian harta waris merupakan proses pengalihan
dan penerusan yang dilakukan oleh pewaris untuk
mengalihkan harta kekayaan kepada para ahli warisnya
pada waktu pewaris masih hidup, bagaimana cara
pewarisannya dan proses pengalihannya setelah pewaris
meninggal dunia.
1. Pembagian harta waris pada waktu pewaris masih
hidup
Pembagian harta waris saat pewaris masih hidup
dalam sistem adat di Indonesia banyak dipraktekkan
dalam berbagai cara, antara lain adalah:
a. Peralihan atau penerusan harta
Yaitu proses pemindahan hak kepemilikan dan
penguasaan harta kekayaan kepada ahli waris
setelah ditetapkan oleh pewaris. Proses ini
biasanya terkait erat dengan kedudukan ahli waris,
hak dan kewajiban, serta harta benda yang tidak
dibagi-bagi kepada para ahli waris. Dalam adat
jawa biasanya dialinkan kepada para ahli waris
laki-laki dan perempuan yang tertua.**®
Proses seperti itu biasanya sudah terjadi sejak
lama dan secara turun temurun dilakukan
berdasarkan kebiasaan dan musyawarah adat
dikalangan keluarga besarnya. Sehingga ketika

47 Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Ciputat
Press, 2005), 178.
148 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada, 2010), 272.
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ada anak laki-laki tertua sudah menikah, biasanya
diberikan rumah dengan semua perabotannya,
diberi perhiasan dan lainnya. Anak perempuan
menikah juga disiapkan rumah dan isinya, bahkan
lebih banyak dari anak laki-laki.

Proses seperti ini umumnya terjadi pada
masyarakat yang menganut sistem kewarisan
individual (bilateral) dan berlangsung sesuai
kebutuhan masing-masing individu dan kondisi
harta yang dimiliki oleh pewaris.

Penunjukan

Proses peralihan harta pada waktu pewaris
masih hidup, dengan proses seperti ini harta
kekayaan belum beralih kepada ahli warisnya,
bahkan masih dikuasai oleh pewaris, pada proses
ini ahli waris yang ditunjuk untuk mengelola dan
mengatur harta kekayaan tidak memperoleh hak
apa pun kecuali hak pakai dan hak memperoleh
manfaat dari harta kekayaan.

Penerusan harta dengan cara penunjukan
seperti ini dapat terjadi pada harta-harta baik yang
bergerak maupun yang tidak bergerak seperti harta
yang berupa sawah, ladang, kebun, dan
semacamnya. Di mana penunjukannya tidak perlu
dilakukan secara formal di hadapan perangkat
desa, namun cukup dilakukan penunjukan di
depan semua ahli waris secara sederhana.'*

Pesan dan wasiat

Dengan cara berpesan dan berwasiat kepada
ahli waris memberikan jalan kepada pewaris untuk
menyampaikan keinginannya atas harta kekayaan

149 Ipid., 271.
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selama ia masih hidup. Dengan kondisi harta yang
dimiliki pewaris, akan diberikan kepada siapa dan
untuk apa, serta bagaimana caranya. Ini bisa
dilakukan oleh pewaris dengan cara pesan atau
wasiat sebagai pesan terakhirnya, dan pesan atau
wasiat tersebut baru akan berlaku ketika pewaris
meninggal dunia. Maka dari itu seringkali
peralihan harta dengan cara berpesan atau wasiat
ini dilakukan oleh pewaris dalam kondisi dia
sedang sakit keras yang hampir tidak ada harapan
lagi untuk kesembuhannya, atau sedang akan
berpergian jauh.

Oleh karena pesan atau wasiat tersebut baru
bisa berlaku setelah pewaris meninggal, maka
ketika pewaris masih diberi umur panjang (belum
meninggal meskipun sudah sakit parah) dan masih
kembali sembuh, atau kalau bepergian dia masih
kembali lagi ke rumah dengan selamat, maka
pewaris masih berhak penuh terhadap hartanya,
dan berhak pula menarik segala bentuk pesan dan
wasiat yang sudah dilontarkannya jika di
kemudian  hari  ditemukan  penyimpangan-
penyimpangan yang dilakukan oleh ahli waris,
terutama terkait dengan pelanggaran moral dan
adat istiadat."*

Maka, dalam upaya mendapatkan legalitas
formal berkaitan dengan pesan atau wasiat yang
disampaikan, biasanya dibutuhkan pengucapan
pesan atau wasiat tersebut secara terang dan jelas
di hadapan para ahli waris yang disaksikan oleh

0 1bid.
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aparat desa sebagai bentuk jaminan atas legalitas
pesan dan wasiat tersebut di hadapan hukum.
2. Pembagian harta waris setelah pewaris meninggal
dunia
Jika ada seseorang meninggal dunia dan
meninggalkan sejumlah harta, maka salah satu yang
harus dipikirkan adalah harta peninggalannya akan
beralih kepada siapa, apakah harta peninggalannya
akan dibagi-bagikan kepada ahli waris atau tidak. Jika
tidak dibagi-bagi, maka siapa yang berhak menguasai
seluruh harta peninggalannya. Jika dibagi-bagi siapa
saja yang berhak duduk dalam posisi ahli waris yang
sah. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan
secara lebih rinci mengenai proses ini, yaitu:
a. Harta tidak dibagi-bagi
Harta peninggalan bisa saja tidak dibagi-bagi
kepada para ahli waris dan dijadikan sebagai
harta bersama yang digunakan untuk kepentingan
semua ahli waris secara kekeluargaan. Pengelola
harta dapat ditunjuk dari salah satu ahli waris
yang dipandang mampu dan cakap serta
bertanggungjawab  untuk  mengelola  harta
bersama tersebut tanpa pandang bulu. Tidak
didistribusikannya penguasaan harta peninggalan
ini bisa karena hasil kesepakatan bersama antara
keluarga besarnya, atau karena adanya penundaan
pembagian harta yang disebabkan hal-hal
tertentu, misalnya belum lengkapnya ahli waris
yang berhak, atau adanya ahli waris yang belum
dewasa sehingga menunggu semuanya lengkap,
atau mungkin masih adanya ahli waris yang
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dituakan, pewaris tidak mempunyai keturunan,
dan sebagainya.™

Penguasaaan sementara terhadap harta yang
tidak didistribusikan tersebut biasanya dipegang
oleh istri al-marhum (janda yang ditinggal mati),
atau anak-anak tertua, atau anggota adat yang
dituakan.

Harta dibagi-bagi

Ketika harta peninggalan dibagi-bagi kepada
ahli waris, maka hal yang harus dipikirkan adalah
siapa yang akan memperoleh bagian, kapan akan
dibagi, dan bagaimana cara membaginya, serta
siapa yang bertugas membaginya. Dalam hukum
waris adat tidak mengenal adanya batasan waktu
kapan harta waris harus dibagikan, yang terjadi
biasanya pembagian dilakukan pada waktu yang
dianggap “cocok” menurut hukum adat yang
berlaku, baik melalui pertimbangan moral, etika,
dan kebutuhan ahli warisnya. Misalnya 40 hari
setelah meninggalnya al-marhum, seratus hari
bahkan setelah seribu hari dan seterusnya. Waktu-
waktu tersebut dianggap sudah cukup bagi ahli
waris untuk keluar dari rasa duka-cita karena
kematian al-marhum.

Mengenai siapa yang bisa bertindak sebagai
juru bagi, dalam tradisi masyarakat biasanya
orang yang dapat dipercaya dan dituakan, atau
janda yang menguasi harta peninggalan, bisa juga
tokoh adat dan pemuka adat yang dapat mereka
percayai bersama.

1 Ibid., 273.
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